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Bulk water is sold to large cosumers, such as industry, housing associations, airports, and vendors.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia membutuhkan infrastruktur sebagai prasarana penunjang. Bangsa dan negara Indonesia yang memiliki begitu banyak sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam mutlak membutuhkan beragam infrastruktur untuk mengkonversi seluruh sumberdaya tersebut menjadi sumberdaya ekonomi yang memakmurkan bangsa dan negara. Dengan kata lain, aktivitas sosio-ekonomi yang berbasis pada beragam sumberdaya serta terpisahkan secara spasial, serta dibutuhkan oleh masyarakat yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia membutuhkan pengembangan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dimasa mendatang perlu dibangun secara optimal, sehingga integrasi serta konsolidasi dari pembangunan dapat secara maksimal termanfaatkan dan dibangun dengan biaya seefisien mungkin. Hal ini sangat penting untuk digarisbawahi mengingat kebutuhan yang begitu besar serta membutuhkan penyebaran pembangunan yang juga luas, sehingga dibutuhkan juga biaya yang cukup besar. Disamping itu perlu juga diingat bahwa penbangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga tidak hanya membutuhkan biaya investasi yang besar, tetapi juga biaya operasi dan perawatan yang besar dalam penggunaannya. Oleh karena itulah dipandang perlu untuk dapat membuat dan mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur di Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tidak berlebihan apabila konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur yang optimal perlu dikembangkan di perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung dimana terdapat begitu banyak intelektual yang mendalami pengembangan konsep seperti itu. Peran penting pengembangan seperti ini juga tidak terbatas pada ketiga perguruan tinggi tersebut, yang memiliki corak dan warna tersendiri dalam karakternya tetapi juga perlu diperluas pada berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahkan perguruan tinggi di masing-masing daerah perlu membangun karakter konsep pembangunan infarastruktur daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan energi, telekomunikasi, transportasi, air bersih, sanitasi, dan pengairannya. Bahkan dalam konteks kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk mempercepat pembangunan ekonomi, maka konsep pembangunan infrastrukutr ini harus juga menyentuh sisi skema pendanaannya. Berbagai skema pendanaan perlu digali melalui stakeholders atau pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, kemitraan dari keduanya dan bahkan internasional.

Seiring dengan upaya bersama ketiga perguruan tinggi, UI, UGM, dan ITB sejak tahun 2005 dalam pengembangan konsep pembangunan infrastruktur di Indonesia, maka UI juga berinisiatif untk melaksanakan lokakarya yang kelima. Lokakarya ini diharapkan dapat menjadi media diskusi, komunikasi, serta kerjasama pengembangan infrastruktur Indonesia dimasa mendatang. Berbagai topik diskusi serta makalah yang relevan tentunya menjadi motor penggerak diskusi yang bermanfaat dalam lokakarya ini, dan untuk itu UI berterima kasih kepada semua penyaji makalah dan presentasi serta para peserta lain yang terlibat. Selanjutnya UI juga sangat berharap bahwa lokakarya ini tidak berhenti sampai pada batas diskusi tetapi dapat menjadi awal berbagai aktivitas konkrit yang memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur di Indonesia dan masukan bagi pemerintah untuk ditindak-lanjuti.

Tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang sejak awal menginisiasi dan mendorong kerjasama ketiga perguruan tinggi UI, UGM, dan ITB ini, baik pihak pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi serta pihak lain. Perans dari panitia penyelenggara untuk keberlangsungan acara lokakarya ini juga sangat penting dan kepada mereka yang terlibat kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar. Akhirnya kami juga mengucapkan selamat berlokakarya, dan mudah-mudahan hasil kerja bersama kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi proses pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Sutanto Soehodho, M.Eng 

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Penandatangan Naskah Kerjasama Pendidikan Dan Penelitian Di Bidang Infrastruktur Antara Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung Dan Universitas Gajahmada

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, drainasi, air bersih, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. 


Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia yang memang sebelumnya relatif tidak terlalu baik menjadi sangat buruk. Pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor ini telah turun sekitar 80% dari tingkat pra- krisis. Pada tahun 1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan menjadi jauh lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya 30%-nya untuk infrastruktur. 


Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah-pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. 


Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran pemerintah tahun 2000. Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi. 


Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu memdorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan. 


Perguruan tinggi merupakan tempat untuk mengembangkan basis pengetahuan (knowledge base) dan kapasitas lembaga penyelenggara infrastruktur. Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai perguruan tinggi yang didirikan, tumbuh, dan berkembang sejak masa perjuangan dan kemerdekaan melihat bahwa kondisi infrastruktur Indonesia yang stagnan dan cenderung menurun, memerlukan perhatian dari kalangan akademisi. Perhatian dalam bentuk pemikiran dan karya ilmiah untuk memformulasikan kebijakan, perencanaan, dan perancangan infrastruktur merupakan bentuk kontribusi dari UGM, UI, dan ITB dalam pembangunan infrastruktur.


Infrastruktur bukan menjadi domain engineer saja, tetapi merupakan pendekatan multi dimensi agar dapat terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunannya serta dapat mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan dan berkesinambungan. Infrastruktur harus mampu untuk pencapaian MDG dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur seyogyanya bukan menjadi tontonan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi harus dijadikan objek agar sasaran MDG dapat tercapai selaras dengan pengembangan perekonomian nasional yang memiliki daya saing global. Sistem infrastruktur harus mendukung kelestarian alam. Pemanasan global sudah bukan sebuah science fiction tetapi telah menjadi kenyataan. Sektor transportasi sebagai contoh merupakan sektor berkontribusi terbesar dalam pemanasan global ini.


Rekayasa sosial dan budaya harus berjalan beriringan dengan pengembangan transportasi. Social based development menjadi kata kunci untuk melestarikan suatu hasil pembangunan. Apabila rakyat tidak merasa memilikinya, maka jangan harap rakyat turut membantu dan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Skema-skema pembiayaan dengan pola Public-Private-Partnership yang sesuai dengan kondisi Indonesia perlu dicari bentuknya. Bentuk-bentuk ketidak ikutan peran masyarakat terlihat dengan betapa sulitnya pemerintah dapat membebaskan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan penolakan-penolakan terhadap pembangunan pada beberapa daerah. 

Dalam kaitan pertemuan ini perlu saya ungkapkan bahwa UI berkomitmen untuk dan akan membangun infrastruktur berwawasan lingkungan dan mendukung sasaran MDG. Khusus di Universitas Indonesia. UI juga turut menunjukkan komitmen untuk mengembangkan suatu sistem sustainable infrastruktur. Beberapa contoh yang saat ini dalam wancana yaitu: Sistem transportasi berbasis dari angkutan bus kampus (bus kuning) yang ditunjang dengan penyediaan prasarana pejalan kaki dan sepeda sebagai backbone mobilitas internal kampus dalam bentuk Green Highway system. Pada saatnya pergerakan kendaraan pribadi akan dibatasi semaksimal mungkin yang pada gilirannya dengan interkoneksi yang direncanakan dan dirancang dengan baik ke  sistem angkutan umum Regional (KA Jabotabek) DKI Jakarta (sistem busway) dan Kota Depok akan dapat menurunkan penggunaan kendaraan pribadi (termasuk sepeda motor) ke dalam kampus UI Depok. 

UI juga akan membangun sistem pengelolaan sampah di dalam kampus dengan teknologi tepat guna untuk beberapa jenis sampah yang ada dengan pola kemitraan dengan Pemda DKI Jakarta dan industri. Hal ini akan merubah image pengelolaan sampah yang indentik dengan pencemaran lingkungan dan tempat terkonsentrasinya kemiskinan. Sampah harus mampu menghasilkan ”uang” dan bukan hanya cost karena tidak dapat didaur ulang. 

Bentuk kongkret yang telah dilakukan UI antara lain adalah dengan pengembangan jaringan IT kampus untuk menekan jumlah pergerakan yang tidak perlu di dalam sistem administrasi dan pendidikan. Pembangunan situ-situ sebagai sub sistem drainase dan infrastruktur konservasi air tanah. 

Akhir kata, UI, ITB dan UGM sepakat mengadakan suatu kerjasama di bidang infrastruktur dalam rangka peran serta pengembangan infrastruktur yang dirasakan mengalami kemunduran dan menghambat pengembangan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. 
Public Transport Options For East Asian Mega-Cities

Danang Parikesit

Universitas Indonesia
ABSTRACT: 

This paper provides insights of the current state of public transport in East Asian Mega-cities, their characteristics that make them different with other public transport systems in other parts of the world. A combination of high percentage of public transport use, existence of para-transit, poor service quality to respond with high level of motorizations are some of the features of urban public transport in East Asian developing cities. Data from Tokyo, Shanghai, Seoul, Taipei, Ho Chi Minh City, Manila, Jakarta, and Bangkok are analyzed to develop a thorough understanding on the specific features of public transport in the East Asian Mega-cities.

Several reform policies and strategies are proposed, including promoting public transport technology to shift the competition from costs to quality, fare integration, suitable financing options, and an appropriate implementation timing, as well as developing a public transport hierarchy to suit the increasing demand for urban mobility.

Keywords: East Asia, urban area, public transport, reform strategy

1. Introduction: Special features of East Asian Mega-cities
In order to assess the urban transport situation and explore appropriate policies in East Asian mega-cities, it is important first to examine the specific features of these mega-cities. East Asian mega-cities, in general, possess several distinct socio-economic features, but in the following paragraphs only key features which may have direct implications for urban transport policies are discussed.

1.1 Economic growth, urbanization and regional development

(1) Higher rate of economic growth: Among the world’s different regions, East Asian region is well known for its rapid and sustained economic growth. Table 1 shows the long-term GDP per capita trend measured in international dollars (based on the purchasing power parity) and annual economic growth rate averaged over 1985-2004. To increase the GDP per capita from about $1,200 level to $5,000 level, US took 86 years but Japan, Taiwan, Korea and Thailand took only 57, 21, 19 and 29 years respectively, squeezing the required time significantly. Similar is the pattern also for the $5,000 to 10,000 segments. The higher economic growth of most East Asian countries in recent decades is clearly reflected by the average annual growth rate figures shown in Table 1.
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(2) Rapid urbanization and growth of primate Mega-cities: The trend of high economic growth is accompanied by the concomitant trend of rapid urbanization. Over the period of 25 years from 1980 to 2004, East Asian region recorded an average annual urban population growth rate of 4.03 percent against the world average of 2.4 percent (World Bank 2006). The urban growth is however more concentrated in the capital cities resulting in rapid emergence of primate megacities in the region. In 1950, there were only 3 cities from East Asia in the list of 20 largest cities in the world; by 2005, there are 7 cities in the list, namely, Tokyo, Shanghai, Jakarta, Osaka-Kobe, Beijing, Metro Manila and Seoul. And there are many candidate cities to be included in the list in near future, such as Bangkok. The megacities development, on one hand, is posing a challenge of managing large-scale urbanization not experienced before by these countries and, on the other hand, is further widening inter-regional disparity- an important policy issue in most East Asian countries.

(3) High-density and mono-centric urban structure: Equally significant aspect for urban transport policy is the high-density mono-centric urban structure most of these megacities are evolved with. Table 2 shows size of metropolitan income, area and population along with the size and population density of metropolitan core. The high-density metropolitan cores are evolved as strong centers attracting larger share of important urban functions such as business districts, government offices and shopping centers, and thereby results in a distinct mono-centric urban form. There is however some variation in the homocentric pattern. For example, in Tokyo and Metro Manila, there are multiple sub-centers within the metropolitan core while Seoul, Bangkok and Shanghai exhibit truly mono-centric form. The urban form, in fact, evolves over a long period of time and transport infrastructure is an important element that influences the structure of the urban form. In that sense, it appears that the urban transport system in most East Asian megacities is partly responsible for mono-centric concentration at the metropolitan core.

Table 2: Metropolitan income, area and population density in the metropolitan core

	
	Income per capita

US $
	Metropolitan
	High density Metropolitan Core

	
	
	Area km2
	Population　mil.
	Area km2
	Population mil.
	Density person/ha

	Tokyo
	40,658
	6,450
	30.1
	621
	8.1
	131

	Seoul
	10,305
	11,748
	21.4
	605
	10.2
	168

	Taipei
	15,214
	2,324
	6.3
	134
	2.6
	197

	Shanghai
	6,566
	6340
	17.8
	660
	11.4
	172

	Bangkok
	6,316
	7,761
	10.7
	225
	2.2
	96

	Jakarta
	930
	7,315
	23.4
	656
	8.7
	133

	M. Manila
	2,217
	3,670
	16.3
	637
	10.1
	158

	HCMC1
	1,270
	2,095
	6.2
	494
	5.2
	105


1. HCMC: Ho Chi Minh City

Data source: STREAM Study compilation

1.2. Dominant role of public transport

(1) High percentage of public transport use: Unlike other cities in the US, Europe and Australia (with some exceptions of some European cities such as Zurich), in East Asian cities, public transport has been the most predominant mode of urban travel. The extremely high rate of urbanization and the early stage of economic development in the Asian Cities make it difficult to use road infrastructure-based approach to accommodate mobility in the cities. Figure 1 below demonstrates that the already high percentage of public transport use in the case study cities requires different approaches and perspectives on how we should plan and design urban transport in East Asian cities. Even London, with an extensive public transport network consisting of bus and MRT system, has a public transport share of less than 30%. This figure is similar with the city of Bangkok which has much less public transport network coverage.
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Figure 1. Percentage of public transport use in selected cities

Even when some of the East Asian cities are losing its share of public transport such as in the case of Bangkok and Seoul, some other cities maintain relatively similar share of public transport for 30 years. Even in the case of Taipei, the share of public transport has dramatic increase from 30% to more than 40% in the last 10 years, and the Taipei government has even pushed the target to have 60% of public transport share in 8 years time without increasing its tariff. It is therefore important for us to know what are the ingredients of success and failures of public transport in East Asian Mega-cities and what lessons to be learned from the historical data.

(2) Unlike other cities in the developed countries, East Asian cities have a variety of public transport modes: Nowhere in other parts of the world that we witnessed many types of public transport operating in urban areas like in East Asian cities. The presence of Three Wheeler public taxis in Bangkok and Jakarta, Jeepney in Manila, Motor taxi in Ho Chi Minh City and Jakarta provided a unique characteristic of the region. The operation and management system also varied from a corporatization of public transport operation to an individual ownership-hire system in the case of Metromini in Jakarta and Jeepney in Manila. The variability of the system has been predominantly in response with the extremely high increase in motorcycle although in some East Asian Cities, the use of motor cycle in the city center is completely banned for the reason of safety (Shanghai). On the other hand, some other cities such as Manila, where 10 years ago the use of motorcycle has not regarded as an option, is experiencing an increase and is seen as a “threat” to Jeepney as they provide a flexible and door-to-door mode of travel.

The wide variety of para-transit system in the earlier academic discourse (in 1970 – 1980) was often cited as an ingenious East Asian solution for urban mobility as they provide a reliable, door-to-door and affordable public transport system. However, as the city grows beyond 10 million inhabitants, those systems can no longer meet the demand for high capacity commuting movement. Its financial regime makes it worse to maintain adequate service level, creating a spiraling-down effect of public transport financial viability and market share. 
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Figure 2. Motorcycle ownership

(3) High-quality competitive public transport system needed to successfully compete with the trend of motorization and maintain higher modal share of public transport: Urban travelers in East Asian Megacities are seeking a rational choice of travel. The revival of public transport system in Seoul, Taipei and Jakarta has demonstrated that people do behave rationally when confronted with the choice of travel. The earlier case of Singapore (although the case may not be transferable to other cities due to its characteristics of a city-state condition) showed that choice of travel should be provided in order to gradually changed people choice of travel.  The change from costs competition to quality competition to maintain the high percentage of public transport use in East Asian Megacities will be the central question on the provision of urban public transport system. The main issue is therefore to prevent the shift from public transport to private transport, not how to shift private transport user to public transport.

2 Strategic issues

2.1 Bus and Para-transit reform

The current bus and para-transit operation will remain the feature of public transport system in East Asian Megacities. The industry appearance has been the subject of early public transport market opening in the 70’s-80’s following bus deregulation in Europe (especially in the UK) that allows private operators to receive concessions to provide service-for-fee public transport system. Many developing East Asian cities however, failed to establish a quality standard and impose a stringent enforcement of the concession agreement. Many cities like Manila and Jakarta experience a license-for-life principle, without a mechanism for reviewing the compliance of public transport operation.

This has in turn, created an operational efficiency and sacrificing the service quality in the urban mobility, making buses and para-transit inferior toward private vehicles. The polarization of urban income level has also contributed to the segmentation of bus and para-transit customer in the cities, the phenomenon that did not happen clearly in the developed cities. 

Learning from East Asian cases, several key elements of reform can be identified as follows: 

(1) Fleet modernization; Modernizing bus and para-transit fleet have been the subject of many city governments’ policy both via direct government budget (Jakarta), government-owned company (Shanghai), PPP Scheme (Seoul), or a full private financing with the government regulation (Taipei, Bangkok). In Ho Chi Minh City, fleet modernization includes the introduction of a new double-decker bus to increase the capacity.

(2) Fare collection through IC cards; Public transport integration has been promoted using a ticket integration and revenue system automation. Taipei has introduced a contactless IC Card in 2002 whereas Tokyo has developed a system earlier. Many other cities have followed to use similar system in order to boost the scale-economies of the system. 

(3) Bus lane; Jakarta has been the front runner in developing Asian megacities to promote BRT (after the failure of bus lane system in 90s’). It is now emerged as a new approach to increase road-based public transport safety and capacity. Almost all of the case study cities have now introduced or considering introducing a specific bus-lane (Bangkok, Seoul, Manila, Taipei, and Ho Chi Minh). Many cities introduce the system because of its low-cost feature and high-capacity if designed properly and the city structure supports high density corridors. 

(4) Route co-ordination, Information system, and Co-ordination with MRT

(5) Fare discount for transfer.

East Asian Megacities have also a breeding ground for public transport reform models. It ranges from a gradual-reform model (Taipei) to the direct interventionist model (Seoul). Other cities fall in between the two.  The followings will highlight the differences between the two models.

Taipei Model (Gradual-Reform Model):

The city of Taipei has developed a gradual change in the public transport sector by allowing a step-by-step introduction in various public transport modes. The current MRT system is introduced 3o years after its approval and after the public transport hierarchy is established. As a result, after an extreme decline from 63.3% (1980) to 26.8% (1990), the share of public transport gradually return to 40.8% in 2005. Now the city of Taipei has set a target of 60% in 8 years period by introducing complimentary BRT system in the city center.

Seoul Model (Interventionist Model):

The downturn of public transport share in the city of Seoul has been responded by a massive government support in term of providing public transport supply for its inhabitants. A PPP scheme in the public transport management and operation is put in place with a direct subsidy from the government. At the moment, the costs of mass rapid transit operation remain below its operating revenue (0.55 – 0.74).

[image: image2.png]Taipei

Seoul

Reform through gradual
process

Reform through major
intervention

Ownership and operation
largely by private sector;
regulation by public sector

Public-private partnership in
management and operation,
significant role of public
sector

No direct subsidy (indirect
cross-subsidy from MRT for
fare discount)

Significant financial burden
on public sector (direct
subsidy)





Is the subsidy justifiable? This question remains the debates within academic and political circles. While many politicians believe that subsidy for MRT and rail-based public transport is necessary, subsidy for buses and para-transits is rarely applied in East Asian Megacities. Many of the current bus and para-transit operations are fully privatized without any government support. Theoretically, and subsidy for public transport can only justifiable when the economic gain coming from current user and shifted user of private vehicle can off-set the amount of subsidy provided by the government
. To what extent the city government can maintain the level of subsidy is a current debate with BRT system in Jakarta as it represents a road-based public transport operating in a rail-based environment. 

It is also important to note that some cities have attempted deregulation to utilize market force for positive impacts such as fare deregulation in Metro Manila and Jakarta (AC/non-economy buses), entry deregulation for Van transport (Manila, Bangkok) and taxi deregulation in Bangkok. The city of Jakarta has also pursued a taxi deregulation but yield limited success to a wide disparity of the service quality offered by various taxi companies. Those reforms have been successful in improving the efficiency of the company, pushing the price down and creating a competitive environment for private sector to invest in the public transport sector. With the market entry, licensing and fare deregulation operating efficiently in some cities, they can allocate and focus the subsidy to a targeted market (students, senior citizens), creating incentives for transfers, discount for return journeys and time-based travel.

2.2 Urban Railways

What was the expectation of cities when they decided to built rail-based urban transport system? They are expected to:
· Serve as high-capacity and high quality public transport mode

· Back-bone of inter-modal (Rail, bus, para-transit) system

· Absorb potential modal shift from bus to private modes

· Influence land-use pattern (high density and transit oriented)

This paper argues since from the very beginning of the study that MRT and urban rail issues has been related with the policy and implementation timing. Many MRT systems in the developed cities were built in the early of 20th century (Paris, 1900; New York 1904, Tokyo, 1927 and Moscow, 1935) or even in the late 19th century (London, 1863). Other cities like Mexico built their MRT system in 1969, Beijing in 1969 and Hong Kong in 1979. The policy timing is critical because the city governments are aware that MRT construction is financially a difficult choice and when it is delayed it could have a less impact on shaping the urban form and may need stronger measures to ensure good ridership and thus operating ratio. If the implementation is delayed in the longer period, it may increase a burden for public subsidy. In the city of Taipei, even the MRT was introduced in 1996, the plan has gone back 30 years before. The following table shows the current ridership of East Asian MRT and the consequence of its policy timings that can be drawn from the case studies.
Table 3. East Asian MRT and their ridership

	City
	Opening year
	Length, 2006 (km)
	Passengers, 2004 (thousand)
	Remarks

	Seoul
	1974
	287
	6,500
	Rapid expansion, rethinking for alternative modes, BRT

	Metro Manila
	1984
	46
	750
	No expansion due to financial constraint, low capacity

	Shanghai
	1995
	120
	1,300
	Rapid expansion, 400 km by 2010 (using leasing fee)

	Taipei
	1996
	67
	957
	Rapid expansion, 118 by 2010

	Bangkok
	1999
	44
	580
	Uncertain expansion plan


The right timing means that it is the appropriate time to construct MRT system considering the income level, population, car ownership rate and demand density, as well as the policy to shape the city structure using transport intervention. One of the well-identified evidence of the MRT system is the ability of MRT system to develop polycentric urban form
 and public transport corridors (Tokyo and Taipei). The Transit Oriented Development or TOD approach has been the subject of many researchers and offers an interesting solution
 for urban transport financing options.

At the moment, both Ho Chi Minh City and the city of Jakarta are initiating their implementation to construct MRT system. Jakarta plans to build 14.5 km MRT (one line) with the support from the Government of Japan and 27.8 km Monorail system executed as PPP project. Ho Chi Minh City plans to construct 107 km MRT (6 lines) and 35 km Tramway/Monorail system (3 lines).

Table 4. MRT statistics in the East Asian Megacities

[image: image3.emf]
Note: GRP is in USD 000

Another issue related with the introduction of MRT in urban areas is the types of technology to be used. MRT investment is a very long term investment and the risk associated with the technology is extremely high (dependency, state-of-the-art technology, operating capacity, system compatibility). From the case study cities, lessons that can be learnt from the technology choice are as follows:

· Capital cost, operational cost and future demand;

· Range of system technology to minimize the cost;

· Important to consider system integration and seamlessness;

· Importance of early consideration for hierarchical urban rail system (along with service integration with other PT modes) with key elements of different railway services (High-speed, express, local etc), circular line around city core, direct operation between commuter lines and subway lines.

Recent debate on the BRT and MRT is taking a wrong path. Since both systems are public transport systems, they should not be seen as two competing systems. Many studies (for example GTZ, 2002) have identified the characteristics of the BRT and MRT system, but it would be misleading to conclude that BRT is low cost substitution for urban rail. This statement should be put in the context of urban size and physical structure, population distribution and the scale of commuting travel. The BRT and MRT system should be put they can best serve the urban mobility using public transport, as a main trunk line from medium cities (Ho Chi Minh city), a feeder line to urban rail service (Seoul, Taipei), as a transitional high capacity mode (Jakarta).

2.3 Financial sustainability of public transport

Against the traditional beliefs that public transport requires subsidy for operation, some cities in the East Asian regions such as Tokyo and Taipei can have operating profit in comparison with their comparison cities like Los Angeles, Paris, Berlin, London and New York (UITP, 2001). Even the city of Seoul which receives subsidy for its operation, the level of public subsidy is relatively lower than the comparison cities with less public transport fare. The reliability, service quality and profitability, all those keywords lead to the importance of maintaining higher ridership. The following table demonstrates that the high ridership in Tokyo and Taipei is the key element in promoting operationally feasible MRT system.

Table 5.
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What is the optimal fare level? This question certainly deserves a delicate elaboration, but the irony of high ridership and loss making public transport operation such as Seoul and Metro Manila has taught us that determining the “good” fare level and understanding the fare elasticity are the key strategy for communicating the rational price for travel. The politicians and policy makers often trapped by their own cage for promoting a notion that a “good” fare is a “low” fare. The spiraling down effect of increasing subsidy and inability to maintain preferred service quality will be inevitable. The comparison between MRT fare and taxi fare (see Table 6) is a powerful reflection on how the well-structured fare system (either through regulation or market incentive) for urban public transport options may guarantee higher operating ratio without loosing the number of passengers. In the commercially successful system such as Shanghai, Tokyo and Taipei, the fare setting strategy has also shifted from affordability to service quality. In the early stage, affordability is important, but the evidence suggests that users are willing to accept higher fare for better service
. When this well-structure fare system is incorporated in a larger scheme of other modes such as bus and para-transit system as well as private vehicles, this would further create an environment where private sector could enter the market without the fear of loosing its investment.

Table 6. Fare ratio between Taxi and MRT/BRT

	 Cities
	Taxi
	MRT/BRT
	Fare

Ratio

	Jakarta*
	0.42
	0.37
	1.14

	Manila
	0.75
	0.26
	2.92

	Bangkok
	1.10
	0.44
	2.50

	Shanghai
	1.45
	0.40
	3.63

	Singapore
	1.63
	0.45
	3.59

	Hong Kong
	1.92
	0.51
	3.74

	Seoul
	2.00
	0.95
	2.11

	Taipei
	2.12
	0.61
	3.50

	New York
	2.50
	2.00
	1.25

	Frankfurt
	2.70
	2.25
	1.20

	Rome
	3.15
	1.36
	2.31

	London 
	4.37
	3.03
	1.44

	Tokyo
	5.78
	1.40
	4.13

	Paris
	7.02
	1.91
	3.68


The above table shows that the city of Jakarta for example has a relatively similar fare taxi/BRT ratio with cities experiencing high government subsidy for public transport, i.e. MRT operation. It would be no surprise that the city of Jakarta also requires an operational subsidy to maintain its operation
. The subsidy trap will put the government in a constant inquiry from the public and in dilemma for an increasing demand or expanding public transport network. The pressure will be even bigger if no significant shift from private vehicle can off-set the subsidy or if the public transport system cannot encourage land use change toward polycentric form, public transport corridors or TOD. Already in Jakarta the cost of using bus system is expensive for the poor (similar with Metro Manila and Ho Chi Minh City), but if we use an average income for a comparison, Jakarta’s BRT is the most expensive system in East Asian Megacities
.

The East Asian Megacities case studies showed that different income level responds differently when confronted with a certain fare structure, service quality and affordability. Appropriate market segmentation strategy need to be adopted for example by introducing high-quality mode (MRT, LRT, AC Bus, deregulated fare) and economic mode (non-AC bus, fare control, may be with subsidy). As the income level increases, the market size of the economy mode gradually shrinks and finally can be phased out (through market). Since the market still leaves some community groups un-served or underserved (students, elderly, disabled), the special subsidy can be provided without jeopardizing the commercial viability of the services.

3. Policy Suggestions

There are obvious needs in the basic strategy in promoting public transport in East Asian Megacities. To begin with, public transport should not be treated as a means to provide basic transport services, but should instead be considered and planned as a high-quality and reliable transport service that can provide a comparable service toward private transport modes. The degree of shift could be gradual (as in the case of Taipei) or interventionist (like in Seoul), but the rate of success is perhaps higher if the degree of shift is be adjusted with stage of development and market trend)

Cities in East Asia have undergone a different path and taken different strategies and measures (see Table 7). Some of the measures were successful, but some others failed. In the last 30 years, many cities have started bus deregulation, initiating PPP and privatization schemes, some others have installed MRT and develop complimentary BRT system.

Table 7. Summary of public transport measures in East Asian Megacities, 1960-2000
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To further continue the public transport reform, some of the suggestions below should be considered by policy makers:

· Both demand side (promote demand for public transport) and supply side (improve access and service quality) need to emphasized to make public transport attractive for “choice riders”;

· Importance of bus reform: but need to be identified right timing of implementation and mode of reform (gradual vis-a-vis one-time “bigbang”); 

· Financial cost of bus reform needs to be considered; 

· Positive role of para-transit (door-to-door and flexibility) should be recognized; but market forces should be utilizes for reform (Ex. emergence of van transport in Manila and Bangkok);

· Urban rail is imperative but investment needs to be made at the right timing; 

· Consideration development of hierarchical railway network should be made from early stage; without hierarchically coordinated urban rail network, public transport mode share can not be maintained, and as a result the public transport system faces the vicious cycle of low ridership and fiscal deficit turning the whole system as “white elephant”; 

· Public transport fare needs to be harmonized across different public transport modes (“low” fare may not be “good” fare always); 

· Possibility of improving service through both regulation and deregulation need to be considered keeping the emerging market condition and user’s preference in view.
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Infrastruktur dan Pengurangan Kemiskinan

Catur Sugiyanto dan Bakti Setiawan

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM

1. Pendahuluan


Di Indonesia, pada umumnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi secara terus menerus dan kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis. Berdasar kompleksitas penyebab kemiskinan, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisasi. Masing-masing daerah, rumah tangga bahkan individu memiliki dimensi yang beragam, sehingga upaya penanggulangannya harus dilihat menurut karakteristik masing-masing. 

Tidak ada keraguan bahwa kestabilan ekonomi secara makro sangat penting (krusial) bagi usaha penanggulangan kemiskinan, karena kestabilan ekonomi makro ini penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang merupakan determinan/faktor penentu bagi penanggulangan kemiskinan (World Bank 2002). Dalam pengertian yang lebih luas, penanggulangan kemiskinan tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu: pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kebijakan redistribusi tertentu. Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003) berpendapat bahwa langkah-langkah bagi usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat didekati dari 2 (dua) sisi (strategi), yaitu pertama peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin melalui peningkatan/perbaikan produktivitas dan kedua pengurangan pengeluaran (ongkos biaya hidup) melalui akses yang lebih baik bagi kelompok miskin. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui 4 (empat) pilar, yaitu: perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan perlindungan sosial.

Secara garis besar, penyediaan infrastruktur menyangkut dua prinsip dasar yaitu akses yang lebih baik terhadap infrastruktur itu sendiri dan harga produk yang dihasilkan dari pemanfaatan infrastruktur, karena dengan akses yang lebih baik produktivitas meningkat, sehingga biaya input menurun dan selanjutnya bagi konsumen berarti terjadinya penurunan biaya hidup. Namun demikian, untuk terjadinya pengaruh yang diharapkan dari penyediaan infrastruktur, diperlukan pra kondisi tertentu. Antara lain, dari sisi supply, perlu peningkatan kemampuan masyarakat miskin agar mereka mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dan memperjuangkan kepentingannya. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat miskin agar lebih berperan serta aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik serta mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah perlunya ketersediaan dan distribusi. Sedangkan dari sisi permintaan perlu adanya kemampuan mendapatkan barang, ketersediaan, geografi (topografi), birokrasi, kebijakan pajak dan struktur pasar yang mendukung. 

Dalam kaitannya dengan fasilitas infrastruktur, kebanyakan negara berkembang menghadapi masalah yang sama dalam hal penyediaan infrastruktur yang bagus, kurangnya teknologi modern, kurangnya kemampuan dan pelatihan sumber daya manusianya dan kebijakan pemerintah. Hampir semua literatur pembangunan mengakui bahwa infrastruktur berfungsi sebagai katalis bagi pembangunan, tidak saja dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, tapi juga dapat meningkatkan efektifitas intervensi pemerintah. Pembangunan infrastruktur dapat mempercepat proses penanggulangan kemiskinan melalui kesempatan yang lebih baik untuk mengakses infrastruktur yang bagus. Bagaimanapun, masih terdapat  beberapa pertanyaan tentang peran dari infrastruktur:

 Pertama berkaitan dengan penurunan pengecualian (exclusion). Penyediaan infrastruktur dapat membantu kelompok miskin untuk memiliki lokasi yang lebih baik, memungkinkan kelompok miskin mendapatkan fasilitas yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam masalah-masalah pokok sosial-politik. 

Kedua, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan modal sosial. Kesmiskinan mungkin terjadi akibat tingkah laku dan mentalitas, sehingga dengan infrastruktur dapat diciptakan hubungan diantara komunitas-komunitas yang terisolasi dan masyarakat yang lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas kelompok miskin. 

Ketiga, infrastruktur dapat mengurangi tingkat keparahan akibat bencana alam, goncangan ekonomi, dan ketidakadilan dalam mengakses infrastruktur. 

Akhirnya, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai pengganti dan pelengkap bagi penyediaan infrastruktur oleh sektor swasta. Persaingan dalam penyediaan infratruktur dapat meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu perlu menggerakkan pasar secara pelan-pelan (bertahap) untuk memfasilitasi masuknya proses regulasi dan transaksi. Secara keseluruhan melalui penyediaan infrastruktur diharapkan kemampuan kelompok miskin untuk mengakses infrastruktur itu sendiri dapat meningkat sehingga memungkinkan untuk mengurangi biaya hidup mereka. 

Sayangnya, tidak ada bukti empiris yang cukup menyakinkan tentang bagaimana mekanisme transmisi dari penyediaan infrastruktur terhadap penanggulangan kemiskinan. Tingkat dan ukuran efektifitas berbagai alternatif investasi infrastruktur bervariasi antar daerah dan antar sektor. Sebagai contoh, Ali dan Pernia (2003) berpendapat bahwa harga hasil pertanian yang tinggi, berpengaruh baik bagi kelompok miskin di Cina tetapi tidak di India karena sebagian besar petani India merupakan net buyers (pembeli itu sendiri). Hasil lain menunjukkan bahwa dampak dari konstruksi jalan bagi penduduk miskin dapat lebih tampak jika dikombinasikan dengan pendidikan yang diterima di sekolah. Dari sisi investasi sebuah studi menunjukkan bahwa produktivitas marjinal dari tambahan investasi kelistrikan adalah minimal jika pemerintah telah membangun sebuah sambungan kelistrikan di pedesaan, sebagai konsekuensi dari penyediaan infrastruktur. 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kebutuhan infrastruktur antar wilayah seharusnya tidak digeneralisasi berdasarkan wilayah (Ali dan Pernia, 2003, Rasyid, Ozeki, and Sugiyanto, 2003). Beberapa wilayah mungkin mempertimbangkan pembangunan jalan itu penting sementara yang lainnya mungkin memilih saluran irigasi. Di daerah terpencil (dan miskin) pembangunan jalan, menyediakan insentif bagi guru dan dokter mungkin penting, sementara di kota, lingkungan bersih dan jalur hijau yang menghasilkan udara segar mungkin lebih penting. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat jika pembangunan infrastruktur dibuat pada lokasi yang tepat, dalam kondisi yang memberi efek pendistribusian dan efek multiplier yang memihak kepada kelompok miskin. 

Paper ini menyajikan kajian mengenai Partisipasi dalam menentukan pilihan terhadap jenis infrastruktur di daerah miskin, dampak infrastruktur terhadap kemiskinan, dan perekonomian makro daerah. Pada sesi berikut disajikan studi empiris dan metodologi. Sesi ketiga berisi hasil penelitian. Dan sesi keempat penutup.

2. Studi Empiris dan Metodologi


Infrastruktur telah didefinisikan dalam kondisi dari fasilitas fisik (jalan, bandara, sistem penyediaan kebutuhan, sistem komunikasi, sistem air dan sistem pembuangan dan lain-lain), dan jasa (air, lingkungan bersih, transportasi, energi) yang mengalir dari fasilitas-fasilitas itu (Sida, 1996). Oleh karena itu, dampak dari investasi infrastruktur pada pengurangan kemiskinan dapat ditelusuri dari bagaimana ketersediaan infrastruktur yang dapat membantu kelompok miskin untuk mendapat kesempatan secara langsung atau tidak langsung dalam meningkatkan penghasilan mereka.

 
Sejak tahun 1990, terdapat debat yang berkepanjangan tentang apakah penyediaan infrastruktur dapat membantu penduduk miskin. Di satu sisi ada pendapat yang menganggap pentingnya penyediaan infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan, sementara di sisi lain banyak komunitas pembangunan melihat secara skeptis peran infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan (DFID, 2002). Pemerintahan dan kelembagaan yang lemah memberi kesempatan untuk berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyediaan infrastruktur.


Mereka dapat mengubah pilihan investasi publik, mengabaikan pemeliharaan, menurunkan kontribusi infrastruktur dalam pembangunan ekonomi dan mengalihkan keuntungan yang ditujukan untuk penduduk miskin (Ali dan Penia, 2003: 2). Lebih jauh pembangunan infrastruktur juga mungkin memiliki pengaruh negatif terhadap kelompok sosial tertentu, berkaitan dengan pemindahan, polusi lingkungan dan resiko kesehatan serta hilangnya mata pencaharian (Baden dan Masika, 1997). Namun demikian, akhir-akhir ini terdapat pemahaman yang lebih luas bahwa jika kerangka kerja kelembagaan dan pemerintah lebih baik, hubungan antara infrastruktur dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi lebih kuat. Di PNG, kenaikan akses kepada penduduk miskin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kekerasan kemiskinan (Gibson dan Rozele, 2002).

Secara empiris, banyak peneliti yang menganalisis hubungan antara infrastruktur seperti listrik, telekomunikasi, jalan dan irigasi dengan pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, listrik memiliki komponen penting tidak hanya untuk konsumsi, produksi tapi juga dalam distribusi pembagian pertumbuhan ke sektor perkotaan dan pedesaan. Di Republik Cina (PRC), investasi listrik mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengurangan kemiskinan, misalnya untuk setiap 10,000 Yuan yang dibelanjakan untuk pengembangan listrik berpengaruh terhadap 2.3 orang (Fan et al, 2002). Listrik secara positip mempengaruhi pendapatan penduduk miskin melalui transmisi tidak langsung (pertumbuhan ekonomi) dan transmisi langsung (produktivitas dan upah) di Philipina (Balisacan, et al, 2002) dan Bangladesh (Songco, 2002).


Infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan barang yang menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas lain di area yang berbeda. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positip jalan terhadap penurunan kemiskinan melalui transmisi tidak langsung (pertumbuhan ekonomi) dan transmisi langsung (produktivitas dan upah). Di PNG, misalnya, perjalanan daerah miskin mencapai 75% lebih lama daripada daerah lain yang tidak miskin untuk trasportasi terdekat dan lebih dari 3 kalinya waktu tempuh untuk mencapai jalan terdekat (Gibson dan Rozelle, 2002). Lokshin dan Yemtsov (2003) dengan menggunakan data panel, menganalisis hubungan antara infrastruktur jalan dan sekolah di Georgia. Hasilnya menunjukkan bahwa baik infrastruktur sekolah maupun jalan mempunyai pengaruh terhadap keuntungan kesejahteraan yang cukup besar bagi penduduk miskin. Proyek rehabilitasi sekolah mempunyai pengaruh paling besar terhadap kesejahteraan penduduk miskin. 

Studi yang dilakukan oleh Kwon di tahun 2002 (diambil dari Ali dan Penia, 2002: 5) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengestimasi pertumbuhan listrik yang berkaitan dengan timbulnya kemiskinan sebesar –0,33 untuk jalan propinsi yang bagus dan –0,09 untuk jalan propinsi yang buruk. Studi ini juga menemukan  bahwa setiap kenaikan 1% investasi jalan berhubungan dengan penurunan 0,3% kemiskinan. Sebagai tambahan, dengan menggunakan tingkat kota/kabupaten, Balisacan et al (2001) menemukan bahwa elastisitas pendapatan daerah miskin melalui pertumbuhan berhubungan dengan jalan sekitar 0,05. Sementara itu di Philipina, setiap 1% perbaikan jalan berhubungan langsung dengan 0,11 kenaikan pendapatan daerah miskin (Balisacan dan Penia, 2002). Dalam kasus PRC, Fan et al, (2002) menemukan bahwa untuk setiap 10,000 Yuan yang dibelanjakan untuk jalan desa, 3,2 orang diprediksikan dapat tertanggulangi dari kemiskinan. Dalam bentuk oportunitas menghindari kemiskinan, riset di Vietnam menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di desa dengan jalan paving memiliki probabilitas 67% lebih besar untuk menghindari kemiskinan daripada di daerah itu yang tidak menggunakan paving (Glewwe et al, 2000).

Kontribusi positip yang lebih banyak lagi terdapat dalam infrastruktur desa seperti irigasi. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa irigasi memiliki kontribusi yang signifikan untuk produktivitas sektor pertanian dan upah, menurunkan kemiskinan (lebih ke transmisi langsung). Di New South Wales Australia, setiap nilai satu dollar output dalam irigasi menghasilkan nilai total employment sebesar 4,75 dollar (Bhattarai et al, 2002). Selain itu, di Bihar dan India, pendapatan petani di area dengan irigasi adalah 77% lebih tinggi daripada di area yang tidak teririgasi. Di PRC, setiap 1% kenaikan irigasi berhubungan dengan 0,41% kenaikan output pertanian per pekerja, menghasilkan penurunan 1,13% kelompok penduduk miskin (Fan, et al, 2002). Di Philipina setiap 1% kenaikan irigasi mempengaruhi 0,31% kenaikan income penduduk miskin (Ballisacan dan Pernia, 2002). Di Vietnam kenaikan pendapatan hasil panen adalah 4,5% dari pengeluaran rumah tangga untuk penduduk termiskin dibanding dengan hanya 0,1% kenaikan kelompok kaya (Van de Walle, 1998). Sementara itu Sawada dan Shinkai (2003) yang meneliti untuk kasus Srilangka dengan menggunakan data panel lebih dari 12 bulan menemukan bahwa  infrastruktur irigasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan baik kemiskinan kronis maupun kemiskinan sementara melalui peningkatan pendapatan permanen dan penurunan  resiko pengeluaran.


Peranan infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan bukanlah hal baru. Pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi produksi. H. Binswanger, S. Khandker, and M. Rosenzweig (diambil dari Grimard, 2000), memberikan fakta bahwa infrastruktur yang lebih baik meningkatkan keputusan investasi sektor pertanian dan output petani di India. Tetapi dampak positip infrastruktur tidak terbatas pada efisiensi produksi tetapi juga menyumbang pada standart hidup. V. Lavy et al telah mendata peran infrastruktur publik dalam mengembangkan kesehatan anak-anak di Ghana. Demikian juga D. Thomas dan J. Strauss menunjukkan bahwa tinggi anak di Brazil secara signifikan dipengaruhi oleh adanya pembuangan kotoran, pipa air dan listrik yang lebih baik. Sementara itu penelitian Grimard (2000) menghasilkan bahwa infrastruktur yang buruk yang ditunjukkan oleh penyediaan suplai air oleh pemerintah kepada rumah tangga, menyebabkan menurunnya kerja wanita yang berorientasi pasar dan berarti kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. Menurutnya pengembangan infrastruktur supplai air akan menurunkan total waktu yang digunakan wanita untuk seluruh aktivitas, dengan penggantian pengumpulan air untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Investasi di bidang infrastruktur tidak hanya akan menurunkan beban kerja wanita, tetapi juga merubah secara alami kontribusi wanita dalam rumah tangga.


Di tingkat regional, Bosca et al (2002) menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap biaya dan kinerja produktivitas. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor publik telah menyumbang secara signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya sektor swasta di hampir semua daerah di Spanyol. Analisis mereka juga mencakup pengaruh jangka pendek dan panjang kapital publik dan swasta, baik biaya maupun output. Di Meksiko Selatan, Koo, Deichmann, Fay, dan Lall (2002) menemukan bahwa akses terhadap pasar dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai pengaruh penting terhadap produktivitas. Kemudian, Randolph, Bogetic dan Heffley (1996) yang menggunakan pooling data antar negara dan data time series untuk tahun 1980-86 bagi 27 negara berpendapatan rendah dan menengah menemukan bahwa kenaikan pengeluaran per kapita terhadap infrastruktur (dalam studi ini, mereka menganalisis infrastruktur transportasi dan telekomunikasi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembangunan dan partisipasi angkatan kerja.


Dari segi telekomunikasi, infrastruktur ini muncul sebagai suatu faktor penting dalam aktivitas ekonomi interregional. Pengembangan teknologi informasi telah menurunkan pentingnya kedekatan geografik dan menciptakan “jaringan kerja keberketetanggaan” baru. Yilmaz et al (2002) menguji spatial spillover investasi infrastruktur telekomunikasi negara bagian terhadap output negara bagian, dengan menggunakan data panel 48 negara bagian di U.S. dari tahun 1970 sampai 1997. Mereka menemukan bahwa ada keuntungan bagi negara bagian itu atas investasi infrastruktur telekomunikasinya, tetapi investasi telekomunikasi negara bagian lain mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan outputnya. Kedekatan geografik memperkuat pengaruh negatif spillover ini. Hasil ini menunjukkan bahwa kebertetanggaan merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi interregional, tetapi kedekatan geografik masih memiliki peran kunci dalam persaingan antar daerah dalam menarik faktor produksi.


Bank Dunia mencatat bahwa di Indonesia terdapat lag di kebanyakan sektor infrastruktur di daerah. Misalnya, air hanya dimanfaatkan secara langsung oleh 34 persen penduduk perkotaan (atau 14 persen dari total penduduk) dan 73 persen rumah tangga perkotaan masih memiliki sanitasi yang belum memenuhi syarat, seperti septic tank yang kondisinya buruk. Untuk Luar Jawa, lag infrastruktur sangat tertinggal jauh dibanding Jawa. Secara umum, mereka kekurangan tenaga reguler, infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan sumber air (Press Release, 2003). World Bank (2003) juga menemukan bahwa terjadi penurunan trend tentang hubungan antara pertumbuhan dan investasi infrastruktur di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur sebagai suatu katalis pembangunan ekonomi yang mendorong penurunan kemiskinan masih jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, infrastruktur harus menjadi prioritas nasional.

Gambar 1. dapat digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe infrastruktur yang diperlukan bagi suatu daerah. Melalui gambar tersebut dapat dilakukan eksplorasi tipe-tipe infrastruktur yang diperlukan oleh daerah tertentu. Dalam proses perencanaan pembangunan, pendekatan semacam ini merupakan pendekatan perencanaan bottom up. Sebagai kebalikan dari pendekatan top down yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pusat dengan berasumsi bahwa pemerintah pusat mengetahui kebutuhan pemerintah daerah. Pendekatan bottom up mendasarkan pada penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Rencana bottom up yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut (Gambar 1). Dari gambar tersebut terlihat tipe (dimensi) kemiskinan berperan penting dalam menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan. Sasarannya (pengurangan kemiskinan) dapat tercapai melalui jalur langsung atau tidak langsung. Diharapkan bahwa infrastruktur dapat membantu pengurangan kemiskinan dengan mengurangi biaya hidup, meningkatkan penghasilan, dan menstabilkan penghasilan (pengeluaran) dari kelompok miskin. 
Gambar: 1.

Kerangka Analitis Sederhana Untuk Menentukan Tipe Infrastruktur Untuk Mendukung Program Pengurangan Kemiskinan
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Pentingnya analisis semacam ini juga terkait dengan pandangan bahwa prioritas dan kebutuhan setiap daerah berbeda. Beberapa daerah mungkin mempertimbangkan membangun jalan penting sementara yang lainnya mungkin memilih fasilitas irigasi. Pada daerah terpencil (dan miskin) pembangunan jalan, menyediakan insentif bagi guru dan dokter mungkin penting, sementara di kota lingkungan bersih dan taman yang menghasilkan udara segar mungkin lebih penting. Perencana sosial seharusnya memenuhi kebutuhan dari setiap daerah untuk meningkatkan efektivitas dari infrastruktur yang dibangun. Untuk efisiensi perencanaan infrastruktur yang seharusnya dibangun dalam suatu negara, suatu analisa kelompok (cluster) diperlukan. 


Untuk mengidentifikasi mekanisme pengaruh investasi di bidang infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan, digunakan gambar berikut:

Gambar: 2.
Kerangka Analitis Sederhana
Untuk Menghubungkan Antara Infrastruktur Dan Kemiskinan
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Gambar di atas menunjukkan adanya hubungan antara investasi infrastruktur (lingkup pengaruh) dan pengurangan kemiskinan (lingkup yang menjadi perhatian). Perbedaan dalam dimensi dari kemiskinan kota dan pedesaan memerlukan penyediaan infrastruktur yang berbeda. Kemiskinan kota berkarakteristik sektor modern sementara kemiskinan pedesaan berkarakteristik sektor pertanian. Bagaimana penyediaan infrastruktur dapat menimbulkan kesempatan kerja, memberdayakan komunitas, meningkatkan kapasitas pembangunan dan menciptakan proteksi sosial dalam lingkup pedesaan dan perkotaan adalah kunci dari pengurangan kemiskinan (World Bank 2002; ADB 2002). Diharapkan bahwa hal ini (lingkup pengaruh) dapat mempengaruhi pada upah kelompok miskin dan tenaga kerja (dampak langsung) dan pertumbuhan ekonomi (dampak tidak langsung). Akhirnya, dampak langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin dari garis kemiskinan (lingkup yang menjadi perhatian: pengurangan kemiskinan). Gambar tersebut berguna untuk mengidentifikasi jalur yang mungkin sebagai dampak dari investasi di bidang infrastruktur dan pengurangan kemiskinan.

3. Data  


Untuk tujuan melakukan eksplorasi terhadap tipe-tipe infrastruktur yang diperlukan oleh daerah tertentu, maka dalam penelitian akan digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi ke lapangan, in-depth interview maupun melalui survey dengan menggunakan kuisioner. Kuesioner ini diharapkan dapat menyajikan dimensi kemiskinan, tipe infrastruktur yang dibutuhkan, dan manfaat atau pengaruh keberadaan infrastruktur yang ada di wilayah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi, laporan-laporan dari daerah, seperti data Susenas, laporan pengembangan kawasan terpadu serta berbagai hasil tipologi daerah yang ada yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia, khususnya di 5 (lima) daerah sampel (Kota Bogor, Kabupaten Kupang, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Timor Tengah Selatan).

Setiap daerah sampel penelitian memiliki karakterisitik yang beragam berkaitan dengan perbedaan kondisi aktual yang dihadapi, oleh karena itu dalam penelitian ini daerah (kabupaten/kota) akan dikelompokkan berdasarkan atas : kemampuan daerah dan tingkat kemahalan daerah. Variabel yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan daerah adalah penerimaan daerah per kapita (revenue percapita, RP), yaitu kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan di daerahnya untuk masing-masing penduduk. Sedangkan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemahalan daerah adalah indeks harga bahan bangunan (construction price index, CPI).


Penerimaan daerah adalah penjumlahan dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil (pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak pendapatan, dan sumber daya alam). Semakin tinggi pendapatan daerah per kapita, berarti semakin mampu Pemda tersebut membiayai kegiatannya, terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kriteria kemampuan daerah (RP), daerah-daerah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut.



 Tinggi  
   =   RP > rata-rata RP + ¼ standar deviasi



 Sedang   =   rata-rata RP - ¼ sd < RP < rata-rata RP + ¼ standar deviasi



 Rendah   =   RP < rata-rata RP - ¼ standar deviasi

Sedangkan CPI menunjukkan tingkat kemahalan di daerah. Semakin (relatif) tinggi CPI maka semakin (relatif) berat beban hidup masyarakat karena harga (yang tercermin dalam CPI) semakin tinggi. Berdasarkan CPI, daerah dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tingkat kemahalan sebagai berikut. 

Tinggi
   =   CPI > rata-rata CPI + ¼ standar deviasi

Sedang
   =   Rata-rata CPI – ¼ sd < CPI < rata-rata CPI + ¼ standar deviasi

Rendah
   =   CPI < rata-rata CPI - ¼ standar deviasi

Akhirnya dengan menggunakan kedua variabel dan kriteria pengelompokan tersebut di atas maka daerah-daerah dapat dipetakan menjadi sembilan kelompok yang mencerminkan perbedaan dalam hal kapasitas pembiayaan (RP) dan kebutuhan pembiayaannya (CPI) (lihat lampiran 1). 

Daerah yang dijadikan sampel penelitian ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mewakili daerah dengan kemampuan dan aksesibilitas rendah, Kota Bogor mewakili daerah dengan kemampuan rendah, tapi dengan aksesibilitas sedang, Kabupaten Gunung Kidul, daerah dengan kemampuan rendah tapi aksesibilitas tinggi, Kabupaten Kupang mewakili daerah dengan kemampuan dan aksesibilitas sedang serta Kota Pangkalpinang mewakili daerah dengan kemampuan sedang tapi aksesibilitas rendah. 

Dari lokasi yang ditentukan sebelumnya, kemudian ditentukan lokasi penelitian di masing-masing daerah yang sesuai dengan obyek penelitian. Lokasi-lokasi itu dipilih berdasar informasi dan konsultasi dengan Pemda, Bappeda dan dinas-dinas terkait di masing-masing daerah. Penelitian pada tingkat mikro ini didasarkan oleh adanya anggapan karakteristik kemiskinan di daerah yang berbeda sehingga kebutuhan yang dihadapi juga berbeda. Di Kabupaten Gunungkidul lokasi yang dipilih adalah 1) Desa Bandung dan Desa Logandeng, Kecamatan Playen yang menunjukkan adanya infrastruktur pasar yang unik, di mana di satu sisi pasar yang mula-mula dibangun pemerintah daerah dan kemudian melibatkan swadaya masyarakat tidak berkembang, sementara pasar tiban justru berkembang dengan baik. Juga di Desa Semin, Kecamatan Semin yang infrastruktur pasarnya telah dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya 2) Dukuh Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin, yang menunjukkan perkembangan perekonomian yang cukup baik bagi masyarakatnya dengan adanya infrastruktur jalan yang telah masuk sampai ke dusun-dusun.


Sementara itu di Kota Bogor, pemilihan lokasi ditentukan berdasar tingkat keberhasilan usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang ekstrim dipilih lokasi yang paling gagal yaitu di kelurahan Paledang dan yang paling berhasil di kelurahan Sendangsari.


Di Kabupaten Kupang dipilih Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Naibonat dan Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, sedangkan untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dipilih kampung Aman, Kecamatan Kota Soe dan Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan yang mempunyai karakteristik penyediaan infrastruktur yang rendah. Dan yang terakhir adalah Kota Pangkalpinang yang dipilih adalah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam.


Jumlah responden yang diambil 125 responden (rumah tangga) terbagi masing-masing 25 responden untuk setiap daerah sampel.

4.  Hasil Analisis

4.1. Pengaruh Penyediaan Infrastruktur di Gunung Kidul


Hasil wawancara dengan dinas-dinas terkait di lingkup Pemda Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa selama ini survey yang berkaitan dengan dampak penyediaan infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan belum pernah dilakukan. Penyediaan infrastruktur baik fisik maupun non fisik sudah lama dilakukan pemerintah, meskipun pada saat sebelumnya masih bersifat Top Down, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh dibangunnya pasar desa yang ternyata tidak dimanfaatkan warga, pemberian bantuan hewan peliharaan yang tidak tepat musim, sehingga hal yang semestinya menyenangkan warga menjadi memberatkan. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk bekerja, digunakan untuk mencari makanan hewan untuk memenuhi tanggung jawabnya.


Analisis yang lebih mikro menunjukkan bahwa, pengaruh tersedianya infrastruktur terhadap ketenagakerjaan dan upah di Gunungkidul sangat tergantung dari kreativitas dan kualitas faktor manusianya sendiri. Sebagai contoh, dengan dibangunnya jalan, bagi yang kreatif berusaha menciptakan lapangan kerja dengan membuat gerobag yang dapat disewakan, sementara bagi yang tidak kreatif justru bisa kehilangan lapangan pekerjaan, karena dengan prasarana jalan yang lebih baik, mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang di pasar desa, menjadi mati, karena adanya kemudahan untuk mencapai pasar yang lebih besar yang harganya relatif lebih murah. 

Tabel:  1.

Dampak Penyediaan Infrastruktur dan Perkembangan Kondisi Ekonomi

	
	Jawaban
	Jumlah responden
	%

	Dampak penyediaan infrastruktur
	Penurunan biaya hidup
	15
	75

	
	Kenaikan pendapatan
	13
	65

	
	Keduanya
	13
	65

	
	Tidak ada
	6
	30

	Perkembangan keadaan ekonomi keluarga
	Lebih baik
	10
	50

	
	Biasa saja
	6
	30

	
	Lebih buruk
	4
	20



Sumber: Data survey lapangan, Februari 2004, diolah


Secara kuantitatif, responden yang menyatakan terjadi penurunan biaya hidup dari adanya infrastruktur ada 15 responden (75 persen), sementara yang menyatakan terjadinya kenaikan pendapatan hanya 13 atau 65 persen, sisanya menyatakan tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan atau keduanya. Terhadap kondisi perekonomiannya, responden umumnya menyatakan bahwa saat ini kondisinya lebih baik, mencapai 50 persen, yang menjawab biasa saja tanpa perubahan 30 persen dan yang menyatakan lebih buruk 20 persen. 
4.2. Partisipasi Masyarakat dan Peran Infrastruktur terhadap Penurunan Kemiskinan di Timor Tengah Selatan


Berdasarkan temuan lapangan terlihat sebanyak 25% responden menyatakan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap pembangunan infrastruktur, 30% sering terlibat, 25% menyatakan kadang-kadang terlibat dan 20% respoden menyatakan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebanyak 85% responden menyatakan sudah berperan serta dalam pembangunan infrastruktur, sementara yang tidak berperan serta hanya 15% (3 responden). Sebanyak 70% responden melihat bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahnya berhasil menciptakan lapangan kerja baru, yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak berperan dalam menciptakan lapangan kerja hanya 15%, sementara 15% sisanya tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. 


Responden juga memandang adanya dampak pembangunan infrastruktur terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat, hal ini terlihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan mengenai dampak penyediaan infrastruktur tersebut, sebanyak 35% responden menyatakan penyediaan infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan biaya hidup, 20% responden menyatakan penyediaan infrastruktur tersebut berperan menciptakan pendapatan bagi masyarakat, 30% responden menyatakan penyediaan infrastruktur di samping dapat menurunkan biaya hidup juga dapat menciptakan pendapatan, dan sebanyak 15% tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. 


Perbaikan hidup masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Sebanyak 40% responden menyatakan bahwa kondisi kehidupan mereka biasa saja dibanding dengan kondisi tiga tahun yang lalu, 25% responden menyatakan keadaan ekonomi keluarganya lebih baik dibanding tiga tahun lalu, 30% responden menyatakan justru kondisi ekonomi keluarganya semakin memburuk dan 5% responden tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini.


Sementara itu, dampak ketersediaan fasilitas umum terhadap perubahan kehidupan ekonomi keluarga tampak sangat besar, hal ini terlihat dari jawaban sebagian besar responden (60%) yang menyetujui bahwa perbaikan kondisi ekonomi keluarga memiliki keterkaitan dengan penyediaan fasilitas umum yang disediakan pemerintah, sebanyak 35% responden menyatakan tidak ada pengaruh penyediaan fasilitas umum terhadap perbaikan kondisi ekonomi keluarga dan 5% responden tidak menjawab pertanyaan bagian ini.

Tabel:  2.

Peran Serta Responden dan Dampak Fasilitas Umum terhadap Kehidupan Responden

	
	Jawaban
	Jumlah Responden
	Persentase

	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur
	Ya, selalu
	5
	25

	
	Ya, sering
	6
	30

	
	Ya, kadang-kadang
	5
	25

	
	Tidak Pernah
	4
	20

	Peran serta dalam pembangunan infrastruktur
	Ada
	17
	85

	
	Tidak ada
	3
	15

	Peran pembangunan infrastruktur dalam menciptakan lapangan kerja
	Ada
	14
	70

	
	Tidak ada
	3
	15

	
	Ada dan Tidak Ada
	3
	15

	Dampak penyediaan infrastruktur
	Penurunan biaya hidup
	7
	35

	
	Pendapatan
	4
	20

	
	Penurunan biaya hidup dan Pendapatan
	6
	30

	
	Tidak menjawab
	3
	15

	Keadaan ekonomi keluarga dibanding tiga tahun lalu
	Lebih baik
	5
	25

	
	Biasa saja
	8
	40

	
	Semakin buruk
	6
	30

	
	Tidak menjawab
	1
	5

	Kaitan perubahan kualitas hidup dengan kondisi fasilitas umum
	Ada
	12
	60

	
	Tidak ada
	7
	35

	
	Tidak menjawab
	1
	5


   Sumber: Data Primer, diolah

4.3. Partisipasi Masyarakat dan Peran Infrastruktur terhadap Penurunan Kemiskinan di kabupaten Kupang


Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang menjawab bahwa mereka selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan penyediaan infrastruktur setempat hanya 20% dari total responden, responden yang menjawab sering dilibatkan sebanyak 15%, responden yang menjawab kadang-kadang dilibatkan sebanyak 35% dan 1 orang responden tidak menjawab pertanyaan ini. Sementara itu, sebanyak 70% responden menyatakan bahwa mereka sudah memiliki peran serta dalam pembangunan infrastruktur, 30% menyatakan bahwa mereka belum memiliki peran.


Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang dipandang belum mampu menurunkan biaya hidup dan menciptakan kenaikan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah responden, yakni sebanyak 45% menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak memiliki dampak terhadap penciptaaan pendapatan maupun penurunan biaya hidup masyarakat. Sebanyak 30% dan 20% menyatakan pembangunan infrastruktur berperan dalam menciptakan pendapatan dan penurunan biaya hidup, dan 1 responden tidak memberikan jawaban.


Kondisi ekonomi keluarga responden dalam penelitian ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan kondisi ekonomi mereka tiga tahun lalu. Sebanyak 65% responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya biasa saja, 30% menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarganya lebih baik dibanding tiga tahun lalu, dan 1% tidak memberikan jawaban. Sebagian besar responden memandang bahwa perbaikan kondisi ekonomi keluarganya tidak berhubungan dengan adanya penyediaan fasilitas umum, hal ini terlihat dari jumlah responden, yakni sebanyak 45% yang mengatakan bahwa perubahan hidup mereka tidak memiliki kaitan dengan kondisi fasilitas umum yang disediakan pemerintah, 25% responden menyatakan ada kaitan antara perbaikan kondisi ekonomi dengan fasilitas umum, dan 30% responden memilih untuk tidak menjawab pertanyaan ini.
Tabel:  3.

Peran Serta Responden dan Dampak Fasilitas Umum terhadap Kehidupan Responden

	 
	 
	Jumlah Responden
	Persentase

	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur

 
	Ya, selalu
	4
	20

	
	Ya, sering
	3
	15

	
	Ya, kadang-kadang
	7
	35

	
	Tidak Pernah
	5
	25

	
	Tidak menjawab
	1
	5

	Peran serta dalam pembangunan infrastruktur
	Ada
	14
	70

	
	Tidak ada
	6
	30

	Peran pembangunan infrastruktur dalam menciptakan lapangan kerja
	Ada
	12
	60

	
	Tidak ada
	8
	40

	Dampak penyediaan infrastruktur dalam menciptakan lapangan kerja

 
	Penurunan biaya hidup
	6
	30

	
	Pendapatan
	4
	20

	
	Tidak berdampak
	9
	45

	
	Tidak menjawab
	1
	5

	Keadaan ekonomi keluarga dibanding tiga tahun lalu
	Lebih baik
	6
	30

	
	Biasa saja
	13
	65

	
	Tidak menjawab
	1
	5

	Kaitan perubahan kualitas hidup dengan kondisi fasilitas umum
	Ada
	5
	25

	
	Tidak ada
	9
	45

	
	Tidak menjawab
	6
	30


      Sumber: Data Primer, diolah
Dari jawaban responden yang berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi kaitannya dengan penyediaan fasilitas umum yang sebagian besar memandang tidak adanya kaitan disebabkan karena masih sangat kurangnya penyediaan infratruktur yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, masih sangat terbatasnya fasilitas jalan desa dan pasar desa yang dapat membantu masyarakat menjual hasil pertanian/pertaniannya dengan lebih mudah dan lebih banyak, sehingga pengeluaran biaya hidupnya menurun dan pendapatannya meningkat dengan pemasaran yang lebih banyak. Selain itu kurangnya pengadaan air bersih juga menyebabkan tingginya opportunity cost dalam hal kualitas kesehatan dan waktu yang diperlukan untuk mengambil air bersih dari tempat yang cukup jauh.

4.4. Partisipasi Masyarakat dan Peran Infrastruktur terhadap Penurunan Kemiskinan di Kota Pangkal Pinang


Dari hasil wawancara dengan 20 responden, hanya ada satu responden yang menyatakan dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur, sisanya merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hampir seluruh warga masyarakat yang menjadi responden merasa bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan saluran air adalah tanggung jawab dari pemerintah kota. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga sama sekali tidak melibatkan masyarakat setempat. Proyek-proyek fisik pemerintah tidak melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang diharapkan mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena para kontraktor sudah memiliki tenaga kerja/buruh sendiri yang lebih rendah upahnya yang umumnya berasal dari Pulau Jawa atau Kota lain di Sumatera. Upah buruh di Kota Pangkalpinang memang tergolong tinggi.
 


Perbaikan hidup masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa kondisi kehidupan mereka biasa saja dibanding dengan kondisi tiga tahun yang lalu, 25% responden menyatakan keadaan ekonomi keluarganya lebih baik dibanding tiga tahun lalu, 15% responden menyatakan justru kondisi ekonomi keluarganya semakin memburuk. Perubahan kondisi ekonomi dialami oleh keluarga yang memiliki mata pencaharian berdagang. Keluarga yang mengalami perbaikan ekonomi disebabkan karena membuka usaha baru seperti warung kecil di rumah atau di pasar. Sedangkan keluarga yang mengalami penurunan pendapatan biasanya disebabkan karena persaingan yang semakin ketat antar pedagang dan kondisi harga yang tidak stabil di pasaran sehingga tak jarang merugi.


Ketersediaan fasilitas umum berupa infrastruktur seperti air dan pasar memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Dengan adanya saluran air PDAM misalnya, warga tidak harus mengambil air di tempat yang dan tidak perlu membeli air dengan harga yang lebih mahal. Pembangunan pasar juga membantu perekonomian beberapa keluarga karena menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi tempat usaha dagang/berjualan yang baik.  

4.5. Pengaruh Penyediaan Infrastruktur di Kota Bogor


Hal menarik dari hasil survey tentang keterlibatan masyarakat dalam penyediaan atau pemeliharaan infrastruktur adalah bahwa keterlibatan mereka termasuk rendah, terdapat separoh responden yang menyatakan tidak pernah terlibat. Hal ini bisa terjadi karena ketidakpedulian masyarakatnya, atau memang tidak dilibatkan atau hanya menggunakan perwakilan. Sementara itu untuk peran serta dalam proses pembangunan infrastruktur itu sendiri, pada umumnya responden ikut berperan, mencapai 80 persen. Peran terbanyak adalah dalam hal penyediaan tenaga (40 persen), dana (20 persen), konsumsi 20 persen dan yang sama sekali tidak berperan hanya 20 persen. Responden yang bisa ikut bekerja dalam pembangunan infrastruktur hanya sebesar 40 persen. 

Tabel:  4.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan/Pemeliharaan Infrastruktur

	
	Jawaban
	Jumlah responden
	Persen

	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
	Selalu
	-
	0

	
	Sering
	6
	30

	
	Kadang-kadang
	4
	20

	
	tidak
	10
	50

	Peran dalam pembangunan infrastruktur
	Ada, 
	dana
	4
	20

	
	
	tenaga
	8
	40

	
	
	lainnya
	4
	20

	
	Tidak ada
	4
	20

	Peran pembangunan infrastruktur dalam opportunity job
	Ya
	8
	40

	
	Tidak
	12
	60


Sumber: Data survey lapangan, Februari 2004, diolah


Secara kuantitatif, responden yang menyatakan terjadi penurunan biaya hidup dari adanya infrastruktur hanya ada 2 responden (10 persen), sementara yang menyatakan terjadinya kenaikan pendapatan hanya 1 atau 5 persen, sisanya mayoritas menyatakan tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan atau keduanya. Terhadap kondisi perekonomiannya, responden umumnya menyatakan bahwa saat ini kondisinya lebih buruk, mencapai 50 persen, yang menjawab biasa saja tanpa perubahan 30 persen dan yang menyatakan lebih baik hanya 20 persen. 

Jadi secara umum untuk analisis yang terpisah di dua lokasi yang ada menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk miskin perkotaan tidak begitu memikirkan pemukiman dengan berbagai sarana dan prasarananya, yang penting bagi mereka adalah adanya tambahan modal yang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Survey di dua lokasi yang menunjukkan program penanggulangan kemiskinan yang paling gagal dan paling berhasil, tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, baik dari sisi besarnya penghasilan, maupun dari kesadaran mereka terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Terhadap permasalahan kebutuhan infrastruktur yang adapun bagi mereka dianggap bukan hal yang penting. 

Pada umumnya di Kelurahan Sendangsari yang dianggap paling berhasil dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah jumlah tanggungan yang relatif banyak, menggunakan sumber air dan sanitasi umum, dan tidak memiliki sarana pembuangan sampah. Keinginan untuk membuat tong-tong sampah sebagaimana terjadi di sekitarnyapun tidak terpikirkan, karena mereka merasa punya solusi untuk membuangnya di sungai. Begitu juga untuk jalan dan alat transportasi. Pada umumnya mereka tidak perlu memiliki alat transportasi sendiri karena ada kemudahan dengan tersedianya sarana angkutan umum perkotaan ke berbagai tempat, terutama ke tempat mereka bekerja. Di sekitar rumah, asalkan ada jalan setapak menuju jalan besarpun tidak menjadi masalah. Sikap apatisme ini didorong oleh tidak dapat dirasakannya manfaat ekonomis bagi mereka terhadap tersedianya berbagai sarana infrastruktur perkotaan, karena pada umumnya mereka adalah migran, yang ketika datang semua fasilitas infrastruktur telah tersedia. Walaupun para migran ini bekerja dengan pendapatan yang tidak menentu, namun mereka merasa kehidupannya menjadi lebih baik dibanding ketika mereka masih menjadi petani di desa asalnya. Tampaknya hasil ini tidak jauh berbeda secara teoritis bahwa struktur oportunitas yang menarik bagi orang miskin adalah struktur industri yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan/ketrampilan rendah, biaya hidup yang rendah khususnya tempat tinggal  dan kesempatan berproduksi secara subsisten.

Tabel:  5.

Dampak Penyediaan Infrastruktur dan Perkembangan Kondisi Ekonomi

	
	Jawaban
	Jumlah Responden
	Persen

	Dampak penyediaan infrastruktur
	Penurunan biaya hidup
	2
	10

	
	Kenaikan pendapatan
	1
	5

	
	Keduanya
	1
	5

	
	Tidak ada
	18
	90

	Perkembangan keadaan ekonomi keluarga
	Lebih baik
	4
	20

	
	Biasa saja
	6
	30

	
	Lebih buruk
	10
	50


Sumber: Data survey lapangan, Februari 2004, diolah

4.6. Analisis Makro

Analisis makro terfokus pada analisis elastisitas pertumbuhan daerah akibat pengeluaran pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini pos anggaran pengeluaran infrastruktur didekati dengan menggunakan pengeluaran pembangunan. Secara umum berbagai penelitian menunjukkan elastisitas (pengaruh) positif antara pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai elastisitas berkisar antara 0,11 sampai 0,22, yang berarti kenaikan 1 persen pengeluaran pembangunan mendorong perekonomian daerah tumbuh 0,11 sampai 0,22 persen selama periode pengamatan. Hasil tersebut searah dengan peran infrastruktur sebagai katalisator positif pendorong perumbuhan ekonomi.

Tabel: 6 

Beberapa Bukti Empiris Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

	Penulis
	Daerah/Kota
	Data/Periode
	Variabel

	Ikbal Djoger 1997

Made Ngurah Bob

Mahendra Giri 2001

Said Abdullah 2001

Abdullah Jamil 2001

Sri Palupi 2002

Muhammad Rudy Herstyawan 2002
	Kotif Ternate, 

Maluku Utara

Badung, Bali

Indonesia, 26 Propinsi

Sulawesi Tenggara

Purworeja, Jateng 

JawaTengah (panel 35 kab/kota)
	1983-1996

1979-1999

1988-1997

1979-1989

1990-2000

1995-1999
	+ 0,09 LPMDN

+ 0,27 L Dana Pemb

+ 0,07 LPenduduk

- 0,04 LInfla

+ 0,03 LInvSwasta

+ 0,78 LAnkKerja

+ 0,18 LDana Pemb

-0,10 LGovExp

-0,33 LPendptn Daerah

+0,73LPDRBt-1

+0,19Iswasta/PDRB

+ 0,04 gLabor

+ 0,19 Pengel Pemb/PDRB

-0,22 PAD/APBD Rutin

+05,15E-11(G/Y)G*

+0,67LpenglPembBidEk

+0,17LpengBidSos

+0,20LpengBidUm

+0,219LtengKerja

+0,14InSwasta/APBD

+0,158PenglRutin/PDRB

+0,22PenglPemb/PDRB

+0,33PertumbTK

+0,26LPAD

+0,107LpenglPemb

+0,671LPBB

+19LTK




4. Penutup

Paper ini menyajikan kajian mengenai Partisipasi dalam menentukan pilihan terhadap jenis infrastruktur di daerah miskin, dampak infrastruktur terhadap kemiskinan, dan perekonomian makro daerah. Partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun di daerahnya bervariasi. Secara umum keterlibatan mereka menentukan tingkat pengaruh/kemanfaatan infrastruktur dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Mekanisme pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap taraf hidup bisa secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infratruktur mempengaruhi tingkat pendapatan dan mengurangi biaya hidup. Selain itu infrastruktur (jalan) juga memperbaiki akses masyarakat. Kesimpulan ini searah dengan peran positif infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan yang ada di dalam literatur.

Secara makro, pembangunan infrastruktur terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dari hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa variasi elastisitas pembangunan infrastruktur dan kombinasi pembangunan/perkembangan variabel ekonomi makro daerah juga terjadi. Namun demikian, arah pengaruh pembangunan infrastruktur terhadapo pertumbuhan ekonomi daerah seragam. Hasil ini mendukung upaya pemerintah, daerah maupun pusat, dalam menanggulangi kemiskinan (meskipun secara tidak langsung) melalui pembangunan infrastruktur.

Paper ini masih perlu disempurnakan untuk mendeteksi tipe infrastruktur apa yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Penelitian mendalam terhadap karakteristik kemiskinan di daerah dan tipe infrastruktur yang tepat dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.

Lampiran 1. Hasil Pengelompokan Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

	RP

CPI
	Rendah
	Sedang
	Tinggi

	Rendah
	Kab. 50 Kota

Kab. Agam

Kab. P. Pariaman

Kab. Pasaman

Kab. Pes. Selatan

Kab. S.Lunto Sij.

Kab. Solok

Kab. Tanah Datar

Kota Padang

Kab. Muaro Jambi

Kota Jambi

Kab. Lahat

Kab. M. Rawas

Kab. OKU

Kota Palembang

Kab. Bengkulu Utara

Kab. Rejang Lebong

Kab. Lampung Barat

Kab. Lampung Selatan

Kab. Lampung Tengah

Kab. Lampung Utara

Kab. Lampung Timur

Kab. Tanggamus 

Kab. T. Bawang

Kab. Way Kanan

Kota B. Lampung

Kab. Bandung

Kab. Ciamis

Kab. Cianjur 

Kab. Garut

Kab. Indramayu
	Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Purwakarta

Kab. Subang

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kota Bandung Kab. Banjarnegara

Kab. Banyumas

Kab. Batang

Kab. Blora

Kab. Boyolali

Kab. Brebes

Kab. Cilacap

Kab. Demak

Kab. Grobogan

Kab. Jepara

Kab. Karanganyar

Kab. Kebumen

Kab. Kendal

Kab. Klaten

Kab. Kudus

Kab. Magelang

Kab. Pati

Kab. Pekalongan

Kab. Pemalang

Kab. Purbalingga

Kab. Purworejo

Kab. Rembang

Kab. Semarang
	Kab. Sragen

Kab. Sukoharjo

Kab. Tegal

Kab. Temanggung

Kab. Wonogiri

Kab. Wonosobo

Kota Pekalongan

Kota Semarang

Kota Surakarta

Kab. Bantul

Kab. G. Kidul

Kab. Sleman

Kab. Banyuwangi

Kab. Blitar

Kab. Bojonegoro

Kab. Bondowos

Kab. Gresik

Kab. Jember

Kab. Jombang

Kab. Kediri

Kab. Lamongan

Kab. Lumajang

Kab. Madiun

Kab. Magetan

Kab. Malang

Kab. Mojokerto

Kab. Nganjuk

Kab. Ngawi

Kab. Pacitan

Kab. Pasuruan

Kab. Ponorogo
	Kab. Probolinggo

Kab. Situbondo

Kab. Trenggalek 

Kab. Tuban

Kab. Tulungagung

Kota Malang

Kota Surabaya

Kab. Banjar

Kab. Minahasa

Kota Manado

Kota U. Pandang

Kab. Buleleng

Kab. Karangasem

Kota Denpasar

Kab. Lombok  Barat

Kab. Lombok Tengah

Kota Mataram

Kab. Lebak

Kab. Pandeglang

Kab. Serang

Kota Cilegon

Kab. Gorontalo
	Kota Pekan Baru

Kab. Batanghari

Kab. Bungo

Kab. Kerinci

Kab. Tebo

Kab. Bengkulu Selatan

Kota Bengkulu

Kota Salatiga

Kota Tegal

Kab. Kulon Progo

Kota Yogyakarta

Kota Kediri

Kota Pasuruan

Kota Probolinggo

Kota Banjar Baru

Kab. Maros

Kab. Sinjai

Kab. Bangli

Kab. Gianyar

Kab. Jembrana

Kab. Klungkung

Kab. Tabanan

Kota Ambon

Kab. Boalemo

Kota Gorontalo


	Kota B. Tinggi

Kota P. Panjang

Kota Payakumbuh

Kota Sawahlunto

Kota Solok

Kota Metro

Kota Magelang

Kota Blitar

Kota Madiun

Kota Mojokerto

Kota Pare-Pare

Kab. Badung




	RP

CPI
	Rendah
	Sedang
	Tinggi

	Sedang
	Kab. Aceh Barat

Kab.  Aceh Timur

Kab. Asahan

Kab. Dairi

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat

Kab.  Mandailing Natal

Kab. Simalungun

Kab. Tapsel

Kab. Toba Samosir

Kota Medan

Kab. M. Banyuasin

Kab. Muara Enim

Kab. OKI

Kab. Bekasi

Kab. Bogor

Kab. Cirebon

Kab. Sukabumi

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Depok

Kota Sukabumi

Kab. Bangkalan

Kab. Pamekasan

Kab. Sampang

Kab. Sidoarjo


	Kab. Sumenep 

Kab.  Bengkayang 

Kab.  Landak

Kab. Ketapang

Kab. Pontianak

Kab. Sambas

Kab. Sintang

Kota Pontianak

Kab. Kota Baru

Kota Banjarmasin

Kab. Bolmang

Kab. Donggala

Kab. Bone

Kab. Bulukumba

Kab. Gowa

Kab. Jeneponto

Kab. Pinrang

Kab. Polewali Mamasa

Kab. Tana Toraja

Kab. Wajo

Kab. Buton

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Mal. Tengah

Kab. Tangerang

Kota Tangerang

Kab. Bangka
	Kab. Aceh Besar

Kab.  Aceh Tengah 

Kab.  Aceh Tenggara

Kab. Bireuen

Kab. Pidie

Kota Banda Aceh

Kab. Tanah Karo

Kab. Tapteng

Kab. Taput

Kota Binjai

Kota P. Siantar

Kota T. Balai

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Merangin

Kab. Sarolangun

Kab. Tj. Jabung Barat

Kab. Tj. Jabung Timur

Kota Cirebon

Kab. Kapuas 

Kab. Kobar

Kab. Barito Kuala

Kab. H.S. Selatan

Kab. H.S. Tengah

Kab. H.S. Utara

Kab. Tabalong


	Kab. Tanah Laut

Kab. Tapin

Kota Samarinda

Kota Bitung

Kab. Banggai

Kab. Banggai Kep.

Kab. Buol Toli-Toli

Kab. Morowali

Kota Palu

Kab. Bantaeng

Kab. Barru

Kab. Enrekang

Kab. Majene

Kab. Mamuju

Kab. Pangkep

Kab. Sidrap

Kab. Soppeng

Kab. Takalar

Kab. Kendari

Kab. Kolaka

Kab. Muna

Kota Kendari

Kab. Dompu

Kab. Kupang

Kota Kupang


	Kab.  Aceh Utara

Kab.  Simeuleu

Kota T. Tinggi

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Kampar

Kab. Kuantan Singingi

Kab. Pelalawan

Kab. Rokan Hulu

Kab. Kapuas Hulu

Kab. Barito Utara

Kota Palangka Raya

Kab. Pasir

Kota Balikpapan

Kab. Buol 

Kab. Poso

Kab. Selayar

Kab.  Pulau Buru

Kab. Halteng




	RP

CPI
	Rendah
	Sedang
	Tinggi

	Tinggi
	Kab. Nias

Kab. Sanggau

Kab. Luwu 

Kab. Luwu  Utara

Kab. Bima

Kab. Belu

Kab. Manggarai

Kab. Sumba Barat

Kab. Timtengsel
	Kab. Aceh Selatan

Kota Batam                      

Kab. Kotim

Kab. Sangihe Talaud

Kab. Alor

Kab. Ende

Kab. Flores Timur

Kab. Ngada

Kab. Sikka

Kab. Sumba Timur

Kab. Timtengut

Kab. Mal. Tenggara

Kab. Jayawijaya

Kab. Mal. Utara

Kota Ternate

Kab. Belitung

Kota P. Pinang
	Kab. Aceh Singkil

Kota Sabang

Kota Sibolga

Kab. Kep. Mentawai

Kab. Bengkalis

Kab. Karimun

Kab. Riau. Kep

Kab. Natuna

Kab. Rokan Hilir

Kab. Siak

Kota Dumai

Kab. Barito Sel

Kab. Berau

Kab. Bulungan

Kab. Kutai

Kab. Kutai Barat

Kab. Kutai Timur

Kab. Malinau


	Kab. Nunukan

Kota Bontang

Kota Tarakan 

Kab. Lembata

Kab. Mal. Tenggara Bar

Kab. Biak Numfor

Kab. Fak-Fak

Kab. Jayapura

Kab. Manokwari

Kab. Merauke

Kab. Mimika  

Kab. Nabire 

Kab. Piniai

Kab. Puncak Jaya 

Kab. Sorong

Kab. Yapen Waropen

Kota Jayapura

Kota Sorong 


Beberapa Permasalahan Yuridis di Dalam Pembangunan Infrastruktur
 

Chudry Sitompul
Universitas Indonesia

I. Pendahuluan

Infrastruktur dari sudut pandang ahli ekonomi mempunyai peran yang penting. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur suatu Negara, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi negara tersebut. Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tehun 1930-an. Atau, contoh kasus China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor
. 
Agaknya teori seperti tersebut dipilih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2001 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastuktur yang menyatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi, diperlukan langkah-langkah secara lebih terkordinasi guna mendorong percepatan pembangunan infrastuktur dengan mengutamakan investasi swasta dalam maupun luar negeri. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2001 membentuk Komite Kebiojakan Percepatan Pembangunan Infrastuktur (KKPPI). Pada pokoknya tujuan pembentukan KKPPI adalah dalam rangka membuat infrastuktur termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta maupun kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastuktur. Kemudian Pemerintah RI menyempurnakan landasan yuridis bagi KKPPI melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2005.
Sikap Pemerintah Republik Indonesia tersebut dipertegas oleh Peraturan Presiden RI Nomor 67 tahun 2005 yang di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketersediaan inrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global.

Kendati sampai dengan saat ini KKPPI sudah terbentuk lebih dari enam tahun, namun beberapa pengamat ekonomi melihat realisasi pembangunan infrastuktur masih kurang dari target sebagaimana yang diharapkan
. Bahkan Indonesia menempati peringkat ke-14 di Asia Pasifik dan urutan ke-57 di seluruh dunia
. Berdasarkan pengalaman di lapangan, yang hal-hal menyebabkan pembangunan infrastuktur tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan bukan karena alasan “engineering” dan atau finansial, melainkan karena alasan yuridis. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Econimist Intelligence Unit (EIU)
.

Atas dasar premis dan asumsi tersebut di atas, maka di bawah ini akan diuraikan mengenai permasalahan yuridis yang dihadapi sehingga pembangunan infrastuktur tidak berjalan sesuai dengan harapan. 
II.
Ketentuan Hukum mengenai Infrastuktur

Pengertian (terminologi) infrastuktur dapat dilihat dari aspek “engineering”, ekonomi, social-politik, dan hokum. Di dalam konteks ini, maka pengertian infrastuktur akan dilihat dari sudut ekonomi dan hukum. Dari sudut pandang ekonomi, infrasuktur merupakan fasilitas publik yang melingkupi transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telekomunikasi (telematika), listrik, dan pengangkutan migas.

Sedang pengertian hukum infrastuktur adalah peraturan (ketentuan) yang mengatur mengenai pembangunan konstruksi dari infrastuktur termasuk di dalamnya segi komersil dan kontrak (perjanjian) pembangunan infrastuktur. Pengertian tersebut diambil dari pola yang digunakan World Bank. Sesungguhnya pola yang digunakan World Bank tersebut diadopsi dari perkembangan hukum yang hidup dalam praktek sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Praktek hukum tersebut berangkat dari azas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal. 

Agaknya Indonesia mengikuti pola yang digunakan World Bank. Hal ini dapat dilihat dari Konsideran dan Diktum DARI Keppres No. 81 tahun 2001, Perpres No.42 tahun 2005, Perpres No.42 tahun 2005, dan Perpres No. 67 tahun 2005.

Sebelum diterbitkannya ketentuan-ketentuan tersebut (di Era Orde Baru), secara formal tidak terdapat ketentuan yang jelas-jelas (eksplisit) mengatur mengenai infrastuktur. Selama hamper tiga dekade di Era Orde Baru, ketentuan pembangunan infrastruktur menggunakan norma-norma hukum publik yang berlaku umum (Kepres No. 16 tahun 1994 mengenai pengadaan barang dan jasa) dan undang-undang sektoral (antara lain: Undang-Undang Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Telekomunikasi, Keputusan-Keputusan Menteri PU, Ketua Bappenas, dll).

Sedang kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur (baik dari proyek-proyek yang sepenuhnya dibiayai anggaran pemerintah/APBN, pinjaman unilateral atau bilateral, ataupun berdasarkan kerjasama dengan pihak swasta nasional atau asing, mengacu kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (azas kebebasan berkontrak).

Sama halnya dengan di AS DAN Eropa, ketentuan hukun yang dipergunakan dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia pada masa pertengahan tahun tujuh puluhan sampai dengan akhir tahun sembilan puluhan, bergantung pada sumber pembiayaan pembangunan infrastuktur itu sendiri. Pada pokoknya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari:

· Negara (APBN);

· Pinjaman luar negeri (unilateral atau bilateral);

· Bantuan luar negeri;

· Swasta nasional dan atau asing;

· Kombinasi dari keempat sumber pembiayaan tersebut.

Apabila sumber pembiayaan pembangunan infrastuktur berasal dari keuangan Negara (APBN/APBD), maka ketentuan yang digunakan adalah:

1. Keppres No. 16 tahun 1994 (di Era Orde Baru) atau di era pasca Orde Baru (era reformasi) memakai Keppres No. 18 tahun 2000 dan Keppres No. 80 tahun 2003 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang-barang/ Jasa Pemerintah. Di dalam ketentuan ini diatur mengenai:

· Prakualifikasi dan Pascakualifikasi penyedia barang dan jasa;

· Tatacara dan syarat-syarat pelelangan atau penujukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

· Syarat minimum kontrak pengadaan barang dan jasa;

2. Undang-undang organic di masing sektor: perhubungan (transportasi darat, laut, udara); pekerjaan umum (jalan raya/tol, pengairan, air minum dn sanitasi), telematika (telekomunikasi), ketenagalistrikan, dan migas.

Apabila sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari pinjaman dan bantuan (grant) dari luar negeri, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang ditentukan sendiri dari lembaga-lembaga yang memberikan dengan disesuaikan ketentuan publik yang berlaku (hukum positip) di Indonesia.

Apabila sumber pembiayaan pembangunan infrastuktur berasal daro swasta nasional atau asing, maka ketentuan yang digunakan adalah mengacu kepada pasal 1338 KUHPerdata (Azas Kebebasan Berkontrak). Dalam hal ini berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak (sejauh tidak melanggar ketentuan publik). Dalam skema pembiayaan seperti ini dikenal dengan pola Public Private Partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dari skema pembiayaan seperti ini muncul pola kerjasama seperti Kontrak Manajemen dan Operasi, Konsesi, Bangun Operasi Transfer (BOT), dan Usaha Patungan (Joint Venture).

Di bawah ini peta pembangunan infrastuktur berdasarkan sumber pembiayaan sebagai berikut
:
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Bulk water is sold to large cosumers, such as industry, housing associations, airports, and vendors.


Pola hukum kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur menjadi bertambah kompleks bila melibatkan lembaga keuangan. Maka skema perjanjian yang lazim digunakan di dalam praktek (di Indonesia mengadopsi kebiasaan yang diterapkan di AS dan Eropa)  adalah sebagai berikut: 
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III.
Permasalahan Yuridis

Dengan tidak adanya ketentuan umum yang baku mengenai pembangunan (penyediaan) infrastruktur:

1. Tidak ada kepastian hukum:

· Resiko perubahan peraturan di bidang keuangan dan moneter

· Tidak adanya peraturan keuangan Negara yang terintegrasi

· Pemerintah tidak mau ambil bagian dalam menanggung resiko keuangan (kerugian bisnis)

· Terlalu banyak peraturan daerah (Perda)

· Penyediaan lahan (pembebasan tanah)

2. Rawan untuk dijadikan masalah KKN

Berdasarkan permasalahan hukum seperti tersebut di atas, maka harus: 

· Dibuat ketentuan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur yang terintegrasi. 

· Persamaan persepsi antara aparat penegak hukum (di bidang tindak pidana korupsi) mengenai hal-hal apa saja sehingga seseorang (badan usaha) dikualifikasikan telah melakukan korupsi.

Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air di Indonesia

M. Syahril B.K.

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB

Abstrak

Makalah ini mendiskusikan kinerja infrastruktur sumberdaya air di Indonesia yang pada saat ini asih dianggap sangat rendah. Rendahnya kinerja tersebut pada dasarnya disebabkan oleh buruknya system pengelolaan infrastruktur yang ada pada saat ini. Pembahasan mengenai kondisi berbagai parameter pengelolaan yang terkait dengan kinerja pengelola infrastruktur air di Indonesia pada saat ini seperti kebijakan pengelolaan sumberdaya air, teknologi pengolahan dan distribusi air, pengembangan wilayah, sistem investasi dll, menyimpulkan bahwa penanganan parameter-parameter tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat mengimplementasikan pengembangan system pengelolaan infrastruktur sumberdaya air. Perbaikan dari parameter-parameter tersebut merupakan suatu keharusan bagi pencapaian target MDG yang telah ditetapkan.

Keywords : Pengelolaan infrastruktur, Sumberdaya Air, Indonesia
1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi ini, terutama manusia. Tidak satupun aktifitas dapat dilakukan manusia tanpa adanya air. Oleh karenanya pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan merupakan salah satu factor penting bagi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam MDG.

Air baru dapat digunakan untuk menunjang suatu kegiatan apabila telah memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Standar baku tersebut pada dasarnya ditentukan berdasarkan parameter kuantitas dan kualitas yang harus dipenuhi pada waktu dan tempat yang membutuhkannya. Dengan demikian, walaupun duapertiga dari luas permukaan bumi merupakan permukaan air, tidak sedikit wilayah di bumi ini yang tidak layak dihuni manusia karena mengalami kekurangan air bagi aktifitas yang dibutuhkan manusia. Pada dasarnya, hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian distribusi alami sumberdaya air dengan distribusi kegiatan manusia pada suatu wilayah. Untuk mengatasi hal inilah suatu infrastruktur sumberdaya air harus dikembangkan dan atau dikelola. Berdasarkan prinsip ini, kebutuhan pengembangan dan atau pengelolaan infrastruktur sumberdaya air bagi suatu wilayah/negara akan diwarnai oleh karakteristik wilayah/negara tersebut. Dengan demikian kebutuhan pengembangan infrastruktur bagi suatu wilayah/negara yang terkebelakang akan berbeda dengan wilayah/negara yang telah berkembang.  Sebagai negara berkembang berbentuk kepulauan dengan beragam etnis, Indonesia memiliki kompleksitas pengelolaan infrastrutur yang sangat menarik untuk didiskusikan sebagaimana yang disajikan dibawah  ini.

2. Prioritas Alokasi Sumberdaya Air di Indonesia

Prioritas alokasi sumberdaya air di Indonesia ditetapkan berdasarkan UUD 45 yang menyatakan bahwa air adalah milik negara yang sebesar-besarnya harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini kemudian diperkuat dengan UU-SDA 2004, yang menetapkan urutan prioritas alokasi air sebagai berikut: memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem dan estetika. Prioritas penggunaan air ini terlihat sudah mencakup kebutuhan air bagi semua aspek kegiatan manusia pada umumnya. Namun demikan, urutan prioritas penggunaan air pada UU tersebut memperlihatkan lemahnya visi dan misi Indonesia dalam menyusun program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini dapat disimpulkan mengingat ekosistem yang merupakan upaya yang dapat digunakan untuk menjaga kelesatarian sumberdaya air ditempatkan pada urutan kedua dari prioritas terakhir, sementara itu, sumberdaya air yang tidak lestari sudah tidak dapat diandalkan untuk menjamin kesinambungan aktifitas yang ditunjangnya. Kondisi inilah yang sekarang kita lihat dan rasakan di Indonesia pada saat ini dimana penyusunan dan implementasi program pembangunan pemerintah dan masyarakat kurang memperhatikan kelestarian sumberdaya air yang sebetulnya sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan program itu sendiri dan bahkan seringkali bersifat destruktif terhadap upaya kelestarian sumberdaya air yang ada. Oleh karena itu, krisis sumberdaya air, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang terjadi di Indonesia pada saat ini, seperti banjir, kekeringan, rusaknya DAS, rendahnya kualitas air baku dll, akan masih terus berkepanjangan jika tidak dilakukan upaya pencegahan yang dibutuhkan, dimulai dengan merevisi UU tersebut diatas.

3. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya air

Pada dasarnya, secara alami potensi SDA dari suatu wilayah merupakan fungsi dari siklus hidrologi wilayah tersebut.  Berdasarkan siklus tersebut, jelas terlihat potensi air suatu daerah akan dapat diklasifikasikan atas air permukaan dan air tanah yang kuantitas, kualitas dan distribusinya tidak saja bergantung pada faktor-faktor alami daerah tersebut seperti hidrogeologi, hidroklimatologi dan hidro topografi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh pola pemanfaatan air di wilayah yang bersangkutan. Hal inilah yang akan mempengaruhi kebutuhan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air di wilayah tersebut.
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Gambar 1 Siklus hidrologi
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Gambar 2. Potensi air tanah di maribaya bandung (msbadrik, 2007)

Sebagai air permukaan, potensi air dapat ditemui dalam bentuk aliran mata air, aliran air di sungai/saluran, tampungan air berupa danau/situ dan limpasan air dari tadah hujan. Sebagai air tanah, potensi air dapat berupa air tanah dangkal dan air tanah dalam (artesis). Seperti yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, prioritas pemanfaatan potensi sumberdaya air di Indonesia diatur melalui UU 2004 diatas. Pada kenyataannya, pengembangan aktifitas di suatu wilayah dilakukan berdasarkan dorongan kebutuhan ekonomi dan keinginan masyarakat yang seringkali kurang memperhitungkan prioritas tersebut. Sehingga pada saat ini sumberdaya air dimanfaatkan untuk memenuhi semua aktifikas kegiatan sesuai kelayakan teknis dan ekonomis dari potensi air yang ada, baik berupa air permukaan maupun air tanah. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan potensi sumberdaya air yang ada tidak optimum dan cenderung mengabaikan persyaratan bagi upaya pelestariannya. Dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan ini tentu saja akan membahayakan tidak saja kelestarian potensi sumberdaya air yang dipakai tetapi juga keberlanjutan dari dari kegiatan yang dikembangkan tersebut.
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Gambar 3. Pemanfaatan air bagi lahan persawahan (kiri) dan pertambakan (kanan) di Jawa Barat
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Gambar 4 pemanfaatan air bagi industry enerji (kiri) dan pertambangan (kanan)

Pola penggunaan potensi air bagi kebutuhan domestik, industri, perkantoran, hotel dan wisata di Indonesia sebagian besar masih menganut satu siklus penggunaan dimana air yang ada telah digunakan langsung dibuang tanpa dimungkinkan untuk digunakan kembali (recycle water). Untuk menghemat dan meningkatkan upaya pelestarian potensi sumberdaya air, sebagian besar negara maju telah lama meninggalkan pola satu siklus tersebut dan beralih kepada pola multi siklus (lihat gambar 3). Penerapan pola multi siklus di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan air tersebut diatas, masih sulit dilakukan karena adanya kendala teknologi dan biaya. Namun demikian, pola multi siklus yang membutuhkan teknologi sederhana dan berbiaya murah, sebetulnya telah juga diterapkan di Indonesia dalam pemanfaatan air bagi kegiatan irigasi/suplai air bagi persawahan, perkebunan dan budi daya ikan (pertambakan). Untuk memenuhi target MDG, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya air yang distribusi alaminya akan semakin tidak teratur sebagai akibat pengaruh pemanasan global, Indonesia patut mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menunjang pengembangan dan penggunaan teknologi yang memungkinkan penggunaan air dengan pola multi siklus pada semua kegiatan yang ada.
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2.4. Issue on Policy Recommendation

In the discussion, issue on progress of the policy formulation include the policy muking aspects
(e.g. USO fund collection, storage, determining player/provider, policy on the monitoring and
evaluation, technology choice, ownership of the asset) and also the process of formulation.

The discussion is very important for understanding the concerns of AMC on USO program. The
identified concerns be put in the report to observe the solution to the similar problems in
other countries.

Several issues have been developed during discussion:

£ Establishmenl of USO Fund

Important factor for policy formulation on USO and community development
USO development framework: Input, Context, and Expected Outcome

Policy Migration on USO Program

SRR U

Consequences of Policy Trend and USO Policy Development in AMC

2.4.1. Establishment of USO Fund

Importance of establishment of USO is common interest of most AMC. Each countries has
different level of USO Fund Development, some country relies on Government Budget.
Cambodia is one of the country that still is in the process of forming, formulating the policy.
Some challenging issues are the regulatory framework regarding the internal proceeding and the
problem of the maintaining the USO fund. The problem on USO fund related with the
constitution which mention that all the revenue has to go to the Ministry of Finance. One of the
main concerns in USO program is establishment of an independent fund devoted for the USO
development. Learning from other countries there is fact that disbursing the USO fund is
extremely challenging. Set of policies, laws, inter-sector regulations and guidelines should be
prepared in advance to ensure proper disbursement of USO fund.,




Gambar 5 Pola pemanfaatan air multi siklus

4. Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya air

Masuk dalam definisi infrastruktur sumberdaya air adalah fasilitas yang diperlukan bagi distribusi air sehingga air yang berada disumbernya dapat digunakan oleh para pemakai atau dibuang ke tempat pembuangan sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Infrastruktur ini, secara fisik dapat merupakan fasilitas artificial buatan manusia seperti saluran, pintu, dam dll, ataupun fasilitas alami seperti danau, sungai, air terjun dan mata air. Dalam hal infrastruktur alami, pengelola berkewajiban memelihara fasilitas alami tersebut agar dapat berfungsi tanpa merusak kelestariannya.  Bergantung pada fungsinya, infrastruktur sumberdaya air dapat memberikan direct benefit dan atau indirect benefit. Sistem pengendalian banjir misalnya, akan memberikan indirect benefit bagi pemerintah dan masyarakat berdasarkan kapasitasnya untuk mereduksi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat banjir yang berhasil dicegah/dikuranginya. Pengendalian banjir juga memberikan benefit dengan menaikan kelayakan suatu wilayah untuk dikembangkan sebagai lahan usaha. Sementara itu, system suplai air bersih, merupakan infrastruktur yang dapat memberikan direct dan indirect benefit. Sistem suplai air bersih mampu memberikan pendapatan langsung bagi pengelolanya dan sekaligus menaikan/memberikan peluang dari wilayah yang dilayaninya untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai lahan usaha. Pembahasan pada makalah ini, akan kita fokuskan pada system suplai air.

Pada saat ini kemampuan pemerintah dalam mengadakan infrastruktur air sangatlah terbatas, sehingga sebagian besar fasilitas umum yang berupa infrastruktur air bagi penyediaan air masih diadakan oleh masyarakat secara mandiri kecuali untuk irigasi persawahan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA/PLTM). Keterbatasan pemerintah ini mengakibatkan kapasitas kendali dari pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air semakin tidak baik. Peraturan dan perundangan yang ada belum secara jelas mengatur pembatasan jenis sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi aktifitas tertentu saja. Hal ini mengakibatkan sumberdaya air yang ada, baik air permukaan maupun air tanah, praktis dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dari aktifitas yang dikembangkan, selama potensi sumberdaya air tersebut secara teknis dan ekonomis masih layak pakai. Akibatnya pemanfaatan sumberdaya air yang tengah berlangsung di Indonesia pada saat ini, lebih mengacu pada hukum pasar yang bertitik berat pada tinjauan ekonomi belaka. Jika diperhatikan tidak ada keberpihakan bagi pemakai yang mertupakan masyarakat bergolongan ekonomi rendah. Harga air yang dikeluarkan oleh perusahaan PDAM pada umumnya dipukulrata sama besar baik untuk si kaya maupun si miskin. Hal ini dikarenakan terlalu sederhananya kebijakan yang ditempuh dalam memasukan parameter dasar bagi perhitungan harga air pada suatu program pengembangan infrastruktur air. Sebagai ilustrasi, pengembangan infrastruktur pengolahan air bersih akan memerlukan biaya yang besar bila dilakukan di daerah kumuh/tertinggal dibanding dengan bila dilakukan pada lokasi yang tidak kumuh/maju. Mahalnya pembangunan di daerah kumuh karena letaknya yang selalu berdekatan dengan limbah yang menyebabkan biaya pengolahan air menjadi lebih mahal, kondisi fisik lingkungan yang jelek (tanah lunak, air payau, daera banjir dll) yang menyebabkan biaya pembangunan dari infrastruktur tersebut menjadi lebih mahal dan lokasi yang jauh dari wilayah perindustrian yang memproduksi bahan baku bagi pengembangan infrastruktur tersebut, terutama untuk pulau kecil yang jauh dari pulau-pulau besar.
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Gambar 6. Waduk Jatiluhur merupakan infrastruktur air yang penting di jawa Barat

Problem yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur sumberdaya air semakin lama semakin kompleks. Kompleksitas permasalahannya antra lain disebabkan oleh berbagai faktor sbb.:

a) Peningkatan kebutuhan air yang secara kuantitas terjadi karena adanya peningkatan populasi dan kegiatan/aktifitas manusia dan secara kualitas terjadi dari peningkatan tuntutan masyarakat yang semakin mapan.

b) Penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air karena adanya aktifitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan dari daerah tangkapan airnya baik secara langsung (penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan) maupun tidak langsung (pemanasan global). 
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Gambar 7. Banjir di Bandung (kiri) dan Jakarta (kanan) merupakan indikasi adanya pengelolaan infrastruktur sumberdaya air yang tidak baik.
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Gambar 8 Skema pendekatan dalam upaya pengembangan pengelolaan SDA

c) Permasalahan distribusi bagi alokasi pemanfaatannya (pembawa dan pembuang) yang muncul sebagai akibat adanya ketidakberpihakan pada pengguna berekonomi lemah, kondisi Indonesia sebagai negara berkembang berbentuk kepulauan, ketidakkonsistensian perencanaan wilayah dan kebuntuan dalam penerapan peraturan dan perundangan yang ada. Karena adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah tertinggal/kumuh dan wilayah yang pesat berkembang, pengguna air pada saat ini jauh lebih bervariasi dibandingkan pada saat sebelumnya. Karena prinsip pengembangan infrastruktur yang dianut sperti yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya, ketimpangan ini menyebabkan pembangunan infrastruktur air lebih berpihak pada upaya untuk menunjang daerah yang maju dibandingkan untuk daerah kumuh/tertinggal sehingga. Ketidakberpihakan ini menimbulkan masalah kompleks tersendiri bagi pengembangan infrastruktur yang baik dan dapat digunakan untuk mencapai target MDG. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kemampuan ekonomi/finansia yang terbatas untuk mengembangkan sistem distribusi air yang dibutuhkan. Keterbatasan ini diperburuk dengan semakin mahalnya biaya yang dibutuhkan bagi pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal pada pulau-pulau kecil yang padat dan jauh dari pulau besar. Mahalnya biaya ini terutama masih banyaknya teknologi impor berbasis bahan baku impor sehingga pada dasarnya biaya pengembangan ini masih dapat direduksi dengan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis teknologi dan bahan baku lokal/nasional. Disamping itu, kebijakan distribusi air yang bersifat sektoral juga memicu naiknya biaya pengembangan infrastruktur air terkait.
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Gambar 9 Skema salah satu contoh pola pengelolaan sumberdaya air yang dianut di Prum Jasa Tirta 2, pada upaya pemanfaatan air waduk Jatiluhur.

Pengembangan perundangan/peraturan/hukum di bidang perairan di Negara maju saat ini, sebetulnya didasari oleh tiga dasar hukum yang disebut riparian rights, appropriate rights dan permit system. Hukum riparian right yang berasal dari Perancis, dikembangkan di Amerika oleh Story dan Kent. Menurut hokum ini, 
Pemilik lahan dekat alur air (Riparian Land) berhak menerima air berdasarkan kapasitas (quantity and quality) alami dari alur/sungai yang bersangkutan. Konsekwensinya, pemilik lahan di bagian hulu tidak boleh merubah/mengurangi aliran yang dapat mengaliri lahan dibawahnya. Appropriate right yang berasal dari Roma, Italia, dikembangkan oleh orang Spanyol. Hukum yang berkembang di daerah pertambangan ini membolehkan men-deviate/mengurangi aliran tanpa merugikan masyarakat di bagian hilir dengan seijin masyarakat hilir yang bersangkutan. Peminta ijin mempunyai prioritas hak sesuai urutan permintaan. Hukum permit right memungkinkan diperolehnya Ijin khusus untuk pemakaian air pada lokasi waktu dan jumlah yang spesifik. Sperti yang telah disampaikan pada paragraph sebelumnya, hokum air di Indonesia didasari pada pasal 33 UUD 45. Berdasarkan UUD 45 tersebut kemudian diturunkan perundangan/peraturan mengenai Hak Guna Air, Tarif dan Pajak Air dan Kebijakan Insentif dan dis-Insentif pemanfaatan air. Jika ditelaah dengan baik, peraturan tersebut merupakan kombinasi dari riparian dan appropriate right yang aplikasinya kurang begitu konsisten, terutama dari sisi “law enforcement”-nya, sehingga dikalangan pengembang infrastruktur sumberdaya air terdapat kecenderungan untuk sedapat mungkin menghindar dari penerapannya.
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Gambar 10. Skema landasan hukum sumberdaya air
Pada saat ini dikenal beberapa alternatif sistem pengelolaan infrastruktur sumberdaya air, yang pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua kategori yaitu bersifat public (negara) atau private (suasta). Pada prinsipnya system pengelolaan tersebut dipilih berdasarkan kelayakan keberadaanyna ditinjau dari berbagai aspek yang holistic seperti : teknis, ekonomi, social, budaya dan lingkungan. Namun demikian, kesluruhan aspek tersebut berpegang pada prinsip-prinsip dasar dari fungsi sebuah fasilitas suplai air ditinjau dari sisi pengelola adalah sbb.:

· Kebutuhan air : Dalam memenuhi kebutuhan air selalu terdapat konstrain antara tingkat layanan, tariff dan infratruktur air yang dibutuhkan. Dalam hal ini,  makin tinggi standard layanan makin tinggi biaya, kenyamanan, tarifs dll. Idealnya terdapat keseimbangan pada ketiga parameter tersebut.
Sementara itu tingkat layanan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas suatu infrastruktur dilihat dari beberapa hal sbb.:

· Quantity
( Tekanan air pada pipa/kapasitas pada saluran yang dapat diandalkan (Reliabilty) dalam system suplai air yang ada, yang dalam hal ini, misalnya, dapat dilihat pada indikatornya berupa frekuensi gangguan yang dialami pelanggan dalam kurun waktu yang telah dijanjikan. 

· Quality
( Compliance pada kriteria air bersih (kesehatan utk air minum) dan ( Speed of response dalam Administrasi 

Dikaitkan dengan hal tersebut diatas, pengelola/pengembang infrastruktur sumberdaya air di Indonesia pada umumnya tidak mampu untuk :

· Menunjukan sebagai alternatif terbaik penyedia air pada konsumen 

· Maximize earning capacity ( providing the right service at a fair price( operate eficiently 

· Akuntabilitas ( Kepercayaan sebagai akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan 

· Busines plan yang baik(salah satunya memperhitungkan tingkat pelayanan, resiko dan tarif 
Tabel 1 berbagai bentuk alternative pengelola infrastruktur sumberdaya air
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Gambar 11 skema hubungan antara kebutuhan air, tingkat layanan dan biaya operasi suatu infrastruktur sumberdaya air
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Gambar 12 Skema Korelasi antara standard dengan waktu, biaya, kemampuan dan GNP
Dalam mengembangkan infrastruktur sumberdaya air, pengembang juga harus diperhitungkan faktor resiko, yang definisi umumnya dapat didekati dengan resiko suatu bencana sbb.: 
RISK = VULNERABILITY X EXPOSURE X HAZARD 
dimana

· Resiko( fungsi dari kerentanan suatu obyek terhadap suatu bahaya (banjir dll). 

· Kerentanan( tingkat ketahanan (individu, komunitas, wilayah dan infrastruktur). 

· Exposure( objek terkait dalam bentuk SosEk dan Fisik (kehidupan/infrastruktur).

· Hazard( ancaman yang menimbulkan resiko seperti gempa, banjir, kerusuhan

Resiko tersebut harus dapat dikuantifikasi pada tiap parameter perencanaan infrastruktur sumberdaya air. Misalnya resiko tidak dapat dipenuhinya besaran debit andalan karena adanya pengaruh pemanasan global dll. Masing-masing institusi pengelola yang bersifat Public (Negara) dan Private (swasta) memiliki beberapa karakter positif dan negatif sbb.:
1) Karakter positif Public Sector 

Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat banyak sehingga sudah seharusnya merupakan kewajiban negara untuk dapat menjamin keberadaannya dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat baik yang miskin maupun yang mampu. Pada umumnya investasi pengembangan infrastruktur air akan sangat tinggi, sehingga bila harga jual air ditekan sangat rendah, kelayakan investasi yang ditanamkan akan sangat rendah. Dalam hal ini investasi pengembangan dan pengelolaan investasi akan lebih layak dilakukan negara, karena negara dapat membangun infrastruktur air tersebut di atas lahan pemerintah, akan mendapat dukungan politik dari wilayah yang mendapatkan investasi tersebut dan keberlanjutan institusi pengelola akan terjamin. Namun demikian, institusi pengelolaan/pengembangan infrastruktur air yang dimiliki negara pada umumnya akan mengalami berbagai permasalahan. Keterbatasan pendapatan yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan politik akan membatasi anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kapasitas operasi, pemeliharaan dan pengembangan yang dibutuhkan. Adanya aspek politik, birokrasi dan rendahnya anggaran, pada umumnya akan memicu rendahnya kinerja pengelolaan karena berbagai hal seperti rendahnya akuntabilitas, rendahnya efisiensi, tidak adanya indikator kinerja, tidak baiknya atmosfir lingkungan bekerja bagi pekerja yang berpotensi untuk mengejar karir dan ketidakleluasaan anggaran terhadap kebutuhan pengembangan.
2) Karakter positif private Sector 

Agar layak, biasanya institusi pengelola yang bersifat suasta pada umumnya dikembangkan sebagai tindak lanjut dari investasi yang telah dilakukan pemerintah. Institusi pengelola ini dapat dikelola dengan SOP yang lebih baik dan indicator kinerja yang jelas untuk mencapai target komersial yang ditentukan. Dalam hal ini, nilai komersial yang ditawarkan oleh pengelola akan mengharuskannya untuk bekerja secara akuntabel dan transparan terhadap masyarakat dan pemegang saham. Atmosfir seperti ini akan membuat pengelola/pengembang bekerja secara lebih efisien dan ekonomis karena bila tidak pengelola akan dapat diganti sesuai dengan kontrak kerja yang dimilikinya. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan institusi pengelola suasta antara lain adalah akan terjadinya eksploitasi berlebihan dari sisi harga air karena adanya kecenderungan mengejar keuntungan, resiko adanya cacat kontrak perjanjian yang dapat mempengaruhi kinerjanya dan sangat sensitive terhadap perubahan harga terutama terkait dengan masalah sosial para pengguna.
Adanya alternative tersebut, memungkinkan pemerintah untuk melakukan privatisasi bagi institusi pengelola yang telah dikembangkannya. Hal ini merupakan upaya pemerintah selain untuk mengurangi beban kewajibannya dalam menyediakan infrastruktur air juga diharapkan akan agar institusi pengelola yang disuastakan tersebut dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna dengan cara yang saling menguntungkan. Upaya ini sudah dimulai sejak lama, dimana privatisasi dari suatu unit pemerintahan dapat dilakukan dengan 3 mekanisme alternatif, yaitu sebagai intitusi dibawah departemen, Government Board dan Government corporation belum dapat membuktikan kinerja yang baik sebagai pengelola infrastruktur air. Sementara itu, untuk melakukan upaya privatisasi yang telah beberapa tahun ini ditempuh pemerintah menghadapi berbagai permasalahan sbb.:

· Trend privatisasi sebagai salah satu indikator untuk memulihkan ekonomi negara, tetapi akibat tingginya resiko politik dan pasar yang tidak kondusif menjadi alasan kegagalan privatisasi (Kompas, 11 November 2001).

· Keberhasilan program privatisasi dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi selama program privatisasi. Kegagalan dapat bersumber dari kelemahan institusional dan kepastian hukum (Indonesian Privatization Source, download internet, 2002).

· Beberapa hal untuk memperbaiki kinerja privatisasi di Indonesia (Lin Che Wei, November 2001), yaitu: 

· langkah yang jelas untuk mengevaluasi kegagalan privatisasi, mengidentifikasi secara jelas sebab-sebab kegagalan dan mengatasi kegagalan privatisasi;

· menetapkan kerangka dan strategi yang jelas untuk privatisasi; 

· menjamin proses privatisasi direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten dan transparan;

· Adanya dugaan mengenai tidak diakomodasikannya faktor resiko selama program privatisasi.

· Faktor penyebab kegagalan lainnya diduga akibat tidak diakomodasinya faktor resiko selama program privatisasi. Hanya resiko politik yang dianggap sering memicu kegagalan program privatisasi (rujukan: Jurnal of Construction Engineering and Management, Political Risk in China’s BOT Project, 1999).

· Bing dan L.K Tiong (1999) menjabarkan resiko-resiko yang timbul dalam privatisasi. menjadi 3 kelompok yaitu resiko internal, resiko eksternal  dan resiko dari proyek infrastruktur 

· Kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada pengembangan sektor infrastruktur selama ini sangat rendah karena risiko yang ada.

Gambar 13 . Distribusi jumlah penanaman modal di Batam, terlihat investasi di bidang pertanian merupakan investasi terkecil (sumber Otorita Batam)

5. Kesimpulan

Kinerja infrastruktur sumberdaya air di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya kinerja infrastruktur yang ada dapat dilihat dari berbagai indikator seperti terlalu rendahnya produktifitas dibandingkan kebutuhan (baik dari sisi kuantitas maupun kulaitas), pengelola infrastruktur yang ada sulit memperoleh keuntungan dan tingginya biaya produksi. Rendahnya kinerja ini dimasa mendatang akan diperburuk dengan adanya pengaruh pemanasan global. Rendahnya kinerja tersebut pada dasarnya disebabkan oleh buruknya system pengelolaan infrastruktur yang ada pada saat ini. Pada saat ini, berbagai parameter pengelolaan yang terkait dengan kinerja pengelola infrastruktur air seperti kebijakan pengelolaan sumberdaya air, teknologi pengolohan dan distribusi air, pengembangan wilayah, sistem investasi dll masih belum sesuai dengan kebutuhan implementasi dari pengembangan sistem pengelolaan infrastruktur sumberdaya air. Perbaikan dari parameter-parameter tersebut merupakan suatu keharusan bagi pencapaian target MDG yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan problematika pengembangan infrastruktur sumberdaya air tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan penting bagi Ui-ITB-UGM sebagai perguruan tinggi terkemuka dan tertua di Indonesia, yaitu inovasi bagi pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang bermanfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik di daerah tertinggal (pulau-pulau kecil, daerah kumuh dll) maupun di daerah yang telah berkembang yang diantaranya dengan melakukan berbagai hal sbb.: 

· Mencari solusi bagi defisit neraca pemanfaatan dan sumber air yang ada.

· Mengembangkan teknologi dan sistem distribusi yang mampu mensinerjikan pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah.

· Menerapkan kebijakan pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan sustainibilitas daya dukung dan infrastruktur sumberdaya air wilayah ybs

· Dll.
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Persepsi masyarakat terhadap fakta aktual ketersediaan Infrastruktur

Gagan Hartana B
Universitas Indonesia

Pengantar


Saat filsuf Plato menyampaikan ide-idenya tentang makna pengalaman, penyampaianya langsung ia lakukan di hadapan murid-muridnya di suatu tempat yang dinamakan (taman) Academos. Murid-murid berkumpul mengerumuni Plato dan melakukan dialog. Peristiwa ini menyiratkan bahwa Academos merupakan sarana pendukung dalam tujuan, tetapi perlu ada untuk aktivitas Plato. Tatap muka dengan murid merupakan sarana kebutuhan dasar yang diperlukan Plato dalam menyampaikan ide-idenya.

Dengan academos murid-murid Plato dapat berkerumun mendengar dan menyimak ide yang disampaikan Plato melalui isi berbicara maupun mimic perilaku lain pada sosok Plato.


Jika saja Plato melakukan aktivitasnya pada saat ini dengan jumlah murid-muridnya yang lebih banyak, maka academos tak memadai lagi. Jika perluasan Academos dilakukan, maka akibat yang terjadi dapat dipastikan tatap muka yang efektif menjadi berkurang karena setiap muridnya akan dapat menangkap ide Plato tidak sama utuhnya. Menyampaikan ide kepada sejumlah orang dengan menyampaikan ide kepada jumlah orang yang lebih banyak dengan kualitas yang sama akan memerlukan sarana yang berbeda, dan sarana yang berbeda akan memerlukan pendukung yang berbeda pula. Kemungkinan besar aktivitas Plato ini juga mendasari ide awal tentang Amphitheater suatu tempat dengan daya tampung yang besar dengan akustik yang diupayakan baik saat memusatkan perhatian pada pertunjukan atau penyampaian ide.


Dapat dipastikan Amphitheater inilah yang menjadi cikal bakal stadion olahraga dengan keragaman kapasitas daya tampung audience di seluruh dunia, termasuk juga kemampuan akustiknya sehingga penyampaian ide maupun perilaku narasumber dapat lebih efektif dan efisien. Jika tatap muka yang efektif terhadap jumlah hadirin yang lebih besar menjadi permasalahan, maka ini akan memicu lahirnya sarana pendukung yang sesuai. Rangkaian peristiwa di atas menyimpulkan bahwa setiap aktivitas memerlukan saran substansi dan sarana pendukkung. Semakin majemuk sarana substansi, akan memerlukan sarana pendukung yang juga lebih mejemuk.

Kondisi fakta actual Indonesia


Pada sejumlah komunitas di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, pendistribusian sumber alam berupa air bersih pada masyarakat pedesaan merupakan system sederhana, komunitas bertempat tinggal di seputar sumber air bersih, kalaupun ada kelompok yang bertempat tinggal di area yang masih memungkinkan memperoleh air bersih dengan upaya yang ringan. Sumber air bersih dan cara memperoleh air merupakan dasar bertempat tinggal.

Saat komunitas semakin besar, dan upaya memperoleh air bersih dilakukan dengan menyalurkan air bersih yang berasal dari sumber alam yang ada dengan menggunakan bahan local sederhana berfungsi sebagai penyalur air. 

Setiap menghadapi kesulitan pendistribusian air bersih, kesulitan diatasi dengan teknologi sederhana dengan dukungan bahan yang ada di area komunitas itu bertempat tinggal. Hal yang sama ini juga dapat diamati pada system irigasi, dilakukan dengan cara swadaya untuk pengelolaan perkebunan dan persawahan yang dikelola masyarakat pedesaan.


Berkaitan dengan kondisi geografis, banyak komunitas pedesaan di Indonesia memperoleh air bersih sangat tergantung kepada musim penghujan sehingga penggunaan tendon air menjadi tumpuan keseimbangan memperoleh air bersih.


Untuk hal-hal lain seperti pengadaan air bersih, di kota kecil dan pedesaan pendistribusian sudah diakomodasi secara baik, kecuali pada daerah-daerah yang tak memiliki sumber. Pemasalahan air bersih justru muncul di kota-kota besar, jaringan distribusi belum mencapai separuh kebutuhan. Pada masyarakat kota besar di Indonesia, memperoleh air bersih sebagian diperoleh melalui pendistribusian air bersih (walaupun belum menjangkau separuh dari penduduknya) sudah memerlukan system yang lebih majemuk. Pengendalian penggunaan dilakukan sebagai bisnis antara penyedia air bersih dengan pengguna air bersih. Pendistrubusian yang tidak menjangkau seluruh penduduk di kota besar menyebabkan penggunaan langsung air dari sumber alam yang ada.


Di kota-kota besar Indonesia, sampai saat ini kebutuhab penggunaan dan pemanfaatn alat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada setiap individu anggota komunitas cenderung terus berkembang, baik perkembangan jenis maupun kuantitas. Hal ini ditandai dengan keragaman alat kegiatan yang beredar di pasaran yang dapat diperoleh secra mudah. Perkembangan teknologi pendukung alat-alat tersebut menjadikan harga yang cenderung merendah jika telah hadir alat-alat yang sama dengan teknologi baru menggantikan teknologi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan pemilikan property telekomunikasi yang ada pada awal decade ini masih terbatas pada kalangan social ekonomi tertentu sudah berubah ke social ekonomi lebih rendah bahkan kepada usia yang lebih rendah.


Dalam kehidupan social kota besar, anak sebagai anggota keluarga yang pada usia awal sekolah pada decade yang lalu cenderung diantar dan dijemput anggota keluarga saat ke sekolah maupun usai sekolah baik di kota besar maupun kota kecil, dan dalam perkembangan saat ini untuk anak dengan usia yang sama banyak yang sudah dipercaya menggunakan alat transportasi angkutan penumpang umum, bahkab banyak yang membuat perjanjian di tempat yang sudah disepakati. 


Saat mobilitas merupakan sunstamsi, maka mobilitas dipilih dengan daya dukung yang memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Di Indonesia ditandai dengan diversifikasi transportasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam kondisi dengan diversifikasi seperti ini, sarana transportasi yang memiliki fungsi yang lebih efektif dan lebih efisien cenderung dipilih, hal ini berkaitan dengan penghematan waktu dan biaya secara tak langsung meningkatkan kualitas hidup.


Mobilitas memang manifestasi manusia makhluk social, di pedesaan Indonesia dalam proporsi yang cukup besar dilakukan kekuatan fisik, dan keadaan ini juga menyebabkan kerapatan penduduk di kota akan semakin meningkat dengan kenyataan kota besar memiliki sarana pendukung mobilitas yang lebih tinggi dari pedesaan di dekatnya. Dan dapat ditandai pula bahwa bagian dari kota besar akan berkembang dengan penyediaan dukungan mobilitas bagi penduduknya.

Mobilitas secara sederhana diamnapun masih membutuhkan kekuatan fisik, dan dalam perkembangannya dalam bentuk revolusi transportasi karena ditemukannya rod, dan dalam hal ini akan melahirkan kebutuhan fasilitas pendukung berupa jalan, maka dapat ditemui pada setiap pedesaan di Indonesia jalan-jalan yang dibuat oleh komunitasnya, bahkan pembuatan jalan yang bersifat swadaya dapat ditemukan pada masyarakat kota.

Kebutuhan mobilitas penduduk ini amat dipengaruhi factor geografi, namun keyakinan bahwa ketersediaan sarana pendukung memberikan perkembangan kualitas kehidupan penduduk tidak dapat dipungkiri sebagai kerangka berpikir, namun kesemuanya ini tetap memerlukan fasilitas pendukung yang substansi maupun pendukung. Mobilitas penduduk melalui darat, sungai, laut maupun penggunaan pesawatr terbang di Indonesia ada yang sudah memiliki diversivikiasi, dan ada juga yang tergantung hanya pada satu jenis alat mobilitas seperti banyak di daerah Indonesia bagian Timur.


Di kota besar Indonesia, mobilitas sudah menampilkan cirri gaya hidup penduduk. Pemilikian kendaraan bermotor sudah amat meningkat tajam sehingga pemilikan kendaraan bermotor bukan lagi sebagai status social ekonomi pemiliknya seperti pada beberapa decade sebelumnya, hal ini sudah terjadi pula di kota-kota kecil.


Penggunaan alat yang menunjang kualitas hidup melalui efisiensi dan efektifitas, di kota besar tergantung kepada pengalaman langsung maupun pengalaman tak langsung melalui model dan informasi. Pengalaman anggota masyarakat kota besar dijadikan model bagi anggota masyarakat lainnya untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan kehidupan seperti yang diinginkan, walaupun demikian dalam proporsi yang kecil model inpun memicu gaya peningkatan kualitas hidup anggota masyarakat di kota kecil.


Selaras dengan perkembangan pengetahuan dan aplikasinya di bidag teknologi dan pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakan dan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anggota masyarakat. Kebutuhan (baik sederhana maupun majemuk) muncul untuk hal-hal substansi yang mendasari kehidupan, di samping itu juga muncul kebutuhan penggunaan produk teknologi untuk memanfaatkan efisiensi dan efektivitas yang ditimbulkannya. Kebutuhan yang majemuk ini semakin kuat jika dipicu pemahaman akibat interaksi sesame anggota komunitas maupun interaksi dengan anggota komunitas lain.


Sebagai makhluk social kebutuhan yang meliputi mobilitas, komunikasi, ekspresi emosi dan ide, dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sampai saat ini tidak pernah bebas dari penggunaan teknologi baik di kota besar maupun kota kecil sudah mulai dengan penggunaan alat yang akan semakin menggantikan aktivitas kerja individu.


Perkembangan penggunaan alat ini akan dipicu pula dengan peran hal-hal lain sebagai pendukung, baik pendukung dalam memproduksi alat maupun pendukung dalam perkembangan memfungsikan alat dari fungsi yang sederhana hingga fungsi yang semakin majemuk sehingga istilah modernisasi sebagai pengganti konsep bahwa teknologi yang baru mengusangkan teknologi sebelumnya sudah dialami masyarakat kota besar di Indonesia dalam hitungan masa satu decade saja. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dimana gabungan dari beberapa hal akan melahirkan alat pendukung baru yang melahirkan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dari sebelumnya diakibatkan membenjirnya informasi dari berbagai sumber dengan dukungan sejumlah infrastruktur. 


Indonesia memilii infrastruktur telekomunikasi cukup komprehensif, walaupun demikian masih ditemui fakta cara menyampaikan berita masih merupakan replikasi dari lahirnya legenda lari marathon dalam dunia atletik atau belum tersentuk teknologi telekomunikasi, walaupun demikian pada sebagian komunitas sudah dimungkinkan pula kenyataan bahwa ‘peristiwa saat ini akan diketahui saat ini pula’.


Di Indonesia, aktivis pertanian, aktivis industri, maupun aktivis distribusi informasi masih bergabung dalam satu era walaupun konsep Human Capital sudah merupakan wacana kekuatan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia masih merupakan andalan untuk penunjang kehidupan masyarakat Indonesia, pemanfaatan secara efektif dan efisien membutuhkan cara yang bijak dan ini memberikan kontribusi tinggi pada penyelenggaraan ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh peranan infrastruktur. 

Persepsi masyarakat terhadap fakta actual ketersediaan infrastruktur


Di kota-kota besar Indonesia, sampai saat ini kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan infrastruktur terus berkembang, namun efektifitas dan efisiensinya diasumsikan masih dimanfaatkan dalam kalangan yang terbatas, hal ini dapat dilihat di kota-kota besar. Infrastruktur transportasi yang masih menuntut transportasi biaya tinggi, bahkan di Jakarta teredia jalan bebas hambatan dengan biaya tertinggi di Indonesia. 

Di kota besar Indonesia, mobilitas memang sudah membentuk gaya hidup yang khas pada penduduknya. Pemilikan kendaraan bermotor sudah amat meningkat tajam namun hal ini menurunkan kualitas pemanfaatan infrastruktur transportasi. Diversifikasi transportasi perkotaan yang tersedia belum cukup memberikan solusi kebutuhan mobilitas barang dan orang dengan kualitas yang memadai, bahkan perbaikan sarana jalan sudah memberikan efek menurunkan kualitas efisiensinya. 

Mobilitas penduduk melalui sungai dan laut sudah menuntut penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Sarana angkutan laut tidak reliable kartena tergantung cuaca, begitu pula angkutan sungai sangat tergantung pada musim. Kapasitas daya angkut tidak memadai pada saat-saat yang sebenarnya sudah diantisipasi (hari libur sekolah, hari libur keagamaan).

Penggunaan pesawat terbang di sebagian wilayah Indonesia bagian Timur merupakan transportasi andalan, dan sampai saat ini masih menuntut penerbangan yang aman karena keberadaan infrastruktur pendukung belum memadai (belum seluruh rute penerbangan terpandu system navigasi darat). Secara umum, kualitas system transportasi maupun kuantitas pemerataannya tidak jelas arahnya.

Untuk hal-hal lain seperti pengadaan air bersih, di kota kecil dan pedesaan pendistribusian sudah diakomodasi secara baik, kecuali pada daerah-daerah yang tak memiliki sumber. Permasalahan air bersih justru muncul di kota-kota besar, jaringan distribusi belum mencapai separuh kebutuhan, padahal kota besar justru yang membutuhkan pengadaan air bersih yang tergantung kepada sumber alam dari luar daerahnya. Penggunaan air tanah di kota besar (antara lain di Jakarta) sudah dianggap merusak lingkungan, ditandai dengan permukaan air tanah yang mulai menurun, bahkan sudah diiringi dengan intrusi air laut ke tengah kota. 

Permasalahan yang memerlukan solusi dukungan infrastruktur antara suatu komunitas dengan komunitas lain bersifat spesifik dan unik, memerlukan pendekatan permasalahan yang bersifat kasuistik. Di samping itu kualitas maupun kuantitas aktivitas masyarakat terus berkembang, berbagai sector termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan juga pertahanan. Kebutuhan infrastruktur juga terus berkembang, mulai dari pengadaan sampai peningkatan kualitas teknologi infrastruktur.

Dari pandangan masyarakat, kualitas infrastruktur terus meningkat terutama berkaitan dengan  penggunaan teknologi di sector komunikasi, namun dari segi pemerataan tidak sejalan dengan kuantitasnya. Maish banyak daerah yang belum terjangkau telekomunikasi.

Beberapa kenyataan menyimpulkan bahwa heterogenitas penyediaan infrastruktur merupakan kerentanan maupunkekuatan perkembangan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Rentan dalam hal ekonomi dan pertahanan, dan merupakan kekuatan karena memberikan kemampuan penyesuaian kepada penduduknya.

Pada kota besar, penggunaan air bersih langsung dari sumber alam saari ini sudah dianggap sebagai ‘merusak sumber daya alam’ bahkan sudah dianggap sebagai ‘merusak lingkungan’ dan mengatasinya masih terbatas pada ‘harus membayar lebih mahal’. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota besar di Indonesia sudah memerlukan dukungan system yang memerlukan infrastruktur pengadaan air bersih.

Infrastuktur merupakan factor pendukung mendasar pada setiap aktivitas individu anggota komunitas. Pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur merupakan kebutuhan vital, dan pemeliharaan diharapkan tidak menurunkan kualitas pengoperasian secara signifikan. 

Munculnya produk dengan tingkat fungsi peningkatan kualitas hidup manusia akan memerlukan factor pendukung. Dpat disimpulkan bahwa setiap lahir suatu alat yang lebih efektif dan lebih efisien terbentul melalui dekungan hal-hal ialn termasuk di dalamnya infrastruktur. Aplikasi penemuan pengetahuan ke dalam teknologi menjembatani kebutuhan dengan realisasinya sebagai dukungan infrastruktur. Pemikiran terhadap antisipasi kebutuhan akan memicu lahirnya ide-ide kreatif yang kenudian jika dikaitkan dengan ilmu-ilmu terapan seperti teknologi akan melahirkan produk alat yang mewakili ide-idenya
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Abstrak


Energi listrik merupakan energi yang paling efisien dan paling mudah untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk pengadaan energi listrik yang cukup, handal dan berkualitas diperlukan infrastruktur pembangkit, transmisi, distribusi. Walaupun Indonesia telah meiliki kapasitas pembangkit hamper 25.000 MW, ratio elektrifikasi nasional baru mencapai sekitar 56% yang berarti masih tersisa 44% masyarakat belum menikmati listrik. Pemenuhan energi listrik terhadap masyarakat yang belum menikmati mutlak diperlukan, agar kesejahteraan hidupnya dapat meningkat. Untuk pencapaian itu diperlukan investasi baru, regulasi baru pengelolaan kelistrikan, struktur tarif yang sehat dan benar, dukungan regulator terhadap jaminan energi primer serta mendorong peran pemerintah daerah mendukung pertumbuhan infrastruktur kelistrikan didaerahnya. 

. 

I. Pendahuluan

Sampai dewasa ini energi listrik diketahui sebagai energi yang paling mudah dipergunakan, efisisen, untuk berbagai keperluan, industri, proses produksi, perkantoran, pendidikan, perumahan dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan keperluan hajat hidup manusia. Manusia di planet bumi hampir tidak dapat dipisahkan kehidupannya dari kebutuhan enegi listrik. Manusia yang menyatakan dirinya sebagai manusia modern, sudah sangat sulit membayangkan kehidupannya tanpa adanya energi listrik. Dewasa ini konsumsi pemakaian energi listrik per penduduk dan jumlah energi listrik yang tersedia perpenduduk dapat dijadikan indikator kemajuan ekonomi suatu bangsa [1]. Bangsa yang masih miskin dan terbelakang, maka ketersediaan energi listrik masih kurang, kehandalan rendah dan mutu yang tidak terjamin.

Negara Negara yang telah maju, ketersediaan listrik telah menjadi perioritas, tidak saja dari segi kecukupan energi yang harus tersedia (quantity), tetapi menyangkut kehandalan (reliability) dan kualitas suplai (quality of supply). Ketiga faktor dasar ketersediaan energi listrik, quantity, reliability dan quantity menjadi ukuran bagi tingkat mutu pelayanan (customer satisfaction). Mutu pelayanan menjadi sangat penting karena hal ini menyangkut pembiayaan yang harus ditanggung oleh produsen listrik dan konsumen. Secara teori, semakin tinggi keandalan suplai listrik akan menyebabkan pembiayaan yang tinggi disisi produksi, tatpi akan memberikan pembiayaan yang lebih rendah disisi konsumen, demikian juga sebaliknya bila keandalan rendah akan menyebabkan pembiayaan tinggi disisi konsumen dan pembiayaan rendah disisi produsen [2].

Untuk memenuhi ketiga kriteria tersebut, perusahaan kelistrikan atau pemerintahan disuatu negara harus memiliki jumlah pembangkit yang cukup, infrastruktur jaringan transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pusat pembangkit ke pusat pusat beban (load centre) dan jaringan distribusi yang mendistribusikan energi lsitrik dari pusat pusat beban  ke konsumen. Tanpa kesiapan ketiga infrastruktur tadi maka kriteria keandalan, kualitas dan kecukupan tidak akan terpenuhi.

Ketersediaan infrastruktur pembangkit harus ditopang oleh jaminan suplai energi primer yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Energi primer yang dimaksudkan, seperti minyak tanah, gas, batubara, panas bumi (bila tersedia), dan berbagai sumber energi alternatif lainya. Negara negara yang tidak memiliki energi primer, biasanya menggantungkan sebagain energi lsitriknya terhadap energi nuklir, seperti Perancis, Jepang, Korea dan berbagai negara lain[ 1]

II. Infrastruktur Kelistrikan Indonesia. 

II.1. Pengelolaan Kelistrikan Nasional

Pengelolaan kelistrikan nasional dimonopoli oleh PT PLN (Persero) sebagai PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan), sesuai undang undang no 15 tahun 1985 [3,4]. PT PLN (Persero) mengelola kelistrikan mulai dari sektor pembangkit, transmisi dan sampai distribusi. Artinya PT PLN (Persero) mengelola bisnis kelistrikan mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dengan fungsinya sebagai PKUK, PT PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya sektor ketenagalistrikan di Indonesia sudah akan mengalami restrukturisasi yaitu dengan adanya UU no 20 tahun 2002, tetapi Undang Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pda tahun 2004, sehingga regulasi sektor ketenagalistrikan kembali ke UU no 15 tahun 1985. Organisasi pengelolaan kelistrikan nasional diperlihatkan oleh diagram pada gambar 1 berikut [5]. 


Gambar 1. Organisasi Pengelolaan Kelistrikan Nasional [5]

Dari diagram organisasi pengelolaan kelistrikan nasional terlihat bahwa di sektor pembangkita telah terlibat swasta sebagai penyedia energi listrik, yaitu listrik swasta yang dikenal dengan IPP. IPP sebagai penyedia menjual listrik ke PT PLN melalui Grid transmisi yang dikelola oleh P3B Jawa Bali ataupun IPP diluar Jawa Bali melalui Grid yang tersedia di kawasan tersebut.

Sampai dengan tahun 2006  jumlah kapasitas pembangkit listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berjumlah sekitar 24.500.MW, dengan distribusi di sistem Jawa Bali berjumlah sekitar 18.000.MW dan luar Jawa Bali baru mencapai 6.500.MW. Total kapasitas pembangkitan sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 diperlihatkan oleh tabel 1 berikut [4,6].

Table1.  Kapasitas Pembangkit terpasang (MW) yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) 

	Tahun
	Hydro Generator
	Diesel Generator
	Gas Generator
	Combined Cycle
	Geothermal Generator
	Steam Generator
	Total

	1999
	3.013
	2.649
	1.516
	6.281
	360
	6.770
	20.591

	2000
	3.015
	2.549
	1.203
	6.863
	360
	6.770
	20.761

	2001
	3.105
	2.585
	1.224
	6.863
	380
	6.900
	21.058

	2002
	3.155
	2.589
	1.224
	6.863
	380
	6.900
	21.112

	2003
	3.167
	2.670
	1.224
	6.863
	380
	6.900
	21.206

	2004
	3.199
	2.933
	1.481
	6.560
	395
	6.900
	21.470

	2005
	3.220
	2.994
	2.723
	6.280
	395
	6.900
	22.515


Dari kapasitas tersedia tersebut, jumlah pelanggan yang telah dilayani oleh PT PLN (Persero) sampai tahun 2006 baru mencapai sekitar 36.000.000. (36 juta) pelanggan. Perkembangan pertumbuhan konsumen yang berhasil dilayani ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.  Jumlah pelanggan, daya tersambung dan energi terjual

	Year
	Total number of Customers
	Connected Power (MVA)
	Energy Sales (GWH)

	1999
	27.524.552
	36.215
	71.332

	2000
	28.595.405
	38.833
	79.164

	2001
	29.827.728
	41.585
	84.520

	2002
	30.953.919
	43.666
	87.088

	2003
	32.151.416
	45.590
	90.440

	2004
	33.366.446
	47.852
	100.097

	2005
	34.559..353
	50.717
	107.032


Secara nasional rasio elektrifikasi baru mencapai 56% [4,6], artinya sampai saat ini ada sekitar 44% masyarakat Indonesia yang belum menerima listrik. Ratio elektrifikasi tertinggi dicapai oleh Pulau Jawa Bali telah mencapai 60 an persen, Sumatra yang baru mencapai 54%, Kalimantan 47%, Sulawesi 56% dan daerah lain rata rata baru mencapai 35%. Untuk mendukung pelayanan terhadap konsumennya, PT PLN (Persero) memiliki infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi yang jumlah dan panjangnya dirangkum pada tabel 3 berikut.  


Table 3. Panjang Saluran Transmisi dan Distribusi Nasional (kms)

	Year
	Low Voltage
	20 kV and under
	25-30 kV
	70 kV
	150 kV
	500 kV

	1999
	282.921
	207.162
	18
	5.057
	16.545
	2.767

	2000
	287.531
	214.311
	11
	4.933
	17.102
	2.774

	2001
	297.157
	221.075
	11
	4.944
	18.183
	2.849

	2002
	307.867
	225.501
	11
	4.944
	19.406
	3.207

	2003
	313.828
	230.013
	11
	5.034
	19.518
	3.607

	2004
	322.702
	281.676
	259
	4.726
	22.229
	3.578

	2005
	324.454
	236.008
	259
	4.726
	22.380
	3.578


II.2. Pertumbuhan, Penjualan Energi Listrik, Penjualan dan Subsidi.

       Pertumbuhan pemakaian energi, penjualan dan pendapatan sampai tahun 2005 disajikan pada tabel 4 berikut [4]. Pertumbuhan pemakaian energi terus meingkat sejalan dengan jumlah konsumen yang terus meingkat. Disisi lain karena struktur tarif yang tidak dapat mengikuti kenaikan biaya operasi, maka terjadi kenaikan subsidi yang diberikan kepada PT PLN (persero).
Tabel 4. Pertumbuhan, Penjualan dan Penjualan  Energi Listrik

	Tahun
	Penjualan Energi ( GWh)
	Harga Jual rata rata Rp/kWh.
	Penjualan (Juta Rp)
	Subsidi 

(Juta Rp)

	2001
	84.520
	334.55
	28.275.963
	-

	2002
	87.088
	448.03
	39.018.462
	4.739.074

	2003
	90.440
	550.74
	49.809.637
	4.096.633

	2004
	100.097
	581.75
	58.232.002
	3.469.920

	2005
	107.032
	590.91
	63.246.221
	12.510.960


Pada tahun 2006 karena ada kenaikan bahan bakar minyak biaya subsidi menjadi meningkat dan pada tahun 2007 diperkirakan akan mencapai 27 Triliyun rupiah. Hal ini terjadi karena sebagian pembangkit yang dimiliki PT PLN (Persero) masih menggunakan bahan bakar minyak.

III. Tantangan Bisnis Kelis\trikan Nasional

Tantangan kelistrikan nasional kedepan adalah:

· mampu mengkaselerasi penambahan jumlah pelanggan yang belum terlistriki

· Meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen eksisting (kecukupan, kualitas dan keahandalan)

· Mengefiseinkan pembangkit pembangkit yang ada

· Menambah pembangkit pembangkit baru dengan bahan bakar yang lebih efisien (gas atau batubara)

· Pembangunan infrastrukur transmisi dan distribusi yang mungkin akan berbenturan dengan masalah lingkungan dan pembebasan lahan

· Perubahan struktur tarif yang memungkinan perusahaan kelistrikan tidak menggantungkan subsidi kepada pemerintah,

· Adanya regulasi baru sebagai pengganti undang undang no 20 tahun 2004 yang lebih berkeadilan dan mendorong bisnis kelistrikan yang sehat serta transparan,

· Penyiapan dana investasi  untuk pembangkit, transmisi dan distribusi

· Jaminan dukungan pengelolaan energi primer (gas, batubara dan sumber sumber energi alternatif lain) bagi pasokan pembangkit listrik,

· Bagaimana peningkatan kebutuhan energi listrik dapat juga mendorong tumbuhnya industri peralatan peralatan pendukung

III.1. Akselerasi Penambahan kapasitas untuk meningkatkan jumlah pelanggan.


Mengingat ratio elektrtifikasi Nasional baru mencapai 56%, yang berarti 44% masyarakat Indonesia belum menerima listrik. Hal ini sangat ironis mengingat Indonesia telah 62 tahun merdeka dan masih tersisa 44 % masyarakat belum menikmati listrik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bukanlah suatu tantangan yang mudah untuk diatasi. Untuk mengakselerasi masyarakat yang dapat menikmati listrik diperlukan tidak sedikit dana dan uasaha. Bila dikaji dari kondisi existing saat ini tersedia 24.500 MW, maka untuk memenuhi kebutuhan 44% masyarakat sisanya diperlukan kapasitas pembangkit sekitar 20.000 MW. Bila secara generik biaya untuk membangun pembangkit per kw adalah 1000 U$, maka diperlukan dana sebenar 20. Milyar U$, atau setara 195 T. Angka ini baru prakiraan untuk kebutuhan pembangkit. Untuk penyaluran diperlukan jaringan transmisi dan distribusi yang diprakirakan akan membutuhakan dana yang sama dengan biaya investasi pembangkit..

      Adanya jaminan investasi juga belum menjamin jaminan pasokan terjamin, hal ini terkait erat dengan ketersediaan energi primer yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Agar keberlangsungan pasokan listrik terjamin dengan pembangunan infrastruktur pembangkit baru, kebijakan yang terkait dengan jaminan energi primer harus ditetapkan oleh pemerintah. Adanya kendala mendapatkan jaminan energi primer, seperti halnya terjadi dewasa ini akan menyebabkan biaya produksi meningkat (kelangkaan gas dan batubara), sehingga subsidi dari pemerintah meningkat. Kedepan harus dibuat regulasi yang berpihak mendukung keberlangsungan jaminan pasokan listrik yang dapat menjadi penggerak/pendorong pertumbuhan industri nasional [6].


Untuk akselerasi penurunan ratio elektrifikasi, mengingat distribusi masyarakat Indonesia juga banyak yang masih tinggal didaerah  terisolasi (isolated area) atau memencil dalam suatu kawasan tertentu/tinggal di pulau pulau kecil yang jauh dari grid saluran transmisi, perlu dipikirkan teknologi khusus yang berbiaya murah. Konsep listrik pedesaan atau listrik daerah terisolasi perlu dibuatkan sistem tersendiri. Selain itu untuk daerah daerah tersisolasi dapat diberikan energi listrik yang memanfaatkan potensi energi lokal, seperti air terjun/aliran air sungai, angin dan energi matahari. Tantangannya adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk mampu mengembangkan dan merawat teknologi teknologi tersebut seandainya di implementasikan.

      Dalam upaya akselerasi tersebut, pemerintah daerah dapat diperankan secara optimal. Listrik walaupun secara ekonomi dapat dipandang sebagai komoditas [8], yang biaya produksinya harus ditanggung oleh konsumen, tetapi pada tahap tahap awal energi listrik dapat diperankan sebagai infrastruktur yang dapat berupa subsidi dari negara untuk masyarakat tidak mampu. Dengan menjadikan listrik sebagai infrastruktur dlam batas tertentu, maka listrik merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat sebagai penggerak perekonomian Dengan era otonomi daerah, pemerintah daerah secara terbatas dapat berperan ikut mendorong memberikan subsidi kepada masyarakat didaerahnya dalam pembangunan infrastrur kelistrikan dan biaya operasi yang terbatas, atau memberikan subsidi dalam bentuk bahan bakar. Bila ini dapat dilakukan, prospek akselerasi dapat dipercepat. Agar pemda dapat berperan lebih baik, maka regulasi sektor ketenagalistrikan perlu di sempurnakan, sehingga mana yang menjadi peran perusahaan, mana peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dan peran sektor swasta dapat diperjelas.

III.2. Struktur Tarif.

     Dewasa ini struktur tarif listrik ditentutkan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam menentukan tarif, idealnya biaya produksi, biaya investasi, biaya penyaluran dan biaya operasi harus lebih kecil dari harga jual energi listrik [7,8 ].Fakta di Indonesia, harga jual energi listrik nasional masih lebih rendah dari total biaya operrasi, sehinga kekurangan masih harus disubsidi oleh pemerintah. Kedepan harus dibau struktur tarif yang fleksibel yang memberikan ruang kepada perusahaan listrik memperoleh keuntungan sehingga tidak membebani subsidi negara. Struktur tarif diperlukan agar masyarakat juga terdidik dan terkendali dalam menggunakan energi listrik. Ilustrasi harga jual dan relasinya terhadap biaya produksi ditunjukkan oleh persamaan 1 berikut,



P > Bp + Bt + Bd + Br 




     ( 1 )

Dengan P = Harga Jual



Bp= Biaya pembangkitan



Bt = Biaya penyaluran transmisi



Bd= Biaya distribusi

Br = Biaya resiko

Bila yang terjadi P lebih kecil dari Bp+Pt + Bd + Br, maka harus ada subsidi dari pemerintah. Bila struktur tarif ini dapat diperbaiki, tentu kedepan akan mendorong iklim investasi di sektor ketenaga listrikan diproyeksikan akan tumbuh.

III.3.  Tantangan Pembangunan Transmisi Sebagai Sarana Penyaluran.

      Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat telah memangkas lahan lahar produktif, seperti hutan hutan dan sawah. Saluran transmis yang dibangun biasanya memilih arena tanpa penduduk (persawahan, hutan) saat ini juga semakin sulit untuk mendapatkan lahan. Pembebasan lahan sudah tidak semudah masa lalu yang dapat dipaksa oleh negara. Regulasi pembebasan lahan untuk saluran transmisi, terutana saluran transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV (SUTET 500 kV) telah dipandang oleh sebagian masyarakat pembebasan dengan ganti rugi yang tidak berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menentang dan sampai menimbulkan perlawanan phisik. Kepmen ESDM no. 975 tahun 1999 yang mengatur pembebasan lahan tersebut dipandang telah tidak sesuai [9], sehingga diperlukan revisi untuk penyempurnaannya sehingga memenuhi rasa keadailan baik bagi masyarakat maupun bagi pengelola kelistrikan. Kedepan agar pembangunan saluran transmisi dapat berjalan lancar keterlibatan msyarakat yang dilalui harus diperhatikan dan memperhatikan azas keadilan, sehingga masyarakat yang ikut merelakan lahannya dilalui saluran transmisi merasa memperoleh manfaatnya. Untuk implementasinya diperlukan dukungan regulasi tidak hanya keluar dari pemerintah sebagai regulator, tetapi sudah sepantasnya DPR ikut terlibat mencari solusinya.
Penutup

       Dari uraian yang telah dibahas dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di Indonesia tetap diperlukan terus guna melistriki masyarakat yang masih belum mendapatkan dan juga menjaga jaminan pasokan terhadap kondisi eksisting,

2. Perlu regulasi baru agar bisnis kelistrikan nasional dapat tumbuh dan berkembang secara sehat,

3. Pembangunan infrastrukur pembangkit baru, harus juga diikuti dengan dukungan kebijakan pengelolaan energi primer meliputi securiti nasional dan struktur harga, agar jaminan suplai terhadap pembangkit terjamin,

4. Untuk akselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemda sebaiknya ikut diperankan terutama dukungan subsidi bagi masyarakat di diderahnya selama listrik masih diberlakukan sebagai infrastruktur,

5. Perlu dorongan dengan kebijakan pemerintah, agar dimanfaatkan potensi potensi energi lokal (air, panas bumi, angin, dan sinar matahari) sebagai pembangkit listrik, terutama daerah daerah terisolasi.
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1. Background

The Transportation Research Board in the United States of America has over many years spent considerable effort to identify and document “Critical issues in transportation” as a basis for the planning and programming of future research initiatives. Translink, the Asia – Europe universities link funded by the European Union as a part of its is performing a similar task of identifying potential transportation research areas and subsequent needs for research training through PhD programmes (Tjahjono et al, 2007).  The Translink members consist of: Royal Institute of Technol0gy, KTH, Stockholm Sweden as the grant holder, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Department of Civil Engineering, University of Indonesia and MARA University of Technology, Shah Alam, Malaysia as partners.  The critical issues in this document relate to land transport in urban regions of South East Asia, especially Indonesia and Malaysia.

Throughout this report, for each of the critical issues, the ‘discussion’ sections are largely drawn from the World Bank transport sector strategy review ‘Cities on the Move’ (World Bank, 2002).  The intention is that this material will serve as a catalyst to further discussion of the issues within the Translink project.

Economically, transport is the lifeblood of cities; in most countries, including developing countries, cities are the major sources of the national economic growth. Cities, and the growth of cities, make poverty reduction possible. Poor transport inhibits the growth of cities. Socially, transport is the means of (and the lack of transport is the impediment to) accessibility to the jobs, health, education, and social services that are essential to the welfare of the poor; inaccessibility emerges as a major cause of social exclusion in studies of the poor in urban areas. Urban transport strategy can thus contribute to poverty reduction both through its impact on the city economy, and hence on economic growth, and through its direct impact on the daily needs of the very poor.

The World Bank, in its urban transport strategy review (World Bank, 2002) characterises the cities in SE Asia and other developing regions in the following way.  Urban population continues to expand at more than 6 per cent per year in many developing countries. The number of megacities—cities with over 10 million inhabitants—is growing fast. More than one-half of the developing world’s population and between one-third and one-half of its poor, will then live in cities. Per capita motor vehicle ownership and use continue to grow by up to 15 to 20 per cent per year in some countries in the developing world. Traffic congestion and air pollution continue to increase. Pedestrian and other nonmotorised transport continue to be poorly served.  Increased use of private vehicles has resulted in falling demand for public transport and a consequent decline in service levels. Sprawling cities are making the journey to work excessively long and costly for some of the very poor.

In addition to the well-established trends outlined above, new trends have emerged in the last 15 years or so.   Cities are increasingly involved in trading patterns on a global scale, which makes the efficiency of their transport systems more critical. At the same time, responsibility for urban transport is in many cases being decentralised to the cities, which are often strapped for cash and are institutionally ill prepared for the new challenges.  Under these conditions the financial state of public transport has deteriorated drastically

in many countries. The safety and security of urban travellers are also emerging problems. 

Urban growth also increases transport costs. From the viewpoint of efficiency and growth, it is not too difficult to characterise the central problem.  Economies of agglomeration generate the growth of cities. As cities grow and become richer, vehicle ownership and use grow more rapidly than the available road space, resulting in increased congestion and traffic-generated air pollution.  Urban growth often also has perverse distributional effects. As cities expand, the price of more accessible land increases. Poor people are forced to live on less-expensive land, either in inner-city slums or on city peripheries. As average incomes grow and car ownership increases, the patronage, financial viability, and eventually quality and quantity of public transport diminishes. Motorisation, which is facilitated by the growth process, may thus also make some poor people even poorer. In particular, in the absence of efficient congestion pricing for

road use, piecemeal investment to eliminate bottlenecks will almost certainly benefit the relatively wealthy at the expense of the poor. 

2. Methodology

Against this background an important Translink activity has been the development of a report, or manual, on Critical Issues in Urban Land Transport. This will provide a background paper to the topic selection part of Translink’s research guidelines.

The purpose of the Report on Critical Issues is to produce a document that can be used to help researchers define transport research topics suitable for PhD research based on real transport needs in their local area or region.  The scope is urban transport in SE Asia, in particular Malaysia and Indonesia.

With these considerations in mind, the Translink team, with input from colleagues in Malaysia and Indonesia, has outlined the most critical transportation issues facing urban regions of SE Asia in the first decade of the 21st century.   A further source of guidance for the report was through discussion with Transport Professionals (outside academia) in Indonesia and Malaysia. These professionals included those attached to the following organisations:

Indonesia:

· The TransJakarta busway: a bus rapid transit system with similar characteristics to the Transmilenio busway in Bogotá, and dedicated to encouraging modal shift by providing a quality alternative to the car.

· The Municipal Government of DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Indonesia’s capital city, accommodating around 12 million populations.

· Traffic Management Centre at the Greater Jakarta Traffic Police Head Quarter

· The Provincial Government of West Java and Municipality of Bandung  accommodating a population of around 36 million in urban, semi-urban and rural areas in which of 6 million inhabitant living in the Greater Bandung Area.

Malaysia:

· The ITS (Intelligent Technology Information System) traffic control centre, whose job it is to minimise traffic congestion in and around Kuala Lumpur through the use of traffic signal co-ordination.

· The Kuala Lumpur Municipal Government.

· Urban and sub-urban government railways in and around Kuala Lumpur.

· Shah Alam planning authority, including the bus regulator.

Some of the above, notably the TransJakarta busway and the ITIS traffic control centre, are to be used by the Translink project as case studies, from which PhD topics could be expected to be generated.  The University of Indonesia and UiTM have close links with these projects.

In February 2007 a one-day seminar and workshop on Critical Issues was held in the University of Technology Mara in Shah Alam, Malaysia.  Around 20 Malaysian academics both senior and junior were present, from UITM in Shah Alam and UITM campuses elsewhere in Malaysia, and also from other Malaysian Universities, The purpose of this event was to seek the opinion of a wider range of opinion on critical transport issues in Malaysia and to identify more specific research areas within them. The expertise and interests of members of this group included highway engineering, road safety, sustainable transport, public transport, traffic engineering and institutional development.

The workshop took the form of an introduction to Translink and the purpose and nature of its critical issues report. Participants then worked in about eight small groups and were asked to identify up with what they believed to be the critical issues faced by urban transport in Malaysia.  No information was given beforehand on the draft items produced by the Translink team. All groups carried out the exercise in isolation from each other. Each group then presented its issues, the reasons for their choice and potential research areas within each topic. Interestingly there was general agreement between groups on a number of key issues.  There was also good agreement between groups and Translink’s own draft list.  There were also a few issues identified only by one or two groups: these were added, at least temporarily, to the Translink list.  The potential research areas under each agreed issue varied much more between pairs and between them and the Translink Team. This appeared very much to reflect the particular interests of group members, but provided a useful range of topics for the Translink report. In summary, Table 1 shows the perceived importance issues in transport.

Table 1. Importance of Critical Issues

	Critical Issue
	Rank 1-3

(1 = high, 2 = moderate, 3 = low)

	Urban congestion
	1

	Energy and environment
	1

	Safety
	1

	Urban poverty and equity
	1

	Poor provision of public transport
	1

	Poor transport policy-making
	1-2

	Lack of accessibility
	2

	Need for urban planning
	2

	Need for institutional reforms
	2-3

	Lack of transport security
	3

	Human and intellectual capital
	Translink’s  focus


3.  Brief Report of Critical Issues in Transportation

The brief report concentrates to the high critical issues, namely; urban congestion, energy, environment, safety and urban poverty and equity and poor provision of public transport. 

3.1.  Urban Congestion (rank = 1)

The issue: Unrestrained demand for car trips, inadequate transport alternatives, poor network, poor traffic management and traffic control. Results: environmental degradation, long travel times – uncertainty / unreliability 

Discussion

The pressures on urban transport systems are increasing in most developing countries as part of the process of growth.  Motor vehicle ownership and use are growing even faster than population, with vehicle ownership growth rates of 15 to 20 per cent per year common in some developing countries. The average distance travelled per vehicle is also increasing in all but the largest, most-congested cities. This growth exceeds the ability to increase road space, and the major impediment to the efficient working of the urban economies in large-size cities, and particularly in megacities, is the level of road traffic congestion.  Travel speeds are decreasing and the travel environment for pedestrians and people-powered vehicles is deteriorating. Downtown weekday traffic speeds are reported to average 10 kilometres per hour (km/h) or less in Bangkok (Thailand) and Manila (Philippines), and 15 km/h or less in Kuala Lumpur (Malaysia).   It is estimated that congestion increases public transport operating costs by 10 per cent in some cities.  Of the 16 developing-country cities with populations of more than 4 million, 5 of them (including Jakarta) cited average one-way commute times of one and a quarter hours or more.  Growth of measured gross domestic product (GDP) is also reduced by freight congestion, delays, unpredictability and difficulties of conducting business.   All this is occurring despite the fact that motorisation is still at a relatively early stage in most developing economies; most developing countries have fewer than 100 cars per 1,000 people, compared with 400 or more per 1,000 people in the richer industrialised countries.  Furthermore, most transport-originated air pollution, as well as non-business time lost to congestion, is efficiency-reducing but is not directly reflected in GDP statistics.  

It is sometimes presumed that the deteriorating state of urban transport in many developing countries has been caused by relatively higher levels of motorisation with respect to income levels than are experienced in the industrialised countries.  The evidence does not support that proposition.  In terms of the relationship between income and car ownership, the developing countries are following a pattern very similar to that followed by the industrialised countries.  The problems of the developing countries thus do not generally seem to result from motorisation occurring at lower per capita income levels or at higher rates of income growth than that experienced in the earlier growth of the industrialised countries. Nevertheless, there are some respects in which the present situation does appear to differ from that of the industrialised nations at a similar stage in their income growth:

-
High concentration of national population, economic activity, and motorisation itself in one or a very few major cities that are expanding rapidly in size and population

-
Inadequate quantity and structure of road infrastructure, often associated with rapid population growth

-
Poorly developed institutional, fiscal, and regulatory arrangements at the municipal level.
Regarding urban road infrastructure, the World Bank makes the following three points: 

Good road infrastructure does not necessarily mean total auto dependence.  Indeed, it is the combination of land-use and transport planning that has made it possible for some cities to reconcile high mobility with high quality of urban life. In order to achieve that reconciliation, traffic has been restrained (as in Singapore, by road pricing) and has been managed to maintain safe, efficient, and environmentally acceptable movement of people, not just of vehicles. 

Even in highly congested cities, urban road transport efficiency can be improved through better system management. Although rapid development of technology has reduced the cost—as well as the maintenance and operational skill requirements—of modern traffic management techniques, many cities are still too poorly organised and inadequately staffed to make effective use of this development. Both technical assistance and investment are capable of yielding high returns in this field, as long as fundamental institutional and human resource problems are addressed. Urban road decay is a serious problem in many countries. Road decay contributes to congestion and increasing operating costs. It often arises from jurisdictional conflicts—such as conflicts over which authority is responsible for which roads, lack of clear ownership of neighbourhood roads, or inadequate allocation for urban roads from the national road funds through which road funding is channelled.

Possible areas for research and PhD topics

· Funding for transport system implementation, operation and maintenance: taxation, congestion charges, Public Private Partnership (PPP) and other methods. 

· Travel behaviour

Traffic demand management e.g. regulatory measures, parking policies and road pricing,

· Public transport measures  e.g. increased supply, lower fares and better quality

· Mobility management including public awareness campaigns of congestion impacts, the need to minimise car travel and promotion of alternative modes, car-pools, bicycles 

· Infrastructure measures, e.g. Road network improvement (ring roads, bypasses), HOV-lanes, bus lanes, Making more efficient use of the network (traffic signal systems, reduce side friction elements such as unprotected road users, paratransit, street markets 

· Impact assessment methods – socioeconomic analysis 

· Transport modelling

3.2. Energy and environment (rank = 1)

The issue:  Poor air quality and greenhouse gases. Not sustainable in the long term.  Problems:

· High level of emissions effecting health ( Pb, CO, NOX, HC, particles  leading to poor air quality, and those affecting climate (CO2).  

· High noise levels

· Physical barriers 

· Ecological problems (water supply, habitat)

· Energy consumption, growing dependency on oil  

Discussion 

Road transport contributes significantly to urban air pollution in many countries. The World Health Organization estimates that suspended particulate matter leads to the premature death of over 0.5 million people per year.  Recent World Bank estimates suggest that the total economic damage of air pollution represents up to 10 per cent of GDP in polluted cities such as Bangkok, Kuala Lumpur, and Jakarta.  For six developing-country cities with a total population of over 50 million (including Mumbai; Shanghai; Manila and Bangkok) World Bank estimates show the costs of particulates and other vehicle emissions (excluding lead) as equivalent to 60 per cent of the import cost of gasoline and over 200 per cent of the import cost of diesel.
The economic costs of air pollution have been estimated to be equivalent to about 2 per cent of gross domestic product in many countries. Incorporation of environmental issues within an urban transport strategy requires the identification of the main transport-generated pollutants (usually suspended particulate matter, lead, and ozone) and the mobilisation of technical, fiscal, and system management controls on fuel and vehicle technology to reduce these pollutants. Frequently these will also contribute to a desirable reduction of greenhouse gas emissions.

In addition to urban air quality is the question of greenhouse gases (GHGs).  It is now generally agreed that a global climate change is occurring. It also appears that the poorer countries stand to suffer most as a consequence of this change, with estimated costs in the range of 5 to 9 per cent of gross domestic product (GDP) for some of the poorer countries—several times greater than the relative effect in industrialised countries.  It is estimated that the transport sector is responsible for about 25 per cent of emissions of the gases contributing to global warming in industrialised countries, but only about one-half this amount in developing country cities.  Although controversy continues over the optimal greenhouse reduction strategy, and the distribution of action between industrialised and developing countries, it is accepted that some mitigating strategy is called for in all countries.  Despite this, GHG mitigation has a negative connotation in many developing countries, where exhortations to limit GHG emissions are perceived as a denial of the right to develop the services and lifestyle being enjoyed by industrialised countries. The apparent unwillingness of some industrialised-country governments to take strong action also does not help, while the inherent long-term and nonlocal nature of the negative impacts of GHGs feeds this attitude.  To avert this outcome requires a combination of transportation policy reforms in the short term and technological changes in the longer term.  The question is how to get such policies adopted.  The suggested key to changing this situation is to link GHG-mitigation policy initiatives to goals that are perceived to be of immediate relevance (such as local air pollution and balance-of-payments considerations) and to try to uncouple, or at least “flex,” the link between economic growth and GHG emissions from the transport sector.
Some robust “win-win” environmental strategies exist for the urban transport sector. Good traffic management can reduce environmental impact as well as congestion. Tax structure reform can encourage the use of cleaner fuels and stimulate better vehicle maintenance. This reform, however, requires the design of fiscal measures to handle problems associated with the use of fuels (for example, kerosene, which is used in several sectors), and to handle the associated conflicting policy objectives, such as those associated with the taxation of diesel fuel.  
Possible areas for research and PhD topics 

· Traffic management, including demand management

· Life style behaviour change

· Technical development (engines, fuels)

· Fiscal instruments

· Emission legislation (catalytic converter exhaust treatment, unleaded fuel)

Study of different scenarios of measures required to reduce emissions including life style change. How households can change their behaviour. Carbon transport simulation model.

Speed limit optimum

3.3. Safety (rank = 1)

The issue:  Accident rates unacceptably high. No coordinated plan for accident reduction and prevention is available in most developing countries. With rapidly increasing motorisation, this problem can be expected to worsen. There are two main consequences: firstly the direct injury and trauma to victims and secondly, the economic loss to families and communities through loss of earnings.

Discussion

About 1 million people die worldwide each year in road traffic accidents.  Those suffering serious injury are about 10 times the number of deaths. Despite low vehicle ownership rates, 85% of the deaths and injures are in developing countries, with about half in urban areas. The accident rates can be very high compared to those in industrialised countries.  Accidents have a direct economic cost of between 1 and 2 per cent of GDP in many countries. Accidents occur widely on roads between intersections rather than being concentrated at intersections, as is the case in industrialised countries, and the majority of victims are poor pedestrians and bicyclists.

The first steps to improve traffic safety are the development of national road accident data collection and analysis capability, and the formation of institutional arrangements to ensure that the data are transmitted to those who need them for policy purposes.  Road accident fatalities and serious injuries have long been known to be substantially underreported in official police statistics in developing countries, and should be adjusted up by 10 per cent at the very least.  The absence of adequate accident statistics is important, not only because it diverts attention from the seriousness of the problem but also because it hinders the search for, and selection of, appropriate remedies. Identifying the most vulnerable locations, types of accident, and types of person involved is the basis for road-safety policy design.  Introduction of an effective system of accident recording and analysis is thus a very high priority.  A critical part of the development of an accident analysis capability is to persuade police chiefs to collect, process, and transfer to the responsible agency the data needed for traffic safety analysis—rather than only those needed for legal purposes—and to train their staff accordingly.

The impact of road accidents is concentrated on some classes of vulnerable road users.  Pedestrians account for more than twice the proportion of those injured in developing, as compared with industrialised, countries. Drivers and passengers of motorcycles and three-wheel motor vehicles account for fewer than 10 per cent of those injured in developing countries, but up to two-thirds of those injured in some East Asian cities, such as Kuala Lumpur.  Public transport passengers, particularly those traveling in the back of a commercial truck or pickup truck, are very vulnerable.  In many countries drivers of trucks and buses have particularly bad accident records.

Accident frequency and severity can be reduced by improved road design and traffic management policies.  While some infrastructure investment is specifically safety, there is a strong case for mandatory safety audits in the design process for all transport infrastructure.  Improved medical response can be achieved by some relatively inexpensive and simple institutional innovations. Increasing safety awareness to change traffic patterns and pedestrian behaviour requires development and training of staff for specific road-safety coordinating agencies or councils, at both the national and municipal levels.

Possible areas for research and PhD topics

Road safety has many facets, involving many disciplines. Some important areas; 

· magnitude and nature of the problem

· integrated policy among involved agencies

· public awareness of safety

· infrastructure design

· traffic management for safety

· accident recording procedures

· accident prevention measures

· safety audit (planning, design, construction, operational)

· accident reduction through infrastructure design and traffic management

· safety – related rules and regulations for road users

· vehicle condition

· road user education

· medical policy, particularly emergency services

· institutional responsibility for safety

· traffic control measures (right of way) – legislation – enforcement)

· traffic calming measures (physical speed reduction, driver behaviour campaigns) 

· integrated urban land use transport planning with safety focus. Guidelines for design of schools, residential areas etc with respect to safety.

· Pedestrian - bicycle facility design 
· The Development of Traffic Safety Modelling for Intra Urban Areas.

PhD topics could be taken from any of the above areas, but it is likely to be most appropriate in university transport departments if the topics chosen are in the areas of engineering, traffic management and transport policy for safety.
3.4. Urban poverty and equity (rank = 1)

The issue:  Very poor or inadequate accessibility to essential activities due to poverty. Effects of negative impacts of transport are inequitably distributed amongst the population.  Transport for the poor is essential to enable them to earn enough to live.

Discussion

Poor people make up the vast majority of the populations of most S.E. Asian cities. They typically live in areas which are far from their places of work and are poorly served by public transport, and they cannot afford to own a personal vehicle, even a bicycle. Poor people’s difficulty in gaining access to jobs and services is an important element in the social exclusion that defines urban poverty. Urban transport can attenuate this poverty first, in general by contribution to economic growth and secondly, through specific poverty- reduction elements built into policies on infrastructure, public transport service planning and fare-subsidy and financing strategies. 

Urban transport can contribute to poverty reduction both indirectly, through its effect on the city economy and hence on economic growth, and directly, through its effect on serving the daily needs of poor people.  Better focusing on interventions to help the poor is needed.   There are two possible approaches when designing poverty-targeted transport interventions—directly serving the locations where poor people live and work, and targeting disadvantaged groups.  In addition, institutions must address two issues that have a particular effect on the poor—the polluted urban environment, and safety and security.

Transport improvements can be focused on where poor people live and work. These improvements may involve concentrated efforts to improve access to slum areas or to improve public transport to the peripheral locations where the poor most often live.  Transport investments or service improvements change the structure of land values. If there is strong competition for the use of land and highly concentrated ownership of land, rents increase in improved areas and the benefits of transport improvements accrue to rich landowners rather than to poor land occupants. Some investments—such as improvements in bus or NMT systems—are less likely to drive poor people out to more distant, less-expensive locations than are others—such as primary roads or more highly priced, mass transit systems. This finding further emphasises the need for transport to be part of a comprehensive urban development strategy.

Targeting disadvantaged groups.   Transport provision can be part of a social safety net. A complementary approach is to focus on the specific categories of disadvantaged people. Given the overwhelming importance of the ability to access employment, the work journeys of poor people may be a prime target for support. The cost of ensuring that these trips are affordable may be shifted to the employer (as with the “vale-transporte” in Brazil) or the state (as with the commuter subsidy system of South Africa).  Although they may often be less-than-perfectly targeted, targeted transport subsidy arrangements may be the best practicable safety net for poor workers.  Fare controls are an important issue and experience teaches two important lessons about what not to do with respect to fare controls.  Firstly, controlling fares in the absence of realistic analysis of, and provision for, the resource needs of that social strategy actually destroys public transport service and may cause serious harm to some poor people. Secondly, cross-subsidy within public sector monopolies does not eliminate the fundamental resource problem, and instead adds some extra burden of inefficiencies in supply. 

Possible areas for research and PhD Topics

How to incorporate poverty reduction elements into all transport policy areas.

Some areas mentioned by the World Bank are

-
the trade-off between residential location (affordable rents), distance from employment and travel mode   - land use planning measures

-
the effect of transport costs on household budgets and activities – trip making strategies

-
exploration of policies on infrastructure and public transport to help accessibility problems of the poor – fuel subsidies, good or bad practice?

3.5. Poor provision of public transport (rank = 1)

The issue:  Loss of time; discomfort, unreliability 

Discussion

With rapidly growing urban areas and increasing motorisation, congestion is increasing. Though a problem for private vehicle users, the loss of time and discomfort is felt most severely by public transport users, who make up the majority of travellers. In order to reduce congestion and ameliorate environmental costs, public transport must be encouraged.  Research is needed which will help policy makers understand how this can best be done.

Public transport is for all. Concentrating on the transport modes of poor people in middle-income countries essentially means the provision of affordable forms of public transport, both formal and informal. But it should not be viewed as only for the poor, as the importance of public transport to all income groups in many rich European cities demonstrates.  Improving efficiency in public transport must be concerned not only with keeping costs down but also with providing a flexible framework within which the less poor as well as the very poor can use public transport with confidence and comfort.

Most urban public transport is road based.  Bus lanes and automatic priority at intersections can improve public transport performance significantly, but these solutions tend to suffer from inadequate enforcement by police, who are untrained in traffic planning and management.  In contrast, exclusive busways in developing countries have proved to be capable, except in very high traffic volume corridors, of performance nearly equivalent to rail-based systems but at much lower cost.

Pricing and financing issues are at the heart of public transport problems. Formal bus operations face financial collapse in many countries, partly as an unintended consequence of goodhearted but wrong-headed fare and service controls. Some prescriptions can easily be made to forestall this. General fare controls should be determined as part of a comprehensive city transport financing plan, and their effect on the expected quality and quantity of service carefully considered. Fare reductions or exemptions should be financed on the budget of the relevant line agency responsible for the categories (health, social sector, education, interior, and so on) of the affected person.

There is a rich agenda of urban public transport policies that is both pro-growth and pro-poor.  The recent decline in both the quality and quantity of public transport has resulted partly from the absence or disappearance of a secure fiscal basis for support. Public transport, however, can be improved in many ways that are consistent with the fiscal capabilities of even the poorest countries. Giving priority to public transport in the use of road space, for example, makes public transport faster and more financially viable.

Competition is pro-poor. Supply costs can be reduced through competition between private sector suppliers.  Rail and bus sytems have been revolutionised through concessioning.   Regulated competition in the bus market has also worked well in some cities.  But care is needed in system design: total deregulation in Lima, although it has increased supply, has worsened road congestion, the urban environment, and user safety and security. The lesson is that it is not privatisation or deregulation per se that improves public transport, but rather the introduction of carefully managed competition, in which the role of the public sector as regulator complements that of the private sector as service

supplier.

Cities should strive to mobilise the potential of the informal sector.  Informally supplied small vehicle paratransit (publicly available passenger transport service that is outside the traditional public transport regulatory system) is often dominant in providing for dispersed trip patterns and in flexibly addressing the demands of poor people, particularly in low-income countries, but it is typically viewed as part of the problem of public transport and not part of the solution.   Its potential can be better mobilised through legalising associations and through structuring franchising arrangements to give the small operator an opportunity to participate in competitive processes.

Rail-based mass transit systems have a role to play in very large cities. Rail-based mass transit systems are less congesting than are road based systems and can be very important for those who are peripherally located and have long journeys to access employment in the cities. In Latin America, in particular, rail-based systems carry significant numbers of very poor people.  Often the restructuring of bus services, which eliminates direct competition and can harm the interests of poor bus-users unless skillfully planned, supports the rail-based systems.  Such developments must be integrated into a comprehensive urban transport strategy and that arrangements should include physical and fare integration between modes, to ensure that the poor are not excluded or disadvantaged.  

Urban rail-based systems should be cautiously appraised. Urban rail-based systems are costly to build and operate, are more expensive for the passenger to use than road-based modes, and can impose a large burden on the city budget. It remains appropriate, therefore, to advise cautious examination of the fiscal sustainability of rail investments and their impact on poor people before making expensive commitments.

Possible areas for research

There is a wide range of related research areas:

· making public transport operations more efficient (role of competition)

· institutional systems for managing operations and competition

· public transport in traffic management

· role of paratransit and non-motorised transport

· reserved-track public transport systems (infrastructure)

· network, 

· access, 

· schedules, 

· management, 

· quality, 

· competition, 

· fares
Possible PhD research topics related to the issue  

PhD topics could be found in any of the above topic areas but university transport departments are most likely to be interested in the economics of public transport operation, public transport as part of traffic management and reserved-track systems. The development of the TransJakarta busway gives an opportunity to specify a range of topics, including who is using it and their shift from other modes
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PENGANTAR


Akhir-akhir ini pembangunan perumahan semakin terasa dibutuhkan dibanding waktu-waktu yang lalu, utamanya adalah pembangunan perumahan untuk golongan ekonomi lemah dalam hubungannya dengan aspek-aspek kesehatan lingkungan. Sejalan dengan yang telah disebutkan diatas, maka dalam pandangan yang komprehensif sebenarnya  membangun rumah itu seyogyanya mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah :

· Aspek ekonomi

· Aspek kesehatan

· Aspek budaya

· Aspek transportasi

· Aspek teknik/Fisik

· Aspek lingkungan

· Aspek rekreasi

· Aspek peruntukan pemakai (user)

· Dan sebagainya

Terkait dengan yang telah disebutkan diatas, sebenarnya banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan perumahan, misalkan :

· Hubungan cat tembok dengan penyakit yang mungkin terjadi pada manusia

· Hubungan langit-langit rumah dengan penyakit yang mungkin ditimbulkannya

· Hubungan lantai rumah dengan penyakit yang mungkin terjadi

· Hubungan kepadatan hunian dengan penyakit yang mungkin terjadi

· dan sebagainya.

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas, maka terlihat bahwa dalam membangun rumah atau perumahan itu seyogyanya pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas diperhatikan secara seksama.

METODA


Data untuk  penulisan makalah ini didapatkan melalui pengumpulan data primer yang dikumpulkan  di rumah susun di Jakarta dan Semarang sebanyak 300 responden, yaitu 150 responden untuk Semarang dan 150 responden untuk Jakarta.


Selanjutnya data disusun secara deskriptif untuk kemudian dilakukan pembahasan yang mengacu pada temuan-temuan penelitian terdahulu ( based on the library study) serta mengacu pada Nilai Ambang Batas ( NAB ) atau Baku Mutu Lingkungan ( BML ) (Treshold level value), walaupun dalam praktek meski kandungan polutan dibawah NAB-pun dampak medis juga sudah mungkin terlihat.

 HASIL DAN PEMBAHASAN


Dibawah ini dijelaskan prediksi dampak kesehatan lingkungan dalam rupiah sebagai akibat  dari kegiatan pemakaian Rumah Susun Sederhana (Disewa maupun Dimiliki) atau RUSUNAWAMI :

Tabel 1.Variasi Pemakaian Alat Elektronik di RUSUNAWAMI

	Alat Elektronik
	%
	Direct Impact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	1.TV
	39,52 %
	Radiasi                                                 Elektromagnetik      
	 Keganasan :

· leukemia,                      

· Cancer Mamma            

· Cancer Nasopharing     

· Abortion 

· Takhikardi

· Cancer Uterus

· Brain Carcinoma

· Limphoma

· (dapat terjadi satu 

· Atau bersama-sama

· Atau hanya muncul

· Simptomnya saja)

(Sutomo, 1997)
	kira-kira Rp 100 juta per-kasus

	2.Lemari Es           
	21,51 %                            
	idem
	idem         
	

	3.Mesin Cuci         
	13,17 %                                
	idem
	idem   
	

	4.Komputer             
	6,45 %    
	idem
	idem                               
	

	5.Handphone           
	9,68 %    
	idem
	idem                              
	

	6.Lainnya (alat elektronik lain)
	9,68 %
	idem
	idem
	



Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa seluruh penghuni rumah susun itu terpapar oleh radiasi elektromagnetik, meskipun besar paparan itu amat bervariasi dan jauh lebih kecil dibanding paparan di Negara maju, namun sekecil apapun paparan itu bila terjadi terus-menerus maka accumulative health impact itu dapat juga dilihat atau dapat dibuktikan dalam Experimental Animal Research.


Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka tidak mesti bahwa memiliki kulkas atau mesin cuci atau computer pasti mengalami kanker darah putih (Lekemia), kanker payudara atau lainnya, karena semua yang disebutkan tersebut diatas hanyalah sebagai sebuah factor risiko yang dapat terjadi atau tidak dapat terjadi. Sehingga dalam hal ini mestinya kepada yang bersangkutan dalam pembangunan perumahan (Developer, penghuni atau konsumen, arsitek, dan lain-lainnya) seyogyanya mempertimbangkan masak-masak untuk melaksanakan gaya hidup yang sehat. 

Tabel 2.Dinding Rumah di- CAT

	Di- CAT
	%
	Direct Impact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Ya
	10
	Kontaminasi Pb
	Plumbisme  

(Sutomo et al, 2001)

Bila kronis dapat Terjadi gagal ginjal sehingga perlu Haemodialisis atau Cuci darah
	Kira-kira                     Rp 20- 50 juta

	Tidak
	90
	-
	
	



Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa hanya 10% penghuni rumah susun yang men-CAT dinding rumahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cat itu mengandung timbal atau Lead atau Plumbom atau Pb, sehingga penghuni rumah yang bersangkutan mempunyai risiko untuk terpapar timbal atau menderita Plumbisme atau Plumbism (Bahasa Inggris).


Sekali lagi Plumbisme ini hanyalah sekedar sebagai sebuah factor risiko yang dapat terjadi atau dapat pula tidak terjadi.Dalam berbagai penelitian sekalipun kandungan timbal dalam darah itu masih dibawah NAB, namun kenyataannya dampak medis sudah dapat ditemukan.

Tabel 3.Material Langit-langit rumah

	Material Langit
	%
	Direct Impact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Asbes
	16 %
	Asbes
	Asbestosis /Cancer        (Shaikh,1996)
	Kira-kira

Rp 100 juta

	Eternit non asbes
	5 %
	Eternit
	-
	

	Kayu lapis triplek
	3 %
	Triplek
	-
	

	Beton Cor
	74 %
	Semen
	Cementosis                                                                       (Parmeggiani,1983)
	Kira-kira Rp 100 juta

	Tanpa Langit
	2 %
	-
	-
	



Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang memakai langit-langit rumah yang terbuat dari semen (74%) dan asbes (16%). Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa asbes menyebabkan terjadinya Cancer Asbestosis dan Semen menyebabkan terjadinya Cementosis.


Sekali lagi baik semen maupun asbes hanyalah factor risiko untuk terjadinya cancer, artinya bahwa kemungkinan itu dapat saja terjadi atau tidak sama-sekali. Artinya bahwa kepada berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan ini seyogyanya mempertimbangkannya secara masak-masak tentang bagaimana seharusnya dampak-dampak medis itu dihindari.

Tabel 4.Unggas Piaraan di RUSUNAWAMI

	Piara Unggas
	%
	Direct Impact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Ya

  
	8 %     
	· Virus Avian Influenza 

· Alergen  

· Salmonella Typhosa  

· Salmonella Paratyphosa                                      
	· Influenza       

· Alergi, Asma      

· Typus

· Typus
	Rp 2-5 juta 

Rp 1-3 juta 

Rp 0,8-1,5 juta 

Rp 0,8-1,5juta



	Tidak
	92 %
	
	
	



Tentang penyakit yang dapat terjadi akibat unggas kiranya sudah banyak dipahami,misalkan flu burung yang telah menyerang berbagai Negara di dunia akhir-akhir ini, alergi terhadap bulu burung, asma karena alergi terhadap bulu burung, penyakit tipus yang terjadi akibat tinja burung, dan lain-lainnya lagi (misalkan: malaria, demam berdarah akibat bak air minum burung menjadi habitat jentik-jentik nyamuk)


Sekali lagi mengenai penyakit-penyakit tersebut diatas dapat terjadi bila unggas- unggas dipelihara di dalam rumah. Sebenarnya factor-faktor risiko dapat dihindari bila kebersihan unggas benar-benar diperhatikan,misalkan unggas dimandikan tiap hari, bila ada anggota keluarga alergi bulu burung maka hindarilah memelihara burung atau bila mungkin lakukan test allergy, dan sebagainya.


Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa pemelihara unggas amat sedikit sekali, yaitu 8%, jadi kepada kelompok pemelihara unggas seyogyanya penyuluhan kesehatan diberikan agar besarnya factor risiko dapat diturunkan.

Tabel 5. Luas Rumah

	Luas Rumah  (meter persegi)
	Asumsi  Juml.Jiwa
	%
	Asumsi Kepadatan       Hunian

( m2/orang)
	Health Impact
	Biaya (Rp)



	0 – 5                     
	3/KK       
	1 %       
	1,7  m2/orang        
	Penyakit Menular :

· Tuberkulosa  

· Haemophilus Influenza

· Diphtheriae

· Pertussis          

· Pneumonia

· Parotitis Epidemica  

· Varicella

· Morbilli

(Slamet, 2004)
	Rp 1-3 juta 

Rp 100.000

Rp 500.000

Rp 300.000

Rp 150.000

Rp 150.000

Rp 250.000 

Rp 250.000

	6 – 10                   
	3/KK       
	3 %       
	2,7  m2/orang             
	idem          
	

	11- 15                   
	3/KK       
	1 %       
	4,3  m2/orang             
	idem
	

	16 – 20                 
	3/KK       
	3 %       
	6     m2/orang             
	idem
	

	21 – 25                 
	3/KK     
	15 %       
	7,7  m2/orang             
	idem
	

	27   
	3/KK     
	24 %       
	9     m2/orang             
	idem
	

	36   
	3/KK     
	37 %     
	12     m2/orang             
	idem
	

	54    
	3/KK     
	16 %     
	18     m2/orang             
	idem
	


Nb:

Jumlah jiwa/ KK sbb.:

1 Jiwa =   3 %          Kepadatan Hunian Ruang Tidur minimal 8 m2/orang

2 Jiwa =   4 %          Kepadatan Hunian Rumah minimal 10 m2/orang

3 Jiwa = 22 %

4 Jiwa = 27 %

5 Jiwa = 26 %

> 5 Jiwa = 18 %

------------( Rerata jumlah jiwa/ KK = 3 jiwa/KK


Pada table tersebut diatas terlihat  bahwa sebagian besar (47% < 10 m2/orang) kepadatan hunian di rumah-rumah susun tidak memenuhi standar kepadatan hunian yang layak, sehingga besar kemungkinan penyakit-penyakit tersebut diatas akan muncul atau mudah muncul. 


Sekali lagi kepadatan hunian itu juga merupakan factor risiko yang dapat terjadi atau tidak dapat terjadi. Penyakit-penyakit itu dapat dihilangkan kemungkinan terjadinya bila factor risikonya dihilangkan atau ventilasinya ditambah. Kiranya mengenai permasalahan tersebut diatas seyogyanya berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan mohon mencermatinya secara seksama.


Tabel 6.Pemakaian Gas Alam untuk enerji memasak

	Gas Alam di dapur
	%
	Direct Contact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Ya
	100
	Hidrocarbon  

(gas metan)
	Kanker

(Slamet,2004)
	Kira-kira Rp 100 juta

	Tidak
	0
	-
	-
	-



Mengenai gas alam yang biasa dipakai untuk memasak di dapur umumnya berisi hidrokarbon yang adalah bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, padahal seluruh responden di rumah susun tersebut diatas terlihat menjadi konsumen gas alam. Artinya besar sekali kemungkinan terjadinya kanker tersebut pada konsumen gas alam.


Sekali lagi gas alam itu hanyalah sebuah factor risiko terjadinya kanker yang dapat terjadi atau tidak dapat terjadi sama- sekali.Faktor risiko itu dapat ditiadakan melalui berbagai macam cara, yaitu :

· Tidak memakai gas alam (memakai substitusi)

· Menghilangkan kemungkinan kebocoran gas alam (memperkecil kontak dengan polutan)

Contoh :

· memakai Alat Pelindung Diri

· mengendalikan sumber pencemar

Tabel 7. Pengelolaan Sampah

	Cara Pengelolaan Sampah RUSUNAWAMI
	%
	Direct Contact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Kotak Sampah  

Dibakar

Dibungkus plastic                           

Ke TPS                                                                       

Ke TPA   

Lain-lain                                                                                                                                                                      
	
	Lalat   
	Bawaan Lalat : 

· Dysentrie basilaris

· Typus

· Kholera

· Dysentrie Amubiasis

· Ascariasis

· Ancylostomiasis
	Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 250.000
Rp 250.000

	
	
	Tikus/Pinjal      
	Bawaan Tikus Atau pinjal :

· Pest   

· Leptospirosis

· Rat bite fever
	Rp 500.000 

Rp 500.000

Rp 500.000

	
	
	Keracunan
	Keracunan :

· Metana   

· CO    

· CO2  

· H2S          

· Logam berat   

· Dsb

(Slamet,2004; Widodo et al, 1993; Sukyati, 2005; Utomo et al, 1992; Sutiyati et al, 1992)
	Rp 500.000 

Rp 500.000

Rp 500.000

Rp 500.000

Rp 500.000





Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa cara- cara pengelolaan sampah itu mempunyai peluang untuk menimbulkan penyakit sebagai akibat dari adanya kontak dengan vector penyakit (misalkan : tikus, kecoak, lalat, cacaing, ulat dan sebagainya) atau kontak langsung dengan polutan (gas CO, H2S, dan sejenisnya).


Sekali lagi sampah hanyalah sebuah factor risiko yang mana dampak negatifnya dapat dihilangkan bila sampah-sampah tersebut diatas dikelola sebaik mungkin. Pengelolaan sampah yang baik adalah bila sampah sudah dikelola sejak dari sumber (rumah), lalu ditampung di TPS (Tempat Pembuangan sampah Sementara) dan diolah di TPA (Tempat Pembuangan sampah Akhir).

Tabel 8.Pemakaian Air Minum

	Sumber Air Minum
	%
	Direct Contact
	Health Impact
	Biaya  (Rp)

	PDAM


	54 %
	Logam Berat :

Pb, Cr,Cd,Mn

CaCO3

Virus

Bakteri

Protozoa

Metazoa

	Logam Berat :

· Plumbisme atau    keracunan logam lainnya

· Gagal Ginjal         

Virus :

· Diare    

· Hepatitis

· Polimyelitis   

Bakteri :
· Kholera    
· Dysentrie  

· Typhus

· Paratyphus

Protozoa :

· Dysentrie amuba   

· Balantidiasis

· Giardiasis

Metazoa :

· Clonorchiasis

· Ascariasis 
· Diphylobotriasis

· Taeniasis    
· Schistosomiasis
(Slamet,2004; Sutomo et al, 2001)


	Rp 500.000 

Rp 20 juta
Rp 200.000
Rp 450.000

Rp 450.000

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta 

Rp 0,8-1,5 juta 

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 0,8-1,5 juta

Rp 250.000

Rp 250.000
Rp 250.000
Rp 250.000
Rp 250.000


	Kran Untuk Umum


	2 %
	
	
	

	Air Minum Isi Ulang


	40 %
	
	
	

	Air Minum
Kemasan

	4 %
	
	
	



Pemakaian air minum dari berbagai sumber (PDAM, kran Air Minum Isi Ulang maupun air minum kemasan) berdasarkan penelitian- penelitian (Hastaryo et al, ) ternyata memperlihatkan bahwa kualitas air minum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.


Padahal sebagian besar ( 100%) responden pemakai rumah susun di Jakarta dan Semarang adalah konsumen air produk teknologi moderen (PDAM, Keran, air kemasan, air minum isi ulang), berarti mereka terancam untuk terkena penyakit seperti yang tersebut diatas.


Jalan keluar untuk menghindari risiko akibat air minum tersebut diatas adalah :

· Mengolah air minum memakai teknologi tinggi (untuk menghilangkan Logam berat, virus, bakteri,fungi, protozoa,dan sebagainya)
· Merebus air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi (sekedar untuk membunuh bakteri)

Tabel 9.Tanaman Dalam Rumah

	Tanaman Dalam        RUSUNAWAMI


	%     
	Direct Contact    
	Health Impact         
	Biaya (Rp)

	Tidak ada                   
	0,00 %           
	-
	-
	-

	1- 2 macam              
	10,46 %      
	Tanah/Tanaman

Penyakit menular
Bac.Anthracis     
Chl.Tetani           
H.Capsulatum     
A.Fumigatus       
E.Vermicularis    
N.Duodenale   
Penyakit tidak menular
Keracunan Cd     
Keracunan Fluor  
(Slamet, 2004; Widodo et al, 1993)
	Antrax   
Tetanus 
Histoplasmosis
Aspergilosis
Oxyuriasis   
Ancylostomiasis
Itai-itai Byo        Fluorosis
	Rp 300.000 

Rp  500.000

Rp 300.000

Rp 200.000

Rp 200.000

Rp 200.000

Rp 1- 3 juta

Rp 1- 3 juta

	3 – 4 macam             
	13,07 %                   
	idem
	
	

	5 – 6 macam               
	5,23 %                   
	idem
	
	

	7 – 8 macam               
	7,19 %                   
	idem
	
	

	Lainnya (tak jelas)
	63,40 %                   
	idem
	
	


Pada table tersebut diatas dikemukakan bahwa memelihara tanaman itu juga merupakan factor risiko terkena penyakit, meskipun sebenarnya ada efek positif-nya yaitu sebagai sumber oksigen alami.Namun demikian untuk permasalahan seperti ini seyogyanya dilakukan semacam penyuluhan kesehatan kepada pemakai rumah susun agar tidak terjadi salah persepsi.

Tabel 10. Perokok Per KK dalam RUSUNAWAMI
	Jumlah Perokok/KK
	%
	Direct Contact
	Health Impact
	Biaya (Rp)

	Tidak ada
	39 %
	-
	-
	-

	1 orang
	48 %
	· Nikotin
· Asap Tembakau

· Tar

· NO

· HCN
CO
SO2

· Cd

· Nitrosamin

· Akrolein

· dsb

	· Kanker paru
(Dockery,1996)
· Katarak mata
(Thiruchelvam;
Suhardjo &     Sutomo, 2006)
· Infertilitas (Hariyani,Wilopo   & Sutomo, 2006 )


	Kira-kira
Rp 100 juta
Kira-kira
Rp 20 juta
Kira-kira
Rp 200 juta

	2 orang
	9 %
	
	
	

	3 orang
	3 %
	
	
	

	Lainnya (tak jelas)
	1 %
	
	
	



61% pemakai rumah susun di Jakarta dan Semarang ternyata adalah perokok aktif yang dalam banyak penelitian telah diperlihatkan bahwa merokok itu dapat menimbulkan :

· kanker paru

· katarak mati

· infertilitas

· dan sebagainya

Padahal selain perokok aktif, karena mereka tinggal dalam satu (1) rumah yang sama, maka besar sekali kemungkinannya bahwa para anggota keluarganya juga akan menderita akibat yang sama karena terjadinya passive smoker, yaitu karena berada dalam satu rumah dengan Sang Perokok.

KESIMPULAN :


Meskipun pemindahan pemukiman buruh income rendah ke rumah susun di perkotaan mendatangkan keuntungan (ekonomi, transportasi, pendidikan, fasilitas, hemat waktu, hygiene, Privacy dan sebagainya), namun aspek-aspek kesehatan lingkungan seyogyanya dipertimbangkan secara masak-masak mengingat adanya dampak kesehatan yang tidak dapat dipandang ringan.

SARAN 

Alternatif yang dapat disampaikan adalah :

1. Seyogyanya pihak-pihak terkait    pembangunan perumahan ini membuat PRIORITAS TINDAKAN yang paling murah harganya namun mendatangkan keuntungan besar di bidang kesehatan lingkungan, karena hal ini menyangkut kesehatan tenaga kerja atau kesehatan perburuhan yang pendapatannya amat rendah sekali. Contoh, bila akibat tinggal di rumah susun mampu menghemat uang sebesar Rp 40.000,-/ bulan, maka seyogyanya uang sebesar itu digunakan untuk mengelola aspek-aspek lingkungan agar bahaya akibat lingkungan tidak menimbulkan ANCAMAN KESEHATAN.

2. Bila uraian tersebut diatas diragukan, maka ada baiknya dilakukan penelitian sungguhan (Experimental Animal Research atau Laboratoric Research ) agar tidak ada salah tafsir atas apa yang telah dibahas, karena bagaimanapun keraguan itu amat membahayakan, apalagi bila hal itu menyangkut kesehatan manusia. 
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“Peranan Perguruan Tinggi dalam Pemasyarakatan Konsep Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”

Muhammad Anis dan El Khobar M. Nazech.

Universitas Indonesia

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu peserta Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED), di Rio de Janeiro 1992, dimana semua negara peserta telah setuju untuk menyusun agenda  tentang pembangunan dan lingkungan dengan berbagai prinsip dasar yang mengarah ke  pembangunan berkelanjutan. 


Pedekatan pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran dan pelatihan. Pendidikan melalui bidang studi pengelolaan, keteknikan dan lingkungan untuk pendekatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan di tingkat S1 dan S2 perlu ditingkatkan dan disebarluaskan. Pendidikan staf pengajar di bidang pengelolaan, keteknikan dan tentang aspek pengelolaan, proses pembangunan infrastruktur yang ditunjang oleh industri dan aspek minimisasi dampak negatif terhadap lingkungan perlu dilakukan.”


Aparatur pemerintah, pemilik dan pengelola infrastruktur dan industri yang mendukung perlu ditingkatkan kesadarannya tentang keunggulan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan lainnya. Bagi pemilik dan pengelola industri yang terkait denagn infrastruktur perlu diyakinkan bahwa pendekatan ini dapat menurunkan limbah dan meningkatkan effisiensi sehingga biaya produksi dapat dikurangi.”


Di tingkat internasional keterkaitan antara dunia usaha dan lingkungan menuntut dikembangkan dan dilaksanakannya “Standardisasi Lingkungan”, International Standard Organization/ISO 14000. Yang mencakup aspek: Environmental Management System (EMS); Environmental Audit (EA); Environmental Labelling (EL); Environmental Performace Evaluation (EPE); Life Cycle Analysis (LCA); Term dan Definitions (TD). Dengan berapa manfaat al: Optimasi penghematan biaya dan efisiensi; mengurangi resiko lingkungan; meningkatkan citra perusahaan dsb.

II. Permasalahan.

Pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan memberikan wawasan baru bagi warga  negara kita. Kini tuntutan bukan hanya pada wawasan yang diperluas, tetapi pada kualitas kehidupan dan lingkungan yang baik bagi kita dan generasi setelah kita. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga serta melindungi udara, air dan lahan di tanah air kita ini. Tingkat kesadaran akan lingkungan yang baik telah meningkat berkat kerja keras kita semua. 

Tenaga akhli mengenai infrastruktur yang berwawasan lingkungan telah turut disiapkan oleh perguruan tinggi. Namun tantangan mendatang adalah kita harus bahu membahu dalam menjaga bumi kita agar tetap layak huni. 


Salah satu cara untuk menjawab itu adalah melaksanakan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam pengembangan infrastruktur bagi semua. Program terlaksana dimana proses produksi dibuat efisien hingga limbah yang dibuang lebih sedikit dan harus memenuhi baku mutu, pemakaian sumber daya alam lebih hemat dsb. 

Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan program dalam pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan harus segera disiapkan.  Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan ditantang untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang paham akan program pembangunan yang berwawasan lingkungan serta memenuhi tuntutan, persyaratan sebagaimana tersebut diatas.

III. Pembahasan
3.1. Fungsi dan Peranan Perguruan Tinggi

 
Sistem Pendidikan Tinggi mengandung pengertian sebagai tata hubungan yang saling terkait yang dirancang agar produk yang dihasilkan pendidikan tinggi dengan mudah dapat dimanfaatkan atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara yang senantiasa terus berkembang dan mengalami perubahan dengan cepat, terlebih lagi sebagai perwujudan dari pembangunan nasional.


Misi perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah adalah upaya penerapan dan pengembangan ilmu penegetahuan, yang dijabarkan dalam “tridarma perguruan tinggi”:

Pendidikan:


Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional.

Penelitian:


Upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi yang bertujuan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pengabdian Masyarakat:


Upaya mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga atau secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat luas dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi, bimbingan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimiliki.

3.2. Manfaat Program Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.


Dari berbagai referensi dan pengalaman industri yang telah menerapkan program Pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam berbagai bidang termasuk penyediaan alat  peralatan yang terkait dengan infrastruktur, manfaat dari program ini antara lain adalah:

* Meningkatkan efisiensi; dengan jumlah bahan baku yang sama dihasilkan produksi yang sesuai standard yang lebih banyak.

* Menurunkan biaya produksi; dengan menurunnya jumlah limbah yang terjadi, berarti biaya pengolahan, pengangkutan dan pembuangan limbah menurun pula.

* Penaatan peraturan lingkungan; dengan menurunkan kualitas dan kuantitas limbah berarti dapat memenuhi Peraturan Lingkungan yang ada.

* Memperbaiki “access” ke lembaga keuangan; lembaga keuangan kini ada yang menggunakan faktor akrab lingkungan terhadap nasabahnya untuk pemberian kredit.

* Konservasi bahan baku air; program Pencegahan Pencemaran dapat menghemat penggunaan bahan baku air yang semakin langka.

* Konservasi enersi; program Pencegahan Pencemaran dapat membantu mengurangi biaya pemakaian air, bahan baku dan enersi untuk proses yang sama.

3.3. Pembangunan Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, pelabuhan, bandara, tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Sebagai contoh, tersedianya pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan, jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan, penyediaan air bersih untuk meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Infrastruktur dapat dikatakan sebagai hak sosial masyarakat yang merupakan penghubung antara produsen, pasar dan konsumen. 
Keberadaan infrastruktur dapat memberikan adanya kemampuan masyarakat untuk berproduksi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat pula meningkat. Sebagai gambaran dibangunnya infrastruktur jalan pada beberapa daerah terpencil dapat membuka akses ke pasar sehingga dapat mendorong berkembangnya berbagai potensi daerah tersebut. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai.

Infrastruktur fisik juga merupakan alat penting bagi peradaban manusia. Tersedianya infrastruktur yang baik membuat cakrawala dan wawasan masyarakat lebih terbuka, masyarakat lebih mudah melakukan pergerakan, dan memungkinkan pertemuan budaya antar masyarakat yang sangat penting dalam kerangka membangun toleransi atau melunturkan sekat-sekat antar budaya, sehingga mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.4. Perguruan Tinggi dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan


Era globalisasi saat ini, menuntut upaya peningkatan kemampuan bangsa agar kita dapat tegak dan setaraf dengan tenaga ahli dari negara lain. Maka kita harus mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna. Penguasaan teknologi dibidang infrastruktur harus diarahkan pada teknologi yang sesuai dengan iklim dan kondisi alam Indonesia. Pemanfaatannya harus serasi dengan lingkungan sekitarnya dan  berguna bagi penduduk yang  didaerah itu. 

Penerapan teknologi tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis, budaya, hukum dan ekonomi hanya akan menghasilkan teknologi yang tidak tepat guna dan tepat sasaran. Dengan makin cerdasnya masyarakat maka akan menuntut kualitas infrastruktur yang lebih bermutu dan lebih baik. Pendekatan percepatan pembangunan yang hanya berbasis pada proyek serta menekankan target kuantitas sebagai ukuran harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya pembangunan harus menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sekedar obyek. 


Perguruan Tinggi ternama di Indoinesia UI, ITB dan UGM telah sepakat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Riset dan Pembelajaran Infrastruktur. Tentu Nota Kesepahaman ini tidak akan ada maknanya, bila tidak ada tindak lanjut dan karya nyata yang harus disusun, direncanakan dan dilaksanakan bersama guna kepentingan nusa dan bangsa.

Untuk itu telah disepakati masing-masing perguruan tinggi akan menugaskan stafnya untuk masuk kedalam kelompok kerja yang telah disepakati bersama. Kelompok kerja ini akan berkerja dalam kurun waktu tertentu untuk menghasilkan program kerja bersama yang akan terukur hasilnya

Sistem Pendidikan Tinggi mengandung pengertian sebagai tata hubungan yang saling terkait yang dirancang agar produk yang dihasilkan pendidikan tinggi dengan mudah dapat dimanfaatkan atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara yang senantiasa terus berkembang dan mengalami perubahan dengan cepat, terlebih lagi sebagai perwujudan dari pembangunan nasional.

Selain itu  pencapaian misi perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah adalah upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dijabarkan dalam “tridarma perguruan tinggi”:

Pendidikan:


Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam lokakarya antar 3 perguruan tinggi telah disepakati untuk dilaksanakannya “credit earning system”, “transfer credit system” dan pembentukan program studi baru di bidang infrastruktur yang diselenggarakan oleh ketiga perguruan tinggi UI, ITB dan UGM. Tentu semua ini perlu kajian, perencanaan dan tahap-tahap pelaksanaan yang mengacu pada Undang-undang, peraturan, norma, standard, pedoman dan panduan khas yang berlaku serta sumber daya dari masing-masing Perguruan Tinggi agar tercapai sasaran yang ditetapkan bersama.

Penelitian:


Upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi yang bertujuan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Disepakati pula pola kerja sama antar 3 perguruan tinggi, seperti pemanfaatn sumber daya manusia, pengunaan laboratorium dan peralatan serta pendanaan bersama dengan mengacu pada penelitian untuk pemecahan permasalahan yang dalam bidang infrastruktur baik perkotaan maupun perdesaan yang ada di Indonesia

Pengabdian Masyarakat:


Upaya mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga atau secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat luas dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi, bimbingan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimiliki.

Program pelatihan / kursus singkat tentang “Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan” bagi aparat pemerintah, pemilik dan pengelola industri perlu direncanakan, serta dilaksanakan secara berkala. Pelatihan ini tentunya dengan studi kasus terkait dengan industri tertentu, sehingga langsung dapat diterapkan.


Memberikan pelatihan bagi operator agar bekerja sesuai dengan cara-cara yang baku untuk suatu proses perencanaan, dan bagi operator dari instalasi infrastruktur dalam pengoperasian, pemeliharaan dsb.


Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dalam bidang  infrastruktur yang berwawasan lingkungan, agar dapat diterapkan secara luas.

Melakukan seminar, lokakarya tentang infrastruktur yang berwawasan lingkungan, bekerja sama dengan asosiasi industri, LSM dan instansi terkait.

Hal ini dapat dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi telah melakukan dengan baik, tentu akan lebih sempurna bila dapat di lakukan bersama oleh UI, ITB dan UGM sehingga apa yang tercantum dalam nota kesepahaman dapat menjadi kenyataan.

IV. Penutup

Rencana Kegiatan Pengembangan infrastruktur bagi semua warga negara dapat dilaksanakan oleh kerjasama antara Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dengan peran UI, ITB dan UGM sebagai pemicu dikembangkannya pendidikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan di Indonesia.
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Tau-Project merupakan kegiatan penelitian yang didanai oleh Pemerintah Jepang melalui ASEAN Secretariat dan dilaksanakan oleh PUSTRAL (Pusat Studi Transportasi dan Logistik) UGM sebagai PIU (Project Implementation Unit).
Kegiatan penelitian bertujuan untuk menghasilkan Technical Guideline untuk pemilihan teknologi telekomunikasi untuk program USO (Universal Service Obligation) yang sebagian besar berfokus pada pengembangan telekomunikasi perdesaan serta Policy Recommendation yang terkait dengan skema pelaksanaan USO.
Paper ini memaparkan sebagian hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui field visit di Malaysia dan Indonesia serta issue-issue penting dari hasil workshop_ yang terkait dengan pengembangan program USO di ASEAN.
Salah satu trend penting dalam hal teknologi adalah perkembangan teknologi wireless dan Rural NGN yang memunculkan pentingnya pendekatan baru dalam perencanaan teknologi dan program USO ke depan.
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1. Introduction
1.1. Background

Telecommunication is a fastest growing industry that plays an important role in achieving development objectives. Universal service obligation has been a central focus of the development in telecommunication sector contributing to larger development objectives of reducing poverty through creating access for rural community to information and thus new opportunity to improve their livelihood. It further enables rural community, poor people and least developed regions to exploit their social and economic potentials.
International Telecommunication Union (ITU) in 1998 has defined universal service and access broadly as:
· Universal Service is to achieve availability, non-discriminatory access and widespread affordability of telephone services. Universal Service is in general a per-household concept measured by the percentage of households with a telephone.

· Universal Access is taken to mean that each person is within a reasonable distance of public-access telephone.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1997 has defined universal access as the requirement that telecommunications operators provide basic voice telephone service to all who request it at a uniform and affordable price even though there may be significant differences in the costs of supply. In the respect Universal Service includes: (1) universal geographic access; (2) universal affordable access; (3) universal service quality; (4) universal access by the disabled; and (5) universal accessible tariffs.
In developed countries with almost ubiquitous telecommunications coverage, providing a universal service usually does not involve major new network roll-out, but rather the connection of customers to existing network facilities. In contrast, in developing countries, providing a universal service is likely to involve major expansion of the basic network into new localities. Universal service obligation (USO) that was coined by ITU has been the driving force for narrowing the gap between urban and rural area.
Universal service is the concept that every individual, in a given country, is entitled to some basic level of telecommunication service at an affordable price. The economic rationale for universal service obligation (USO) is that in the absence of obligation (involving some form of state intervention) the socially optimal amount of telecommunications services will not be provided i.e. left to itself, the market would leave some areas (for example those displaying low population densities, or difficult topography) un-served.
The ASEAN Member Countries (AMC) have in the Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Telecommunications and Information Technology (signed in July 2001) that called for program implementation to bridge the digital divide within ASEAN by enhancing access to and use of telecommunications and IT. In the latest Vientiane Action Program (VAP) signed in November 2004, the section on telecommunications and IT will include program to leverage on ICT via public-private sector partnerships and strong linkages, to build a connected, vibrant and secure ASEAN Community. 
1.2. Problems to be Addressed
Technology selection is critical to serve the objective of Universal Service Obligation (USO) implementation. Available technologies and their consequence on human resource in technically and administratively managing the service are important aspects in assessing and prioritising technology options for different circumstances. The costs for planning, procuring, operating and maintaining the service are another important consideration for introducing a particular technology option.
The project indicates the needs of USO current technology options assessment for ASEAN countries and provides a recommendation of USO implementation in various countries in the region.
Current technology options for delivering universal service obligation are basically similar to non-USO telecommunication services. They consist of a fixed line, wireless local loop, point-to-point radio/microwave, and VSAT. Such technologies are available in domestic market and produced by local manufacturer as well as imported from other countries. Implementation of such technologies in each country will contribute different level of telecommunication sector development in the region.
For ASEAN member states to learn together and developing a recommendation for USO implementation will provide a valuable knowledge other countries have experienced. In the short term it will cut costs for decision-making process and further speed up the execution of universal access policy. In medium and long term, the exercise will help policy makers to focus on the achievement of ASEAN vision, Hanoi Plan of Action (HPA) and Vientiane Action Plan (VAP) in narrowing the information gap among communities and between ASEAN member states.
1.3. Objective and success criteria
The main objective of the project is to reinforce the AMC commitment to USO, in the context of current and future telecoms liberalisation, to promote a common understanding of its importance in extending the benefits of regional integration and to help identify some of the policy approaches and practices that may best support its realisation.
More specifically, the project aims to promote a common understanding among the AMC of the policy options open to them and the effects the policy mix adopted - in terms of service delivery/ liberalisation, legal frameworks/ regulation, responsible institutions, service range (voice telephony vs. data and the Internet, government on line, and other advanced communication and information services), technology options, financing models etc. – is likely to have on USO outcomes, based on experiences both inside and outside the ASEAN region.
Thereafter, the project aims to produce at a series of policy recommendations. These may be of a general nature or in relation to tackling specific USO challenges vis-à-vis certain countries, areas, communities or sub-regions.
The overall objective of this technical assistance is assessment of technology option and technology mix for USO implementation in the ASEAN member states. 
The specific objectives of the study are:
a) Selection of appropriate technologies for deploying telecommunication services (telephony, data and internet) in participating ASEAN member states and reasons for adopting such technologies.

b) Technical, administrative, and costs requirements for USO implementation in the ASEAN region. 

c) A recommendation for hybrid/mixed interconnection architecture and technology and its implementation strategy, to be used as a guideline for ASEAN member states in implementing USO in their respective countries.
Qualitative indicators for this project are as follows:
· Availability of appropriate technology options for USO implementation in different localities in the ASEAN member states

· Availability of realistic and practical guidelines for selecting appropriate technology options
The output of the project is a policy recommendation for ASEAN member states on the assessment of USO technology, including indications of its technical, administration, and financial applicability in ASEAN member states.
1.4. Problem Analysis and Justification
Technology selection is crucial in USO implementation. An appropriately selected technology ensures the effectiveness of USO implementation. Furthermore, it will improve USO’s sustainability through the assurance of the chosen technology’s sustainability in the future.
While an ASEAN country wishing to implement USO can learn from other countries in selecting the best technology option, there are two factors that can potentially fail the effort. Firstly, technology selection is always suited to local situations. A country’s experience cannot be automatically adopted in other countries due to different characteristics of countries. Differences in social, economic, and geographic aspects may pose difficulties in selecting the most appropriate option.
Secondly, even though the localization issue can be solved, learning from other countries’ experiences is still difficult. Current telecommunication development in many countries (including its technology) is the result of implementation of telecommunication system that mainly supported by telecommunication industries with commercial schemes. 
Implementation of telecommunication technologies for commercial purposes has different consideration compared with implementation of such technology for USO, which makes it inappropriate for providing telecommunication services for rural area. 
In summary, there is a strong indication that regional experiences for implementing telecommunication technology for USO program is not sufficient as a base line for ASEAN member states in implementing USO program, so a specific study is crucially required.
1.4.1. Regionality
ASEAN vision 2020 sets out the partnership in dynamic development that will forge economic integration within ASEAN. The direction will be achieved by various instruments, among others by promoting a modern and competitive SME, integrating telecommunication networks through greater interconnectivity and enhance human resource development. In the area of social development ASEAN sees all people in the region enjoy equitable access to opportunities for total human development regardless of gender, race, religion, language, or social and cultural background. This vision has been followed by the Hanoi Plan of Action (HPA) which will end in 2004 and subsequent Vientiane Action Plan (VAP) 2004-2010. Nonetheless the plan has laid out the important plan to establish ASEAN Information Infrastructure. 
In the Fourth ASEAN Informal Summit, 22-25 November 2000, Singapore, an e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT has been agreed by member states with the objectives, among others, to promote cooperation to develop, strengthen and enhance the competitiveness of the ICT sector in ASEAN; and to promote cooperation to reduce the digital divide within individual ASEAN Member States and amongst ASEAN Member States. 
The objectives are indeed serving larger development objectives larger than a mere introduction of technology in the government and business system among ASEAN member countries. The advancement of technology in the ASEAN region should contribute to the economic and development objectives sets in the HPA and VAP. ASEAN Plan of Action on Rural Development and Poverty Eradication for example, is a pathway and a commitment towards eradicating poverty, with particular emphasis on promoting the development of progressive, prosperous, and self-reliant rural communities, and thus contribute towards creating a caring society in the ASEAN Member Countries. Social development in the region should therefore be proactive in addressing emerging challenges arising from globalisation, trade liberalization and closer regional integration.
With a limited regional experience for implementing telecommunication technology for USO program, it is difficult to reduce the digital divide and to promote cooperation to develop, strengthen and enhance the competitiveness of the ICT sector in ASEAN. Specific strategies for implementing telecommunication technology for implementing USO program therefore required. The strategy includes the appropriate technology for the national and regional telecommunication development. The assessment of the available technology will be useful for the ASEAN member countries to contribute the solution for the Universal Access and Digital Divide issues.
1.4.2. Beneficiaries
All ASEAN member countries that implement or will implement USO program will be the beneficiaries of the project. The benefit will be the knowledge of how other countries developing USO program, cost cutting for decision making process, speeding up the USO program execution, and after all help the policy makers to focus on the achievement of narrowing gap among countries and ASEAN member states.
2. Discussion
2.1. Finding from field visit
Field visit was conducted in Malaysia and Indonesia_. Field visit in Indonesia conducted at April – July 2007 and visited provinces where USO program 2003 and 2004 implemented. Four provinces (North Sumatera, Lampung, South Sulawesi and East Kalimantan) were visited with various technology installed i.e. WLL point to point local loop (radio terrestrial), cellular (CDMA), IP-based technology and VSAT. In general, all location in Indonesia’s visit is remote area with poor transportation access. Most activities in the villages is agriculture-based economic activities. The operation of telecommunication facilities by USO program 2003-2004 gave community advantages on accessing more opportunities. The equipment provides more efficient communication between relatives, family and business partners. There were no significant problems for community in using facilities but on the maintenance side raised some issues i.e. resources, spare parts. Most people thought that the tariff was affordable but at some location this should be lower. It was shown that the affordability is not the first priority but the ability of telecommunication to create no boundaries situation.
The program in Malaysia called Universal Service Provision (USP) that targets the underserved area and underserved group with 89 districts already defined_. Field visit in Malaysia conducted at August 2007, at the Sarawak (Bau, Beliong, Mang) and Sabah (Papar) with various technology option i.e. Fiber optic, copper cable, Fixed GSM System, Wireless Broadband Access/VOIP, Fixed Mobile Satellite Phone (ACES), VSAT and CDMA. It may not be easy to identify impact of USP project implementation on the community, because the implementation has just been launched a few years back. However, it can be analyzed that the target community groups are experiencing a situation similar to other groups which are exposed to the communication and information world i.e. introduction of new orders, new schemes and mechanisms, awareness of information values, and new traditions that are strongly influenced by the use of information and knowledge. Manifestation of various types of impact will be different from one group to another, and so will the reactions and results.
The economical impact of USP Program varies from one area to another while the impact is more significant in areas with higher business and trading activities because fast and easy communication is a direct accelerator to these sectors. It also recognized that business transactions can be carried out faster, therefore money circulates faster too. In social aspect, telecommunication reduces distance gap between family members and relatives.
Some important issues and lesson learnt from visits had been discussed and concluded during workshop.  In the case study of Malaysia and Indonesia, we found that the definition is a bit different; there is “obligation” and “provision”.  Following is discussion about the rationale for implementing the USO scheme and the definition of USO-Obligation/USP-Provision.  Other issues are funding management, and tender mechanism, and observation on the incentive is for the bidders and how the subsidy should go and some of the tender principles.
2.1.1. USO Scheme, USO Definition and the rationale of implementing definition of USO-Obligation/USP-Provision 
In case of Indonesia, the reason for using term of “obligation” related the history of rural telecommunication provision. Since, the only operator at that time is only the incumbent today; they were obliged to do it as part of the network. But afterwards, there’s a competition where are so many operators exist.  When the competition exist, it is difficult to ask operators to build something that is not commercially viable. Therefore government decided to have all contributed and the contribution is used for USO fund. 
The government managed USO fund. The government has the authority to set the priority, to define the place that more important to build. To maintain efficiency, a tender scheme for selecting the operator has been conducted to provide some degree of competition. 
And Indonesia is actually moved from ‘play’ to ‘pay’ because Indonesia is previously implemented the direct investment in rural area so it means ‘play’ the 20 % investment in the rural area, but since it was not work very well because they kept the investment in the urban area, now it’s going to ‘pay’ with 0.75% of Gross Revenue.
In the case of Malaysia, the underlying reason to institute the scheme as a continuity of USO. The main reason being is the underlying philosophy of both from the government perspective and the service operator perspective. From the service operator perspective the expected commercial viability limits the operator to deploy in the rural and underserved. 
However the government must be thinking that there must be some mechanism to impose on operator to discharge their CSR (Corporate Social Responsibility). This mechanism leads to definition of USP. 
On the other hand, there’s also the government perspective, of rolling out services to the rural and underserved being government obligatory role to make it happen in the rural. The subsequent logical impact on this approach, CSR, leads into USP scheme in such a way that the government wants to implicate the service providers through means of imposing the scope of works to deliver and to provide the services to end user. 
In terms of the philosophy, the USP or the words “provisioning” gives more emphasize and liberate more on the corporate social responsibility that needs to be discharged from the operator for the benefit of realizing the social obligation roles of the government. It’s a dual aspect of the involvement. 
Basically, that is the rationale of implementing USP term. In addition, the licensing framework of the Malaysian government under the Communication and Multimedia Act allows for an open entry into the structure by which to offer imposing all licensees, except, the broadcaster to contribute.  Therefore to pay compulsorily then they will be allowed to recommend the best approach in rolling out the service provisioning in the USP target area through tender bidding. 
There is no more imposing to a particular company, and no longer impose rather severe key performance indicator on them to satisfy the expectation. But rather, opening up through self regulation approach, again, the CSR to the service providers. 
In Indonesia conducted in villages with no telephone access, in Malaysia, conducted in areas under 20 percent served. In Indonesia conducting scheme for performance based contract actually like pay the service system, the government pay the service form the operator and then from Malaysia, use USP scheme of no gain no loss. 
There is some incentives scheme for the bidders. Indonesia prepares incentive scheme in license, the fixed wireless access that is 2.3 GHz and, and also profit margin, in Indonesia, the incentive scheme is about 10-20 percent profit margin is eligible. And also the revenue, because in the near future, the implementation of the USO is using scheme of net contract, with the revenue goes to the operator. 
In Malaysia, actually the incentives are capital to the infrastructure investment and USP claims right in designated area. When an operator win a contract, not a contract actually but USP job, they will be allowed to implement in area in which they have very strong POP and those areas that we award to them will be identified as designated area. There are very significant plan for that particular area, however there is no exclusivity since the regulation gives the freedom of any other provider beside that designated provider to also bid for the tender, additionally the USP scheme has moved forward into internet connectivity, broadband, etc. 
2.1.2. Future trend of technology development and the challenges 
A. Future Expectation for Rural Internet Service
There is strong indication that policy for providing Broadband access in rural area is very important for providing the opportunity for rural people to produce information and take more roles in information society. There is finding that in term of distribution of benefit form IT development is the higher benefit goes to producer of information than user of information.   
From field visit in Malaysia and Indonesia, has been found demand for internet service in rural area.  Other identified specifications raised during discussion were:

1. Services requirement: Provided by 256 kb/s which will offer, voice, data, internet as well as e-health, e-education

2. Technology used: IP network, NGN, WiFi, WiMAX,
Specific Rural-NGN architecture to address this service requirement has been is shown below. 
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B. Problems found during field visit on IP Based in NGN for Rural 
The trends for providing IP Based and NGN for rural telecommunication have been existed in Indonesia and Malaysia. However there are some problems found regarding the IP technology. 
Volatile IP setting:
IP setting in the handset is very easy to change even by unskilled person, because it is opened (unprotected).  
Static IP Setting:
Required static IP setting in the system devour the IP availability.  Since the IP address is very limited, therefore it should be dynamic. Hence, user based numbering system is essential to be implemented in the future.
Power supply at end user:
Because some of the users in the village do not understand how it works, when they do not use this equipment, they just plug off the power, so the computer or the handset was shut down and in the central they cannot recognize whether the equipment is still on, off, or broken. 
Cabling configuration:
Because the cables from the antenna and for the handset are similar, due to lack of technical skill or unintentional action, a cabling miss-configuration is existed in rural area. 
C. Interconnection and Numbering Issues for USO and IP technology
In general, in the telecommunication regulation, telecom network providers are obliged to interconnect with the other provider’s network. The dominant operators has to declare the term, condition and tariff of the interconnection.
Currently, the telecom numbering is following ITU numbering E.164 hierarchy, the country is divided into:
1.
For geographical – divides into many area codes

Numbering: (country code) (area code) (phone number) 

2.
For non-geographical (mobile), every operators has different access code

Numbering:  (country code) (phone number, which already inc. access code)
For IP numbering is following ICANN and usually is not coordinated by Regulator.
The question should be address is, for the new network using the IP-network, how could we ensure the interconnection to the other operators; IP to telco network?
The possible numbering solution is a combine effort, introduce by IETF, ENUM – Telephone Number Mapping – which make possible that the IP-network connected to the telco numbering by mapping the telco numbering into DNS.
There is possibility for issuing the IP-network with fixed-network provision, and getting block number from E.164 system numbering, however it is important to provide the point for interconnection, since usually they will have only one exchange (could be in the form of soft-switch).
D.
Limited Resources of IP Addresses for NGN

Definitely some other countries would like to look at rural NGN, Myanmar, in particular how to expand at the same time implement NGN based infrastructure that was support multi services coverage network. So this wonderful approach must due to the fact that the multi service coverage network that we plan to implement in Lawas, near to Sabah border, the IP based would require some enhancement for the existing 2.5 based network to support MSCN (multi service coverage network).

On the issues of resources, we have the introduction of the NGN, most of the rural CPE (Customer Premise Equipment) would be IP tech. However, we are actually facing global crisis on IP-4 allocation. 
In Indonesia, the association of an internet provider service develop IPv6 tool two years ago in partnership with DG Postel. IPv6 is today implemented and embedded in local exchange and national exchange. Operator integration to IPv6 should apply IPv6 to the association (APJI is the internet provider association in Indonesia) to get to address the allocation. 
In the last mile, the provider provides service to rural with an integration of IPv4 gateway to IPv6. Currently, the IPv6 is still on trial. In the test bed in Yogyakarta to Kebumen area, the IPv6 works well.
The AMC is recommended for acquiring more IP addresses, especially IPv6. Regional collaboration might be established with Japan and Korea for addressing this issue. With lack of IP Address, the end user cannot be benefited from this approach. 
E.
Capacity issue of NGN for low density village

The capacity issue will affect infrastructure layout with regards to topology wise for NGN.  The important issue on the capacity of NGN is the availability of the MPLS structure to support the soft switching of the toll and traffic and how do these contribute to the some form of integration to the rural level. Because as far as the MPLS is concerned, it is most likely to be implemented in high density area, where tally density is very high because of this capacity issues and as far as today, it is hardly found any localized MPLS implemented in rural level which is for the small scale. 
F. NGN, IP Based and Wireless Trend and New Approach for Planning
Future trend on implementation of NGN, IP based network and wireless system require resources to be managed, e.g. numbering, IP address, radio frequency. 
Hence, the physical network is not becoming not very important issue, because lot of hybrid tech could be implemented. But the issue is how we can manage all of these resources. 
The issue is therefore moving from “network planning” into “resources based management” approach, this new approach will influence the policy recommendation for USO development in the near future.
G.
Rural NGN Application and Impact an Example on Education Sector

Possible NGN for USO application as integrated solution for all stakeholders, by example in rural area in Yogyakarta especially in Gunung Kidul, partnership between operators, government, and educational institution promote significant growth of internet to school as learning center for the society. A junior high school in Karangmojo, Gunung Kidul in 2004 accredited as local school, in 2007 has been accredited to international school with the support of the rural NGN service. 
H.
IP-6 Compliance and roll out progress for NGN for Rural

The roll out progress for NGN requires ample application on the IP addresses that only can loop into very progressive. This is a crucial issue to be address, because for the next generation network, the important issue is not about the infra layout, but the ability of the community to be uplifted in terms of their socio economic pedigree, as well as their accessibility options to the network itself and some entrepreneurial scheme to be introduced to those people which are require them to have more access to other IP based knowledge information. 
It is important to develop the sustainability model for rural community, given rural access more IP based solution. To stand on its own, the rural NGN solutions require complimentary activities from the user side. The sustainable model also should be based on IP technology, hence the requirement of IP to be widely available to rural people. 
It is critical for focusing on that problem because of limited IP available and not that many apparatus can be target with IP, mostly the urban sector requires. Currently almost above 95% allocation is over and above the existing saturation point. The call probably on countries that develop the IP 6, like Japan and Korea, they maybe consider more allocation of IPv6 to developed countries especially for AMC – Asean Member Countries, since we will be very much depleted in terms of existing IP resources. 
2.2. Input for USO Policy Recommendation
Several discussions regarding policy formulation for USO program are as follows: 

1.
Options for USO Contract Scheme 

2.
No Gain No Loss Principle

3.
Impact of No Gain No Loss principles

4.
Importance of Clear Definition of USP Criteria and Indicators

5.
The social acceptance for USO program and ICT agenda 

6.
Local Support and its impacts on USO program

2.2.1. Options for USO Contract Scheme
Even tough some countries does not implement contract scheme with USO/USP operator, there was discussion on schemes of the contract namely “Gross Cost Contract” and “Net Cost Contract”:
1.
“Gross cost contract” means that all of the production cost (CAPEX and OPEX) for implementing the service will be covered by the fund, or the authority. Therefore, the revenue goes to the authority and the risk is on government side.

2.
“Net cost contract” means that part of the production cost (CAPEX and or OPEX) for implementing the service will be covered by the fund, or the authority. The rest of the cost will be covered by revenue collected by operator. Therefore, the revenue goes to the operator and the operator manage the financial risk if the revenue insufficient to cover the cost.
In the USO/USP facility, there is uncertainty in revenue. In Indonesia it is difficult for the government or authority to collect the revenue, therefore the option is “Net Cost Contract”. In Malaysia, all the revenue goes to MCMC (as revenue for gone), so it close to Gross Cost Contract.
There is an observation from Malaysia regarding those contract schemes. There is no “Gross Cost” in terms of USP Malaysia. The structures of the major costing template to design a project are CAPEX (Capital Expenditure) and OPEX (Operational Expenditure). Malaysia implements a single cost, that is the net USP cost equals to affordable cost minus the revenue for gone.
The disbursement mechanism in Malaysia is USP claim. The service operator can claim, declaring the affordable cost that they had spent to provide service and also reporting the revenue that they had acquired. 
Some example of affordable cost is the incremental cost of capital over the lifetime of the equipment for providing service (e.g. the switching, CPE, links, interface for link connection, building cabin, towers, other CAPEX). 
The revenue for gone is the service revenue (e.g. from the connection fee they imposed on others, rental fee of infrastructure, call charges from the rural users, interconnection cost received from other provider; call revenue from rural users, and revenue for public payphone).
The net revenue cost, or the difference between that affordable cost and the revenue for gone is become an indicator to qualify whether a USP area is relevant or not. If the affordable cost supersede this revenue for gone, it means that USP target remain relevant. In the case it became more economic; the cost will be lower than the revenue for gone submitted by the service operator. Therefore, the government will stop USP in this kind of cases. 
2.2.2. No Gain No Loss Principle
Term No Gain No Loss Principle has been found during field visit in Malaysia. The No Gain No Loss principle is close to definition of Gross Cost Contract, where the financial risk is not managed by operator.
During presentation and discussion, the “No Gain and No Loss” principle had become important subject to discussion. The principle is related to financing policy, funding mechanism, and incentive scheme for bidding.  
According to Malaysia, the term “No Gain no Loss” is not a plain term on its own, but it has direct implication on the cost.  It is understandable as a generic term, however to be implemented in certain country, it is important to understand the whole concept and the entail structure of the cost. 
In case of Malaysia, the “No Gain no Loss”, it is relate to the cost, the net USP cost, and for areas, being the USP target, this concept will be applicable because the net USP cost will be in such a way positive, when the affordable cost is higher than the revenue for gone. 
Under “No Gain no Loss” principle; the incentive for operator is coverage or network expansion. The operators who won the bidding and implement the USO/USP have benefit more or less in terms of the network expansion. Regarding the gain for the financial position for operating OPEX they maybe suffer some time.
There is an observation, that with “No Gain no Loss” principle there should be a punitive measure to the operators. In the case of Cambodia, they implement ‘payment measure’ under trenches payment. For the deployment, the authority holds up some amount to be disbursed after certain roll out progress. 
Possible implication of “No Gain no Loss” is the government policy in the different countries will impose regulation to retain revenue.  However adopting the concept of “No Gain no Loss” should consider the whole system since USP and USO in many countries has the same platform but had different methodology of approach.
It is important for carefully look in detail for adoption of the no gain no loss in certain country. In wish that the approach that may represent the principle of no gain no loss but on operational aspect of it, the implemented costing structure might not reflect the principles. 
Hence, it is important for us to understand what happened in other country and the definition of certain terminology to avoid misleading information to others. There is a suggestion that in the final report, the term no gain no loss, pay or play schemes would deserve a certain boxes to define clearly in terms of cost and revenue and what implication does it give to both the operator and the government. 
The available information on this principle is important to give ideas how to better the implementation in each country. But it doesn’t mean that if a country implemented it, then other country must do the same. 
2.2.3. Impact of No Gain No Loss principles
During field visit, it had been found some impact on No Gain No Loss principle on selection of suitable technology. There is an observation on potential disadvantageous impact. 
Since the No Gain No Loss principle is close to definition of Gross Cost Contract, where the financial risk is not managed by operator, there is a fact that some important consideration for cost effective technology selection by the operator had been overlooked.
In the case of Papar Village, an Hybrid IP Technology, with VSAT Backhaul  and Microwave Radio that require high density village and LOS (line of sight) had been deployed in very hilly area. The impact of this technology selection is an additional cost for maintain the LOS due to covering leaves of trees that have been growing on around the antenna and the slope of the hilly terrain. Another problem is the idle capacity of the system due to the terrain limitations. From 500 lines capacity offered in first step, only 40 lines that had been deployed.
In fact, the technology implemented in Papar works perfectly, however the technology should be considered to be placed in flat and higher population density area. 
With regards to this issue, there are some clarifications from Malaysia:
1. 
Technology Neutral Principle

Upon the bidding of the service provider, Malaysia service provider proposed a roll out plan and a subscription of project forecast. MCMC policy being technology neutral, the authority does not impose any technology, but they must if possible take care of the sustainability of the project. Hence, a clause in the policy to include punitive measures should be imposed to any noncompliance. 

2. 
CSR (Corporate Social Responsibility)

No gain no loss policy impose certain requirement from the service providers. The word no gain means like scare them off, because it is almost inapplicable. 
And in the current USO scheme service provider must look in the area where it is economically viable for them to roll out with best measure to reduce cost. We have to understand the economic scale, in country having underserved area; it should be target even if in the urban area itself. Whereby, the USO scheme may work as a direct solution to that, but when you go into the scheme which favor the most remote part of the population, you have to stick them go there, and impose your authority and be clear to them that there is no gain to be expected.  
If the USO scheme aims to reduce the gap between urban and non-urban, the no gain no loss might be able to be adopted further. However, in certain country maybe the “no gain no loss” will not be attractive to service providers. 
Very strong appreciation of this approach is required for any local service provider to encourage them to participate. In certain countries, with no incentives to roll out service even in the semi-urban area, we will face difficulties.
The problem or the issue is not regarding the formulation of no-gain-no-loss, but on the derivation of the principles into action that can be implemented in local levels.  Hence, good understanding on such principle may be able to generate a good idea for the central level of the government in order to encourage private sectors to be involved in the telecommunication project. It is not only the normative things, but also the operational one in order to implement it in the local level. 
2.2.4. Importance of Clear Definition of USP Criteria and Indicators
During field visit in Malaysia there was a discussion on the USP criteria for defining the “green area”, is underserved area, which is 20% below the national penetration rate based on fixed line. So even if there is new deployment with GSM technology, statistically speaking, there is no growth on penetration rate. 
In the discussion there was a clarification on penetration rate indicator in Malaysia. In Malaysia, the fixed line indicator relates to DEL – Direct Exchange Line, so it’s not fixed line or fixed service per se. For example, as incumbent operator on DEL fixed line services, Telcom Malaysia do have certain territorial coverage in Malaysia. The descriptions about 20% below the national fixed line services refer to fixed line are made available through DEL. Hence, the discussion on indicator with fixed line would not be mixed with the variance of the fixed services, in particular, the fixed cellular services, which is in fact not one fixed wired, but using on interface wireless medium transmission. For our definition on underserved area, they are solely based on the 20% below national penetration rate on DEL.
In case of Indonesia, one village one phone is the minimum service for USO. Currently only one public payphone will be subsidized. The subsidy only covers access provision not included the usage. The eligible area is village with no phone (un-served) and also perhaps in the area where there is a village covered by cellular but there is no public phone available (under-served). Currently, the biggest operator in Indonesia has claimed that their coverage has been 95 % of the population. With this situation, existing wireless or mobile phone will be able to provide service in USO target area. With very small efforts, they can extend their cellular network. Therefore in the near future USO deployment will work on wireless technology.
Learning from above situation, there is a finding that the definition on USO program and stated performance indicator will affect the program and available technology options that potentially can be implemented.  
2.2.5. The social acceptance for USO program and ICT agenda 
Other finding on rural telecommunication is problem of maintenance. The problems actually exist in local level due to the higher telecommunication technology. Hence, only few people can fix any problem of the equipment or expanding the utilization of the equipment. It is one of challenging issue in the process of implementation and the management system. There is urgent need to educate people, women especially, to use and work with IT. Women are potential group of people that supposed to take care or maintain the equipment develop the system to make it work.  Involvement of village youth organization for manage USO facility is also an advantage.
In rural area, placement of USO facilities influences level of traffic. There is a case, in certain villages, the head of the village place the USO phone in his house, due to cultural and privacy issue, the usage of the equipment decreases. The recommended location for USO phone is at a place close to social and economy activities. 
In some country, USO program focuses on infrastructure. However there is important need for content development with respect to rural context. The content is very important especially customized for local use.
2.2.6. Local Support and its impacts on USO program 
Some issues regarding local government participation in implementing the project have been found. The local level of participation is variance depend on the country situation. Commonly, the USO program is national government programs therefore the plans or the scheme generated by national government. During implementation, involvement of local parties or local government exists (e.g. the carrier must request for the permit to local government). Therefore during the formulation of the USO, consultations with the local official should be conducted. 
One of the roles of local government is provision of land and basic infrastructure. In Sabah and Sarawak there is policy for improving the role of the local government for providing the land and tower. From the perspective of the operator, even they did not complain, under this policy the deployment of new infrastructure is a bit slowly compared with the previous system since they could put tower anywhere. Nevertheless they believe that in the future it will be easier. In addition, the advantage of this policy is ability to avoid vandalism.
There is a need on the commitment of the local government to develop good telecom governance in local level; e.g. how to provide human resources to run the project. This involvement potentially will be able to avoid vandalism or local conflict due to inequality of access, capability and job opportunity in telecom sectors.  
A good indication of positive impacts of USO program in local level has been found in Kampong Beliung (Malaysia). There are three ethnics of Malay, Chinese and indigenous people and they able to develop social solidarity among them. The USO facility has been enable to help them to facilitate the social solidarity. 
2.3. Recommendation on Technical Guidelines
One of the most important outputs of the workshop is recommended technical guidelines for USO technology assessment. 
The frame of technical guideline discussion as follows:

1.
USO Development Framework (input, process, output, outcome).

2.
Recommended framework of System Design:

· Technical Specification /System Requirements

· User behavior Characterization

· Natural Phenomena

· Outline design

· Analysis/Simulation

· Performance Estimation and Monitoring

· Performance Assessment
With the example of Indonesian context the elaboration of the USO development frame work are as follows.
1. 
The input 

The input should be clear regarding the specification, the quality and the quantity. In term of USO program and planning, one of important input is technology option that should be able to perform in various context and maintain the expected outcome of the program. 
2.
The context 
Decentralized context:
Especially for regional autonomy because based on the regulation, the local government at the moment has an opportunity, has an authority to regulate almost all of things that implemented on the local level. 
The supporting institution context:
Private sectors at the central level, regional level, and then local level are encouraged to do participation at the implementation of the project. 
NGO may also be involved as part of local government and local organization participation (e.g. woman education in IT).
Governance Reform 
Especially in Indonesia, when we do have the reformation, everything can be criticized, everything can be put in new way, they constructed in their own interests. Governance issues and it reforms is one of the challenges for USO project implementation. 
3. Outcome
Equality for the service
We have to also consider the demand based on the social class, religion, ethnicity, ideology, based on the income class: upper, middle and lower class and also other social group, that may grown up at the local level to ensure equality of the service.  
With consider of above proposed framework of USO Development a technical guideline to ensure the achievement of targeted outcome is required.  The guideline for USO implementation with several steps is shown below:
2.4. Issue on Policy Recommendation
In the discussion, issue on progress of the policy formulation include the policy making aspects (e.g. USO fund collection, storage, determining player/provider, policy on the monitoring and evaluation, technology choice, ownership of the asset) and also the process of formulation.  
The discussion is very important for understanding the concerns of AMC on USO program. The identified concerns can be put in the report to observe the solution to the similar problems in other countries. 
Several issues have been developed during discussion:

1.
Establishment of USO Fund

2.
Important factor for policy formulation on USO and community development  

3.
USO development framework: Input, Context, and Expected Outcome

4.
Policy Migration on USO Program

5.
Consequences of Policy Trend and USO Policy Development in AMC
2.4.1. Establishment of USO Fund
Importance of establishment of USO is common interest of most AMC. Each countries has different level of USO Fund Development, some country relies on Government Budget. Cambodia is one of the country that still is in the process of forming, formulating the policy. Some challenging issues are the regulatory framework regarding the internal proceeding and the problem of the maintaining the USO fund. The problem on USO fund related with the constitution which mention that all the revenue has to go to the Ministry of Finance. One of the main concerns in USO program is establishment of an independent fund devoted for the USO development. Learning from other countries there is fact that disbursing the USO fund is extremely challenging. Set of policies, laws, inter-sector regulations and guidelines should be prepared in advance to ensure proper disbursement of USO fund.     
2.4.2. Important factor for policy formulation on USO and community development  
Issue on policy formulation is very challenging because the implementation of the telecommunication project is not going in a vacuum space. It is influenced by many factors. Some of suggestion on important aspect should be considered:
1. Legal aspects of the implementation of the project 
Set of regulations is required to address possible conflict of interest among the central government, the provincial government, district or city government, and also people of the local level.  

2. 
The institutional setting 

Establishment of an institution is required to play roles in conducting the telecommunication project for example USO fund collection, storage and deployment. 

3. 
The human resources management

The human resources with capability to run the implementation of the project is imperative with also give provide the opportunity for local people to involve in the implementation. 

4. 
Funding 

Fund resources should be established to be able to keep the sustainability of project development. 

5.   Monitoring and evaluation system.

Performance indicators of the implementation of the project should be evaluated. 

Above issues are necessary to provide environment for of people in condition with security, certainty and safety. Those are important factors for strong foundation of the community development for gaining the benefit of community development.

2.4.3. Policy Migration on USO Program
With regard to policy formulation there is an observation on policy trend:

1. 
From organizing the regulatory conformance to development performance 

USO program not only focusing in providing the infrastructure, but also moves from organizing regulatory performance to development performance. The trend on policy development is not only the matter of the regulation compliance, but also providing service or development performance, 

2. 
From independent (sector) to interdependent (multi-sector)  

There is also urgent need that the eligible expenses for USO Fund not only in the sector of infrastructure development but also for HR (Human Resources) development and community development. 

2.4.4. Consequences of Policy Trend and USO Policy Development for AMC

As the policy trend for USO has been developed, some consequences on policy formulation should be considered. 

Consecutive Timeline 

There is some consequences of this policy trend in many countries, with set of USO objectives that oriented to performance of development, a deployment for USO program has to wait for 2 or 3 years to develop or to amend the regulation. The policy will focus on servicing and the regulation should follow. 

Evolution the industry service

In the case of Malaysia there is the dual role of regulatory in terms of the regulatory role in line with our developmental policy to develop the industry. Therefore there is kind of migration from areas for assignment for to do things, to new activities which are consequential to the evolution of the industry service, since the telecommunication industry is very fast very progressive. 

Evolution of the technology

The development of the policy would have to be driven by the evolution of the technology. The regulator, most of the time, is difficult to keep the technology neutral.  However there is a need for to set certain objectives, for example to set on the target penetration that you accept to achieve within certain years prior the amendment. 

Target Setting

Likewise in Malaysia, there is a goal that by 2008 for broadband, 75% penetration across household should be achieved. This target is become driving factor to amend law. Other example is the fixed telephony. It has been observed that the trend is declining, therefore preferable for promoting more wireless broadband instead of wired broadband. 

Policy framework for underprivileged

Moreover, the cellular penetration should be focused to the area where the rural community it self is being deprived from the service (underprivileged). For example in the area that there is very low population, probably has pocket population in itself with comprised probably of several hundreds people, not having cellular telephony.  This situation requires policy framework that would drive the service providers to the pocket area. 

Living regulation

It shows that the regulation will have to be living regulation. It has to follow the trend. However, in the same time, the target benchmark should be set along some performance indicator (e.g. penetration rate). Each country therefore should have expected USO target and the measures to achieve the benchmark and stated in the policy regulation under certain time frame. 

Benchmark evaluation

The evaluation on the achievement of the benchmark (e.g. the broadband penetration and or cellular penetration rate) should be performed. Afterward we can cross-refer or call back to the benchmark of performance.

If there is a case where the result are not forthcoming or the results does not reflect the requirement of reaching the objectives on penetration, there is possibility to amend, maybe drastically, the regulation. For this reason, the regulation has to be dynamic in a certain sense. 

2.4.5. Country specific policy

The dynamic of regulation is country base therefore above policy recommendation is not necessary to be adopted in each country. The next discussion describes different level of USO development in some AMC. 

In case of Myanmar, there is only one operator which is Myanma Posts and Telecommunications (MPT) and it is the sole provider controlled by government i.e. Ministry of Communications, Posts and Telegraphs for all telecommunication IT services in Myanmar. Under the Ministry there are IT, Communications, Postal, Telegraphs and Regulator (Posts and Telecommunications Department). Myanmar has been implementing the rural communication up to far flung area to fulfill the requirement for these areas to support social, economic, security and emergency purpose. 

Myanma Post and Telecommunications (MPT) is doing the rural communications by Government Fund. MPT is now trying to fulfill the demand of customers but there are still requirements for satisfactory of demand in some areas. 

Currently Myanmar has limited experience on USO. Therefore lesson learnt from AMC that has developed USO is important for Myanmar’s future USO program. 

In case of Philippines experience, the existing laws are the Executive Order No 109, issued by the President and the Republic Act 7925, The Telecommunication Act of the Philippines enacted by the congress. 

The dilemma of the services had mentioned in the regulation is basically the basic telephone service. However, because of the policy on being the technology neutral, the basic telephone service is not limited to the fixed line. Therefore, the operators or the participants in the USO may use other technology in providing the services. Accordingly, they may use the wireless local loop or other technology. 

However, they might be tight to the basic telephone of services and during the initial implementation. The area has been assigned to the participants. They have been there when the law was promulgated. They were the first who participated in the USO and were able to get the areas. The Philippines was divided into eleven service areas but the problem is the period of the implementation has already over for the first company. Despite the fact that they are still required to provide the minimum number of lines.

Meanwhile, the new entrance is ready to come with request license for 3G and it is still within the scope of the cellular or mobile operator. Therefore licensing issue in USO service area and policy on technology become issue, since the USO was based on the basic telephone service. Hence, there is a need to review the policy. 

To address this regulatory issue, the ongoing review on the policy for the USO has been conducted with also considers the policy on broadband. The policy formulation will be followed by the implementation rules and regulation. 

With certain limitation, NTC has issued the memorandum circular and established implementing guidelines to encourage broadband and also opened up frequency for the broadband wireless access. In fact, this action is already broadening the USO program and become one of the priority areas of the government. 

From the experience of the Philippines, there is lesson learnt, even if the policy or the law making process would take time, there could be some remedies to do it within the scope of the law or the policy. 

In Thailand, USO program appears in USO Announcement from Telecommunications Regulator in Thailand - The National Telecommunications Commission. Universal Service Obligations (USO) is one of the major tasks of the National Telecommunications Commission (NTC) as indicated in the Acts.  Since August 2nd, 2005, the NTC has issued a Notification on the Criteria, Procedure and Conditions for Universal Service of Basic Telecommunications and Social Services, which 2 licensees (presently TOT and CAT Telecom) must have an obligation for universal service of telecommunications. The Basic Telecommunications Service means provision public telephone, fixed-telephone and internet services without limitation on technology. Therefore, by the year 2009, each village of 6,000 targeted villages in rural areas will have:

· At least 2 public telephones and each targeted health center of 4,000 will have at least 1 fixed telephone and 1 public telephone, and;

· At least 1 Public Telephone Line shall be installed within the places  that are more than 100 meters from the low-income communities;          

· Public Telephone and facilities shall be provided to the Disabled;

· Not over 5,000 lines shall be provided to the persons or social organizations, and; 

· Issuing no more than 1 million telephone cards (value of 100 baht) for the low-income disabled and elderly, and low-income group per person per month for a period of 30 months.
In Vietnam for the support Universal Telecom Service, some legal document system to develop universal service has been established. For the telephone service, legal document is a Vietnam national assembly issues the ordinant pos and telematic in 2002. Followed by, the Government Decree 2003 to implementing the ordinant and 2004 Prime Minister Issue to set up organization for implementing the universal telecom service with name Vietnam Public Utility Telecommunication Service Fund or VTF. VTF has the function to support the implementation of the policy of the provision of universal telecommunication service on through in Vietnam. 

Conclusion

1. Some countries like Cambodia still in the process of forming, formulating the policy, and still have some challenges in internal system (like budgeting mechanism). Cambodia looks for an independent USO fund system. The system adopted in Myanmar, uses one single operator (Myanmar Pos and Telecommunication), and gives services in telecommunication, communication, postal, and telegraph also. The other systems in Thailand do not oblige the operator to implement USO, but the provision can be “pay or play”. It is the obligation for all telecom enterprises in Vietnam to implement USO through VTF. Meanwhile system in Indonesia is using term obligation, so that all operator should oblige to implement USO. In the case of Malaysia the USP scheme reflects the government’s social obligation to bridge the digital divide between the urban and rural economies by obliging the service providers to contribute to the USP Fund hence discharging its corporate social responsibility.

2. The implementation of the telecommunication project is influenced by many factors. To overcome this, the legal aspects or the regulation of the project has to put in the fix position before anything else. This also has to regulate the institution that is able to play roles in conducting the telecommunication project. However, some findings show that regulatory process does not necessarily happen before the implementation process.

3. There are common migration on ICT development from ‘regulatory conformance’ to ‘development performance’ and from ‘dependent/sectoral’ to ‘interdependent/multi sectoral’.  It implies to eligibility of USO Fund. It is not only for infrastructure provision but also for service and local community development (e.g. to develop a short training/briefing for equipments’ maintenance and operation for women and youth).

4. Development of the policy would have to be driven by the evolution of the technology it self. But being the regulator, most of the time, it’s hard to keep the technology neutral. The trend of the technology development should be flexibly followed by regulation. 

5. There is strong indication that policy for providing Broadband access in rural area is very important for providing the opportunity for rural people to produce information and take more roles in information society. There is finding that the higher benefit goes to producer of information than user of information.   

6. At some countries, USO and USP are new activities so that training program, study from best practice in developed country to enhancing the program are still needed. There is also a need to learn from the experiences of developed countries, e.g. Korea, in applying IPv6 technology, thus, AMCs could find ways to apply such practices.

7. Future trend on implementation of NGN, IP based network and wireless system require resources to be managed, e.g. numbering, IP address, radio frequency.  Hence, the physical network is not becoming not very important issue, because lot of hybrid tech could be implemented. But the issue is how we can manage all of these resources. The issue is therefore moving from “network planning” into “resources based management” approach, this new approach will influence the policy recommendation for USO development in the near future.
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Table 1: Historical trend of economic growth
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� That is when the government provides subsidy to the public transport users (direct or indirect subsidy) and can reduce the amount of travel for its competing modes, i.e. car or motorcycle. Therefore, if the demand for public transport is inelastic and cross-elasticity is low (as in the case of many developing East Asian cities), there will unlikely be a net economic return.


�  Interested readers on East Asian studies on polycentric urban structure may consult EASTS IRG on the Dynamics of Poly-centric Employment Formation in East and Southeast Asian Cities (Hayashi et.al)
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